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SAMBUTAN REKTOR 
 
Puji  dan syukur kita panjatkan ke hadiran  Allah 
swt, karena atas kasih dan sayang-Nya, semua proses 
penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi UIN 
Alauddin dapat berjalan dengan baik. Salawat dan salam 
semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw. 
Dalam bingkai kesadaran kolektif, UIN Alauddin 
telah menetapkan tiga misi utama, yaitu; pencerdasan, 
pencerahan dan prestasi. Misi ini menjadi sebuah ikhtiar 
untuk menuju kampus berperadaban, yaitu sebuah kampus 
yang mampu menghadirkan astmosfer akademik, 
menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai  spiritual, serta 
mempertajam skill  di kalangan civitas akademika agar 
mampu menjawab tuntutan masyarakat dan dinamika 
perkembangan global. 
Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan misi di 
atas, maka menghidupkan tradisi akademik melalui publikasi 
ilmiah merupakan sebuah alternatif yang perlu 
dikembangkan. Lahirnya publikasi ilmiah dalam bentuk 
buku yang telah dihasilkan oleh sivitas akademika tentu 
menjadi sebuah media yang tidak saja dapat dinikmati secara 
internal di lingkungan UIN Alauddin, tetapi juga dapat 
menjangkau ke segmen yang lebih luas. 
Atas dasar itu, UIN Alauddin telah merancang 
program “Gerakan Seribu Buku” yang bertujuan 
memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh 
civitas akademika untuk mengeksplorasi potensi akademica-
intelektiva dan potensi praktis aktual yang dimiliki. 
Gagasan/program ini dapat dikatakan sebagai sebuah “jihad 
akbar” yang memerlukan keberanian dan komitmen 
bersama dalam rangka ikhtiar menghadirkan kampus 
peradaban yang diinginkan. Buku yang ada di tangan 
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pembaca ini merupakan salah satu dari bentuk komitmen 
tersebut. 
Selaku  Rektor, saya sangat menyadari bahwa 
potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh sivitas 
Akademika UIN Alauddin merupakan aset dan modal dasar 
yang harus terus digali, diapresiasi dan dihargai. 
Penghargaan terhadap potensi dan  karya akademik akan 
melahirkan kreasi, ide dan prestasi.  
   Perubahan IAIN menjadi UIN harus disertasi 
dengan perubahan kultur akademik ke arah yang lebih baik 
dan berkualitas. Perubahan yang terjadi tidak boleh berjalan 
tanpa desain yang pasti. Perubahan yang baik adalah 
perubahan yang terukur dan terstruktur sehingga hasilnya 
dapat dibaca dan dilihat. Urgensi perubahan sebagai sebuah 
keniscayaan biasanya menghasilkan perbedaan dari setiap 
perspektif. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa 
memang terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, tidak 
stagnan apalagi mundur ke belakang diperlukan parameter 
dan indikator sebagai panduan. Karena itu, program 
“Gerakan Seribu Buku” ini menjadi sangat penting untuk 
mengukur gerak perubahan tersebut.    
   Akhirnya, Rektor mengucapkan terimakasih 
kepada seluruh civitas akademika UIN Alauddin Makassar 
yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga serta 
meluangkan waktunya untuk menghasilkan karya akademik 
ini. Semoga karya ini dapat dinikmati, bukan saja oleh 
kalangan UIN Alauddin Makassar, juga oleh masyarakat 
pada umumnya.   
 
Samata, 29 Desember  2011 
Rektor, 
 
 
Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, MS 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Alhamdulillahi Rabbil Alamin,  puji  syukur kehadirat  
Allâh SWT atas limpahan berkah dan karunia-Nya, serta 
Shalawat dan salam kita mohonkan semoga tercurah kepada 
Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan 
pengikutnya. Dalam rangka pengembangan visi misi  
perguruan Tinggi  UIN Alauddin Makassar  maka di 
wujudkan program penulisan   buku  ini dan telah 
dirampungkan dengan segala keterbatasannya. Penulisan 
materi  Pengantar Perpajakan ini menggunakan pendekatan 
teoritis dan praktis dengan penyajian materi secara logis. 
Hal ini  mengacu pada UU No. 28/2007 tentang ketentuan 
umum perpajakan, UU No. 36/2008 tentang pajak 
penghasilan dan UU No. 42  tahun 2009 tentang perpajakan  
yang berlaku  1 April 2010 dan  pengembangan kurikulum 
mata kuliah yang diajarkan di Jurusan Akuntansi UIN 
Alauddin.  
Dalam buku  ini adalah materi Pengantar 
Perpajakan. Namun, materi  dalam buku tersebut  bertujuan 
mengenalkan sistem perpajakan secara langsung kepada 
pengguna untuk tataran pengantar, dan bukannya materi  ini 
mengkaji secara mendalam perpajakan atau pembatasan 
kedalaman pembahasan. Pertimbangan ini mengantarkan 
bahwa buku  ini lebih tepat menggunakan judul pengantar 
perpajakan. Pemahaman perpajakan  lebih luas 
dibandingkan pengantar perpajakan. Pengantar perpajakan 
hanya berkaitan dengan garis-garis besar pembelajaran pajak 
kepada pengguna. 
Buku  ini bertujuan memberikan pemahaman 
konsep dan aplikasi praktis tentang tata cara dan ketentuan 
perpajakan. Mahasiswa, pengusaha dan masyarakat 
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diharapkan mempunyai wawasan yang luas mengenai 
perhitungan pajak sebagai suatu ilmu pengetahuan maupun 
bidang praktik. Buku ini dirancang untuk digunakan dalam 
proses pembelajaran (belajar-mengajar) yang efektif. Buku 
ini dapat digunakan sebagai acuan  dalam proses 
pembelajaran  pengantar perpajakan.  
Buku ini masih jauh dari kesempurnaan, tapi 
mudah-mudahan dapat menginspirasi pemahaman bagi si 
wajib pajak bagaimana perhitungan pajak dan bagaimana 
penggunaan  keuang-an negara. Penulis berharap agar buku 
ini bermanfaat bagi para Akdemisi, praktisi dan pengguna 
lainnya. Dengan kerendahan hati saya menerima segala 
Kritik dan saran demi penyempurnaan buku ini di masa 
yang akan datang. Penulis senantiasa mengucapkan terima 
kasih  kepada Bapak Rektor UIN Alauddin, Prof. Dr. H.A. 
Qadir Gassing HT., M.S.  atas amanah yang diberikan untuk 
menulis buku  ini; Kepala Penjaminan Mutu UIN Alauddin, 
Dr. Zulfahmi M.; Dekan Fak.syariah dan Hukum, Prof. Dr. 
H. Ambo Asse, M.A dan rekan-rekan  Dosen serta kantor 
pelayanan pajak di makassar. 
 
 
 
Samata,  November  2011 
  
                                                                             
Jamaluddin  M  
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b.  70% (tujuh puluh persen) untuk Daerah Provinsi 
dan disalurkan melalui rekening Kas Daerah 
Provinsi; 
2. 64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah 
Kabupaten/Kota penghasil, yang dibagi dengan 
imbangan: 
a.  30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan di 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 
disalurkan melalui rekening khusus dana 
pendidikan; 
b.  70% (tujuh puluh persen) untuk Daerah 
Kabupaten/Kota penghasil dan disalurkan melalui 
rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota. 
c.  Bagian penerimaan BPHTB yang diterima oleh 
Daerah merupakan pendapatan Daerah, dan setiap 
tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
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Sanksi administrasi kenaikan  
= 100% x Rp 2.500.000,00 = Rp 2.500.000,00 Jadi 
jumlah yang harus dibayar menurut SKBKBT  
= Rp 2.500.000,00 + Rp 2.500.000,00  
= Rp 5.000.000,00 
 
K. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BPHTB 
Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan 
Negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor 
sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Namun demikian, 
Penerimaan BPHTB akan di bagi untuk Pemerintah Pusat 
dan Daerah dengan imbangan sebagai berikut: 
1. 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat; 
2. 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah. 
Jumlah 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah 
Pusat dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada 
seluruh Kabupaten/Kota. Sedangkan jumlah 80% (delapan 
puluh persen) bagian Daerah diperinci sebagai berikut: 
1. 16% (enam belas persen) untuk Daerah Provinsi yang 
bersangkutan dan disalurkan melalui rekening Kas 
Umum Daerah Provinsi; 
2. 64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah 
Kabupaten/Kota penghasil dan disalurkan melalui 
rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. 
Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
jumlah 80% (delapan puluh persen) bagian Daerah diperinci 
sebagai berikut 
1. 16% (enam belas persen) untuk Daerah Provinsi, yang 
dibagi dengan imbangan: 
a.  30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan di 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 
disalurkan melalui rekening khusus dana 
pendidikan; 
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J. SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK 
ATAS TANAH & BANGUNAN KURANG 
BAYAR TAMBAHAN (SKBKBT) 
1. SKBKBT adalah surat ketetapan yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
2. SKBKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan 
atau data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang 
setelah diterbitkannya SKBKB. SKBKBT dapat 
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 
waktu 5 tahun sesudah saat tentangnya pajak. 
3. Sanksi SKBKBT. Jumlah 
kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan 
pajak tersebut. 
Contoh (berdasarkan data pada contoh sebelumnya): 
Pada tahun 2006, dari hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain diperoleh data baru bahwa Nilai 
Perolehan Objek Pajak ternyata adalah 
Rp36O.0OO.O00,OO, maka BPHTB yang 
terutang adalah sebagai berikut: 
Nilai Perolehan Objek Pajak 
 Rp. 360.000.000,00 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
 Rp.  60.000.000.00 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak 
 Rp. 300.000.000,00 
BPHTB yang seharusnya terutang = 
Rp 300.000.000,00 x 5% =    Rp. 15.000.000,00 
BPHTB yang telah dibayar Rp. 12.500.000,00 
BPHTB yang kurang dibayar Rp.   2.500.000,00 
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lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke 
bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk 
suami/istri, untuk Kabupaten Sukamaju 
ditetapkan sebesar  Rp 60.000.000,00. 
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 240.000.000,00 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
 Rp.   60.000.000,00 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak   
 Rp. 180.000.000,00  
BPHTB yang terutang  =  Rp 180.000.000,00 x 5%  
  =  Rp 9.000.000,00 
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata ditemukan 
data yang belum lengkap yang menunjukkan 
bahwa Nilai Perolehan Pajak sebenarnya adalah Rp 
310.000.000,00. Oleh karena itu diterbitkan 
SKBKB pada tanggal 30 Desember 2005. 
Besarnya BPHTB yang terutang adalah sebagai 
berikut: 
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 310.000.000,00 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
 Rp.   60.000.000,00 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak  
 Rp. 250.000.000,00 
BPHTB yang seharusnya terutang = 
Rp 250.000.000,00 x 5%  =  Rp. 12.500.000,00 
BPHTB yang telah dibayar Rp.   9.000.000,00 
BPHTB yang kurang dibayar Rp.   3.500.000,00 
Sanksi administrasi berupa bunga dari 29 Maret 
2005 sampai dengan 30 Desember 2005 = 10 
bulan x 2% x Rp 3.500.000,00 = Rp 700.000,00 
Jadi jumlah yang hams dibayar menurut SKBKB 
= Rp 3.500.000,00 + Rp 700.000,00 = 
 Rp 4.200.000,00 
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a. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan 
dari pelepasan hak. 
b. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak. 
 
I. SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK 
ATAS TANAH DAN BANGUNAN KURANG 
BAYAR (SKBKB) 
1. Pengertian 
SKBKB adalah surat ketetapan yang 
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus 
dibayar. 
2. Penerbitan SKBKB 
SKBKB diterbitkan apabila berdasarkan hasil 
pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak 
yang terutang kurang dibayar. SKBKB dapat 
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 
waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak. 
3. Sanksi SKBKB 
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
SKBKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan) 
dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan 
diterbitkannya SKBKB.  
Contoh: 
Tuan Adi memperoleh tanah dan bangunan yang 
terletak di Kabupaten Sukamaju pada tanggal 29 
Maret 2005 dengan Nilai Perolehan Objek Pajak 
Rp 240.000.000,00. Nilai Perolehan Objek Pajak 
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan 
hak selain karena waris atau hibah wasiat yang 
diterima orang pribadi yang masih dalam 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan 
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Sedangkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 
Pajak yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut Rp 
60.000.000,00. 
Nilai Perolehan Objek Pajak 
 Rp. 70.000.000,00 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
 Rp. 60.000.000,00 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak 
 Rp.10.000.000,00 
BPHTB yang terutang = Rp 10.000.000,00 x 5% 
 = Rp. 500.000,00 
 
H. SAAT TERUTANGNYA PAJAK 
Saat yang menentukan terutangnya pajak adalah: 
1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk: 
a. Jual-beli; 
b. Tukar-menukar; 
c. Hibah; 
d. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 
lainnya; 
e. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
f. Penggabungan usaha; 
g. Peleburan usaha;  
h. Pemekaran Usaha;  
i. Hadiah. 
2. Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk: 
lelang. 
3. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, untuk: putusan hakim. 
4. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan 
peralihan haknya ke kantor pertanahan, untuk: hibah 
wasiat dan waris. 
5. Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat 
keputusan pemberian hak, untuk: 
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Tuan Aryo membeli tanah dan bangunan 
dengan NPOP (harga transaksi) Rp 
100.000.000,00. NJOP PBB tersebut yang 
digunakan dalam pengenaan PBB adalah Rp 
120.000.000,00, maka yang dikenakan sebagai 
dasar pengenaan BPHTB adalah Rp 
120.000.000,00 danbukanRp 100.000.000,00. 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NPOPTKP) 
Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional 
paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 
kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah 
wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi 
hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling 
banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah). Besarnya 
NPOPTKP dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah 
dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan 
moneter serta perkembangan harga umum tanah dan atau 
bangunan. 
 
G. TARIF PAJAK 
Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima 
persen). Cara menghitung BPHTB : 
 
 
 
 
 
Contoh:  
Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan 
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 70.000.000,00. 
BPHTB = Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak x Tarif
 = (NPOP - NPOPTKP) x 5% 
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1 
SEJARAH DAN 
PENGERTIAN PAJAK 
 
 
 
A. SEJARAH PAJAK. 
Dengan meninjau dari sejarah yang ada, 
permasalahan pajak sudah ada sejak jaman dahulu, 
dimana dulu belum dinamakan “Pajak” tetapi 
merupakan tindakan pemberian rakyat secara sukarela 
kepada rajanya. Namun dengan adanya perubahan-
perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan 
negara, maka istilah pemberian secara sukarela ini terus 
mengalami perubahan mulai iuran sampai pada istilah 
pemberian yang bersifat dipaksakan dalam arti wajib 
diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan 
negara akan dana yang semakin besar untuk 
melaksanakan pembangunan dan mempertahankan 
kedaulatan suatu negara. 
Dalam suatu negara, masyarakat dalam 
kehidupannya selalu berhadapan dengan masalah pajak 
sehingga sebagai anggota masyarakat harus selalu 
mengetahui dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang 
berkaitan dengan pajak tersebut baik mengenai asas-
asasnya, jenis atau macam dari pajak dan tatacara 
pembayaran serta berkaitan dengan pemenuhan kewajiban-
kewajiban pajak yang harus dilakukan masyarakat dalam 
suatu negara. 
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Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem 
perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. 
Tidak terkecuali dengan Indonesia di mana pajak menjadi 
tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang 
dan jasa publik. begitu pentingnya peranan pajak dalam 
zaman modern ini, sampai-sampai Benjamin Franklin 
berkata : “In this world nothing is certain except death and taxes”. 
Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti 
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
(BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, di kenal juga 
beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB), Pajak Hotel dan Restoran, dan lain-lain. 
Definisi pajak yang terkenal dalam dunia akademik 
dikemukakan oleh Prof. Rochmat Soemitro yaitu : Pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum 1 
Dari definisi di atas terlihat bahwa pajak harus 
berdasarkan Undang-undang yang disusun dan dibahas 
bersama antara pemerintah dan DPR sehingga pajak 
merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan 
kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan 
mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan 
dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar 
pajak maupun yang tidak membayar pajak. 
Undang-undang perpajakan sendiri tidak 
memberikan definisi pajak sampai dengan dikeluarkannya 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Ya, baru pada 
                                                            
1 Mardiasmo, Perpajakan. Edisis revisi 2009 hal.1, CV.Andi, 2009 
;Yogyakarta 
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F.  SUBJEK PAJAK 
Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi 
atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau 
bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban 
membayar pajak menjadi Wajib Pajak BPHTB menurut 
Undang-Undang BPHTB. 
Dasar Pengenaan Pajak 
Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Nilai 
Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP ditentukan sebesar: 
1. Harga transaksi, dalam hal: jual beli. 
2. Nilai pasar objek pajak, dalam hal: 
a. Tukar-menukar; 
b. Hibah; 
c. Hibah wasiat; 
d. Waris; 
e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 
lainnya; 
f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak; 
g. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 
h. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan 
dari pelepasan hak; 
i. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan 
hak; 
j. Penggabungan usaha; 
k. Peleburan usaha; 
l. Pemekaran usaha; 
m. Hadiah. 
3. Harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang, 
dalam hal: penunjukan pembeli dalam lelang. 
4. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP 
PBB), apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud 
dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih 
rendah daripada NJOP PBB. Contoh: 
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f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 
lainnya; 
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;  
h. penunjukan pembeli dalam lelang; 
i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap;  
j. Penggabungan usaha;  
k. Peleburan usaha;  
l. Pemekaran usaha;  
m. Hadiah. 
2. Pemberian hak baru karena: 
a. Kelanjutan pelepasan hak; 
b. Di luar pelepasan hak. 
 
E. TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 
Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah 
objek pajak yang diperoleh: 
1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik; 
2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau 
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 
3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat 
tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain 
di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan 
organisasi tersebut; 
4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau 
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya 
penambahan nama; 
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf; 
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk 
kepentingan ibadah. 
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Undang-undang inilah definisi pajak dicantumkan. Adapun 
definisi pajak menurut Undang-undang ini adalah sebagai 
berikut:  
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
Definisi versi UU KUP ini nyaris hampir sama 
dengan definisi Rochmat Soemitro. Kata-kata “iuran” 
diganti dengan kata “kontribusi” yang nadanya lebih 
bersifat positif karena mengandung makna partisipasi 
masyarakat. Kemudian ada tambahan “bagi sebesar-besar 
kemakmuran rakyat” yang membuat kata pajak lebih 
bernilai positif karena untuk tujuan kemakmuran rakyat 
melalui penyediaan barang dan jasa publik seperti 
pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya, 
dan fasilitas umum lainnya.  
 
B. DEFENISI PAJAK  
Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi 
tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli 
diantaranya adalah : 
1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran 
masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan 
tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas 
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak 
adalah iuran  rakyat  kepada  Kas Negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
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mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut 
kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: 
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat 
kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin 
dan surplusnya digunakan untuk public saving yang 
merupakan sumber utama untuk membiayai public 
investment.2 
3. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson 
Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu 
pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 
pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun 
wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang 
ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang 
langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 
melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan 
pemerintahan. 
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai 
beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor 
publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa 
adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. 
Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam 
menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan 
barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan 
keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik 
yang merupakan kebutuhan masyarakat. 
Sementara pemahaman pajak dari perspektif  
hukum  menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang 
timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan 
timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan 
sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara 
                                                            
2 Waluyo, Perpajakan Indonesia, 2011. Hal  3. Edisi  10 ,Salemba 
Empat; Jakarta. 
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pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 
1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku lainnya. 
Untuk pengertian-pengertian atau istilah-istilah 
selain tersebut di atas, akan dikaitkan langsung dengan 
pembahasan selanjutnya. 
 
C. DASAR HUKUM 
Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
adalah: 
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan. Undang-undang ini menggantikan 
Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 
291. 
2. Peraturan Pemerintah No. Ill Tahun 2000 tentang 
Pengenaan BPHTB karena waris dan hibah. 
3. Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 tentang 
Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak 
Pengelolaan. 
4. Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2000 tentang 
Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB. 
 
D. OBJEK PAJAK 
Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan 
atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau 
bangunan meliputi: 
1. Pemindahan hak karena: 
a. Jual-beli; 
b. Tukar-menukar; 
c. Hibah; 
d. Hibah wasiat; 
e. Waris; 
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2. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). 
3. Agar pelaksanaan Undang-Undang BPHTB dapat 
berlaku secara efektif, maka baik kepada Wajib Pajak 
maupun kepada pejabat-pejabat umum yang melanggar 
ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya, 
dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
4. Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan 
negara yang sebagian besar diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pendapatan 
daerah guna membiayai pembangunan daerah dan 
dalam rangka memantapkan otonomi daerah. 
5. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan 
atau bangunan di luar ketentuan ini tidak 
diperkenankan. 
 
B. PENGERTIAN-PENGERTIAN 
Dalam pembahasan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan, akan dijumpai beberapa pengertian-
pengertian yang sudah baku. Pengertian-pengertian tersebut 
antara lain adalah: 
1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 
adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas 
tanah dan atau bangunan. Dalam pembahasan ini, 
BPHTB selanjutnya disebut pajak. 
2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh 
orang pribadi atau badan. 
3. Hak atas tanah dan atau bangunan, adalah hak atas tanah, 
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di 
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
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mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak 
tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan 
pemerintahan. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 
Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir 
dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum 
dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
 
C. FUNGSI PAJAK 
Sebenarnya, dari definisi pajak di atas sudah 
tergambarkan fungsi dari pajak yaitu untuk menyediakan 
barang-barang dan jasa-jasa publik. Namun demikian, dalam 
literatur-literatur perpajakan, dikenal dua macam fungsi 
pajak yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi 
mengatur (regulair). Pajak mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam 
pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber 
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 
termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal 
diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi  yaitu: 3 
1. Fungsi Anggaran (budgetair). 
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak 
berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara 
dan melaksanakan pembangunan, negara 
membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari 
penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk 
pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja 
barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk 
                                                            
3 Didik Pomadi, Perpajakan  ,sesuai UU pajak No.36 tahun  2009  
hal. 11 Jakarta 
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pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari 
tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri 
dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini 
dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai 
kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin 
meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor 
pajak. 
2. Fungsi Mengatur (regulerend) 
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan 
ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi 
mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk 
mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring 
penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar 
negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan 
pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam 
negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi 
untuk produk luar negeri. 
3. Fungsi Stabilitas 
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki 
dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan 
dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 
dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan 
jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, 
pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan 
efisien. 
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan 
digunakan untuk membiayai semua kepentingan 
umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 
akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat. 
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12 
BEA PEROLEHAN HAK 
ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN 
 
 
 
 
A. PENDAHULUAN 
Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian 
dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, 
di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan 
lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat 
menguntungkan. Di samping itu, bangunan juga memberi 
manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi 
mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, 
wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang 
diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yang 
dalam hal ini adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). 
Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang BPHTB 
adalah: 
1. Pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan 
sistem self assessment, yaitu Wajib Pajak menghitung dan 
membayar sendiri utang pajaknya. 
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disalurkan melalui rekening khusus dana 
pendidikan; 
b. 70% (tujuh puluh persen) untuk Daerah 
Kabupaten/Kota dan disalurkan melalui rekening 
Kas Daerah Kabupaten/Kota. 
3. 9% (sembilan persen) untuk Biaya Pemungutan yang 
dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan 
Daerah. 
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D. UNSUR-UNSUR  PAJAK  
Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak 
baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan 
sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau 
pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat 
dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur 
yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai 
berikut: 
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini 
sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A 
yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-
undang." 
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi 
perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. 
Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan 
bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya 
dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan 
bermotor. 
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan 
pembiayaan umum pemerintah dalam rangka 
menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun 
pembangunan. 
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat 
dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi 
kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi 
sesuai peraturan perundag-undangan. 
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi 
Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk 
menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, 
pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 
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melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan 
ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif) 4. 
 
E. JENIS PAJAK 
Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat 
di bagi menjadi dua jenis yaitu: 5 
1. Pajak Pusat, Sering disebut juga Pajak pusat yaitu pajak 
yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari: 
a.  Pajak Penghasilan, Diatur dalam UU No. 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan    yang diubah 
terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 
dan Revisi 2009. 
b.  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah Diatur dalam UU No. 8 Tahun 
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir 
kali dengan UU No. 42 Tahun 2009 
c.  Bea Materai UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea 
Materai. 
2. Pajak Daerah, Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-  
        jenis pajak Daerah: 
(a)  Jenis Pajak Provinsi terdiri dari : 
a. Pajak Kendaraan Bermotor;  
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;  
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  
d. Pajak Air Permukaan; dan  
e. Pajak Rokok. 
(b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 
a. Pajak Hotel; 
                                                            
4"http://id.wikipedia.org/wiki/jenis-jenis pajak" Kategori: 
Perpajakan 
5.Mardiasmo, perpajakan hasil revisi 2009 , hal.13 penerbit Andi, 
yogyakarta 
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2. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan secara insentif 
kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun 
sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan 
sektor tertentu. 
Jumlah 90% (sembilan puluh persen) bagian Daerah 
dibagi dengan rincian sebagai berikut: 
1. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk Daerah 
Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke 
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi; 
2. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk 
Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan 
disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah 
Kabupaten/ Kota; 
3. 9% (sembilan persen) untuk Biaya Pemungutan yang 
dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan 
Daerah. 
Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 
90% (sembilan puluh persen) dari hasil penerimaan tersebut 
merupakan penerimaan bagian Daerah yang dibagikan 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk Daerah 
Provinsi, yang dibagi dengan imbangan: 
a. 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan di 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 
disalurkan melalui rekening khusus dana 
pendidikan; 
b. 70% (tujuh puluh persen) untuk Daerah Provinsi 
dan disalurkan melalui rekening Kas Daerah 
Provinsi; 
2. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk 
Daerah Kabupaten/Kota yang ber-sangkutan, yang 
dibagi dengan imbangan: 
a. 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan di 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 
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pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan 
objek pajak pada tanggal 1 Januari 2005, yaitu 
keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar. 
b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2005 
berupa sebidang tanah tanpa bangunan di 
atasnya. Pada tanggal 20 Agustus 2005 
dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah 
tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka 
pajak yang terutang untuk tahun 2005 tetap 
dikenakan berdasarkan keadaan pada tanggal 
1 Januari 2005. Sedangkan bangunannya baru 
akan dikenakan pada tahun 2006. 
3. Tempat pajak yang terutang: 
a. Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 
b. Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten 
atau Kota. Tempat pajak yang terutang untuk 
Batam, di wilayah Propinsi Riau. 
 
I. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB 
Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan 
Negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor 
sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Namun demikian, 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk 
Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sebagai 
berikut: 
1. 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat; 
2. 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah 
Jumlah 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah 
Pusat dibagikan kepada selurah daerah kabupaten dan kota 
yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun 
anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut: 
1. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata 
kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan 
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b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan;  
d. Pajak Reklame;  
e. Pajak Penerangan Jalan;  
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;  
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah;  
i. Pajak Sarang Burung Walet;  
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; dan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  
 
F. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK  
Tidak mudah untuk membebankan pajak pada 
masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan 
membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka 
pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. 
Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka 
pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu6: 
1. Pemungutan pajak harus adil 
Seperti halnya produk hukum, pajak pun 
mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam 
hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-
undangan maupun adil dalam pelaksanaannya sesuai 
dengan ( teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya 
pikul, teori daya beli ) Contohnya: 
a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib 
pajak 
b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang 
memenuhi syarat sebagai wajib pajak 
c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara 
umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. 
                                                            
6Lihat ibid, hal. 13 
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2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU. 
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang 
berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk 
keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
penyusunan UU tentang pajak, yaitu: 
a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara 
yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin 
kelancarannya 
b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak 
diperlakukan secara umum 
c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi 
para wajib pajak 
3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian 
Pemungutan pajak harus diusahakan 
sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi 
perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, 
maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai 
merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat 
lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama 
masyarakat kecil dan menengah. 
4. Pemungutan pajak harus efesien 
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka 
pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan 
sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya 
pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem 
pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk 
dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan 
mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari 
segi penghitungan maupun dari segi waktu. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Bagaimana pajak dipungut akan sangat 
menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. 
Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak 
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2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk: 
a. Objek Pajak Pertambangan; 
b. Objek Pajak lainnya yang NJOP-nya kurang 
dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
 
G. CARA MENGHITUNG PAJAK 
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara 
mengkalikan tarif pajak dengan NJKP. 
 
 
 
 
 
Contoh: 
Wajib Pajak A mempunyai sebidang tanah dan 
bangunan yang NJOP-nya Rp 20.000.000,00 dan 
NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12.000.000,00, 
maka besarnya pajak yang terutang adalah  
= 0,5% x 20% x (Rp 20.000.000,00 –  
    Rp 12.000.000,00)  
= Rp 8.000,00. 
 
H.  TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG 
MENENTUKAN PAJAK TERUTANG 
1. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun 
takwim. Jangka waktu satu tahun takwim adalah 
dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 
2. Saat yang menentukan pajak yang teaitang adalah 
menumt keadaan objek pajak pada tanggal 1 
Januari. 
Contoh: 
a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2005 
berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 
Januari 2005 bangunannya terbakar, maka 
Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP 
= 0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)] 
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besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun 
sekali.  
Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor 
Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri 
Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat 
Gubernur/Bupati/ Walikota (Pemerintah Daerah) 
setempat serta memperhatikan asas self assessment. Yang 
dimaksud {assessment value) adalah nilai jual yang 
dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu 
suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. 
Contoh: 
1. Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp 
2.000.000,00. Persentase misalnya 20%, maka 
besarnya = 20% x Rp 2.000.000,00  
= Rp 400.000,00. 
2. Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp 
2.000.000.000,00. Persentase misalnya 40%, maka 
besarnya 40% x Rp 2.000.000.000,00  
= Rp 800.000.000,00. 
Untuk perekonomian sekarang ini, terutama 
untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah 
pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan 
penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka 
telah ditetapkan besarnya persentase untuk 
menentukan besarnya NJKP, yaitu: 
1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP 
untuk: 
a. Objek Pajak perkebunan; 
b. Objek Pajak kehutanan; 
c. Objek Pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya 
perorangan dengan NJOP atas bumi dan 
bangunan sama atau lebih besar dari Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
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dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai 
sehingga akan memberikan dapat positif bagi para 
wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam 
pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan 
pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar 
pajak, contoh : 
a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif 
menjadi 2 macam tarif 
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi 
hanya satu tarif, yaitu 10% 
c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak 
pendapatan untuk perseorangan disederhanakan 
menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi 
badan maupun perseorangan (pribadi). 
Fungsi penerimaan adalah fungsi utama pajak. Pajak 
ditarik terutama untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa 
publik. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh 
pajak. Dua pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah 
Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN). Dengan demikian, dua jenis pajak ini lebih memiliki 
fungsi penerimaan (budgetair) ketimbang fungsi mengatur. 
bebebrapa contoh pajak sebagai fungsi pengatur (regulerend) 
sebagai berikut:7  
a. Pemberian perlakuan tertentu kepada para pelaku 
ekonomi 
b. Memberikan fasilitas perpajakan bagi investor yang 
menanamkan modalnya sesuai dengan ketentuan yang 
ada 
c. Pemberian tarif pajak yang tinggi terhadap barang-
barang impor yang sudah dapat diproduksi . 
                                                            
7"http://id.pajak kita.co.id/Kategori: Perpajakan UU no.36 tahun 
2009” 
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d. Pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
dengan tarif cukup untuk gaya hidup mewah. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pajak 
mempunyai peranan yang sangat penting bagi 
perkembangan  pajak dapat menghambat kegiatan usaha 
para pelaku ekonomi, juga jangan sampai menghalang-
halangi kegiatan usaha masyarakat. Disamping itu dengan 
melihat kenyataan dilapangan dalam pelaksanaan 
pemungutan pajak   tersebut dibedakan dengan istilah 
“Perlawanan Pasif” dan “Perlawanan Aktif” yaitu : 
a. Perlawanan Pasif adalah  pajak, tetapi hambatan ini 
muncul karena kondisi masyarakat itu sendiri yaitu 
kurang atau bahkan ketidaktahuan masyarakat 
mengenai pajak. 
b. Perlawanan Aktif adalah adanya usaha dari masyarakat 
(wajib pajak) untuk tidak kesadaran diri dari pajak atau 
pengelakan/penyelundupan pajak. 
Untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan-
hambatan yang ada yang dapat merugikan dalam 
kehidupan bernegara., Hal ini dapat dilakukan dengan 
mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan pendidikan baik 
lewat sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Disamping 
itu untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam 
pemungutan pajak yang dilakukan secara sengaja oleh 
masyarakat (wajib pajak) diperlukan adanya pengenaan 
sanksi-sanksi perpajakan yang diatur dalam undang-undang 
terhadap pelakunya.  
Hal yang sangat penting yang juga perlu 
diperhatikan oleh pemerintah demi suksesnya 
penanggulangan hambatan-hambatan pajak yang ada yaitu 
dengan adanya kebijakan pemerintah dalam proses 
pemungutan pajak dengan sistem yang baik, sederhana dan 
mudah dilaksanakan serta didukung dengan aparat pajak 
yang bersih. 
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7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal 
diterimanya keterangan sebagaimana dalam no. 4 
Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, 
maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. 
Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan 
keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan 
sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak 
mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai 
wajib pajak. 
 
F. TARIF PAJAK 
Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 
sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen). 
a. Dasar Pengenaan Pajak 
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP). : 
1. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan 
setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri 
Keuangan dengan mempertimbang-kan   pendapat 
Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) 
setempat. 
2. Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan 
serendah-rendahnya 20% dan setinggi-  tingginya 
100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 
3. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah dengan memperhatikan kondisi  
ekonomi nasional. 
Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun demikian 
untuk daerah tertentu yang karena perkembangan 
pembangunan meng-akibatkan kenaikan NJOP cukup 
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Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen 
Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila 
suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya. 
Untuk lebih jelas diberikan contoh berikut ini: 
a. Subjek Pajak X memanfaatkan atau menggunakan 
bumi dan atau bangunan milik Y bukan karena 
sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau 
bukan karena perjanjian, maka X yang 
memanfaatkan/menggunakan bumi dan atau 
bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak. 
b. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa 
pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan 
yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak 
tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. 
c. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar 
wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat 
objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau 
badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa 
dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan 
sebagai wajib pajak oleh Dirjen Pajak bukan 
merupakan bukti pemilikan hak. 
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 
dalam no. 3 dapat memberikan keterang-an secara 
tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan 
wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. 
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam 
no. 4 disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak 
membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagai-
mana dalam no. 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak 
diterimanya surat keterangan dimaksud. 
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka 
Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan 
penolakan dengan disertai alasan-alasannya. 
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Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, 
pajak juga memiliki fungsi mengatur. Dalam fungsi ini, 
pajak mengarahkan perilaku sekelompok warga negara agar 
bertindak sesuai yang diinginkan. Contoh, agar masyarakat 
Indonesia mendapatkan minyak goreng yang murah, maka 
terhadap ekspor CPO akan dikenakan pajak ekspor yang 
tinggi. Contoh lain, agar masyarakat tidak mengkonsumsi 
minuman beralkohol, maka terhadap jenis barang seperti ini 
dikenakan PPnBM yang tinggi. Jenis pajak yang biasanya 
digunakan sebagai instrumen mengatur ini adalah Pajak 
Ekspor, Bea Masuk dan PPnBM. Kalau ditelusuri lebih 
jauh, ada satu lagi fungsi pajak yang harus kita catat. Fungsi 
tersebut adalah fungsi distribusi kekayaan di mana 
kelompok yang lebih mampu akan membayar pajak lebih 
banyak sementara kelompok yang kurang mampu akan 
mendapatkan manfaat lebih banyak dibandingkan dengan 
pajak yang dia bayar. Bahkan untuk kelompok tertentu, 
seperti penerima BLT, penerima subsidi BBM, dan 
penerima subsidi pupuk, mungkin dia tidak membayar pajak 
tapi dia mendapatkan manfaat langsung dari pajak. Dan 
memang karena alasan itulah adanya pajak, Saya lebih 
senang menyebut fungsi ini sebagai fungsi sosial pajak. 
 
G. ASAS PEMUNGUTAN 
1.  Asas Pemungutan Pajak Menurut Pendapat Para Ahli 
Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan 
pajak, beberapa ahli yang mengemuka-kan tentang asas 
pemungutan pajak antara lain; Adam Smith, pencetus 
teori The Four Maxims:8  
a. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of 
Nations dengan ajaran yang terkenal    "The Four 
                                                            
8  "http://id.wikipedia.org/wiki/syarat pemungutan pajak" Kategori: 
Perpajakan. 
PENGANTAR PERPAJAKAN 
  14 
Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai 
berikut: 
(1) Asas Equality (asas keseimbangan dengan 
kemampuan atau asas keadilan): pemungutan 
pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai 
dengan kemampuan dan penghasilan wajib 
pajak. Negara tidak boleh bertindak 
diskriminatif terhadap wajib pajak. 
(2) Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua 
pungutan pajak harus berdasarkan UU, 
sehingga bagi yang melanggar akan dapat 
dikenai sanksi hukum. 
(3) Asas Convinience of Payment (asas pemungutan 
pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): 
pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi 
wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya 
disaat wajib pajak baru menerima 
penghasilannya atau disaat wajib pajak 
menerima hadiah. 
(4) Asas Effeciency (asas efesien atau asas 
ekonomis): biaya pemungutan pajak 
diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai 
terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar 
dari hasil pemungutan pajak. 
b. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak 
adalah sebagai berikut. 
 Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang 
dipungut harus berdasarkan besar kecilnya 
penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi 
penghasilan maka semakin tinggi pajak yang 
dibebankan. 
 Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh 
negara harus digunakan untuk kegiatan-
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Dengan data tersebut di atas, maka NJOP untuk 
perhitungan PBB-nya sebagai berikut: 
Langkah Pertama adalah mencari NJOP dari dua 
desa tersebut yang mempunyai nilai paling besar, 
yaitu desa A. Maka NJOP untuk perhitungan PBB 
adalah: 
NJOP Bumi  Rp. 13.000.000,00 
NJOP Bangunan Rp. 9.000.000,00 
NJOP dasar pengenaan PBB Rp  22.000.000,00 
NJOPTKP Rp. 10.000.000,00 
NJOP untuk penghitungan PBB Rp. 12.000.000,00 
Kemudian untuk desa B:                                             
NJOP untuk penghitungan PBB: 
NJOP Bumi Rp. 8.000.000,00 
NJOP Bangunan Rp. 10.000.000,00 
NJOP dasar pengenaan PBB Rp. 18.000.000,00 
NJOPTKP  0.00 
NJOP untuk penghitungan PBB Rp. 18.000.000,00 
 
E. SUBJEK PAJAK 
1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan 
yang secara nyata mem puiiyai suatu hak atas bumi, dan 
atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau 
memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat 
atas bangunan. Dengan demikian tanda 
pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti 
pemilikan hak. 
2. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 yang 
dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib 
pajak. 
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui 
wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat 
menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam 
No. l sebagai wajib pajak. 
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5. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing 
Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tingginya Rp 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap 
Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai 
beberapa Objek Pajak, yang diberikan NJOPTKP 
hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, 
sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara 
penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. 
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan 
besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan 
pendapat Gubernur/Bupati/ Walikota (Pemerintah 
Daerah) setempat. Untuk lebih jelasnya diberikan 
contoh berikut ini: 
a. Seorang Wajib Pajak mempunyai Objek Pajak 
berupa bumi dengan nilai Rp 4.000.000,00 dan 
besarnya NJOPTKP untuk Objek Pajak wilayah 
tersebut adalah Rp 6.000.000,00. Karena NJOP 
berada di bawah batas NJOPTKP (Rp 
6.000.000,00), maka Objek Pajak tersebut tidak 
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Seorang 
Wajib Pajak mempunyai Objek Pajak berupa bumi 
dan bangunan di Desa A dan Desa B dengan nilai 
sebagai berikut: 
Desa A: 
NJOP Bumi Rp. 13.000.000,00 
NJOP Bangunan Rp.   9.000.000,00 
Desa B: 
NJOP Bumi Rp.   8.000.000,00 
NJOP Bangunan Rp. 10.000.000,00 
Dan NJOPTKP untuk objek pajak wilayah 
tersebut adalah Rp. 10.000.000,00. 
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kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan 
umum. 
 Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh 
negara digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 
 Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama 
antara wajib pajak yang satu dengan yang lain 
harus dikenakan pajak dalam jumlah yang 
sama (diperlakukan sama). 
 Asas beban yang sekecil-kecilnya: 
pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya   
(serendah-rendahnya) jika dibandinglan 
sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak  
memberatkan para wajib pajak. 
c. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak 
adalah sebagai berikut. 
a. Asas politik finansial : pajak yang dipungut 
negara jumlahnya memadai sehingga dapat 
membiayai atau mendorong semua kegiatan 
negara 
b. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus 
tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk 
barang-barang mewah 
c. Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku 
secara umum tanpa diskriminasi, untuk 
kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 
d. Asas administrasi: menyangkut masalah 
kepastian perpajakan (kapan, dimana harus 
membayar pajak), keluwesan penagihan 
(bagaimana cara membayarnya) dan besarnya 
biaya pajak. 
e. Asas yuridis segala pungutan pajak harus 
berdasarkan Undang-Undang. 
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H. ASAS PENGENAAN PAJAK 
Agar negara dapat mengenakan pajak kepada 
warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang 
bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan 
negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan 
yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara 
tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara 
ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat 
menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan 
asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh 
negara untuk mengenakan pajak. 
Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh 
negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk 
pengenaan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak 
penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh 
negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah 9 : 
1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan 
(domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negara 
akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang 
diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, 
apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi 
tersebut merupakan penduduk (resident) atau 
berdomisili di negara itu atau apabila badan yang 
bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam 
kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan 
yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya 
bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem 
pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan 
menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan 
konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang 
                                                            
9Dididk pomadi, Perpajakan , sesuai UU no.28/ 2007 dan UU 
no.36/ 2008, hal. 8 tahun  2009, Jakarta 
PENGANTAR PERPAJAKAN 
  249
e.  Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi 
internasional yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan. 
Catatan: 
Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak 
itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, 
dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari 
keuntungan. Hal ini dapat di-ketahui antara lain dari 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari 
yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, 
sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah 
hutan wisata milik Negara sesuai pasal 2 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kehutanan. 
4. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk 
penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan 
pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. Yang dimaksud dengan objek pajak adalah 
objek pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 
menyelenggarakan pemerintahan.  
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara 
yang sebagian besar penerimaannya merupakan 
pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan 
untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab 
itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai 
penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan. Mengenai bumi dan atau 
bangunan milik perseorangan dan atau bukan yang  
digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya 
tergantung pada perjanjian yang diadakan. 
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a. Letak. 
b. Peruntukan. 
c. Pemanfaatan. 
d. Kondisi lingkungan dan Iain-lain. 
Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan 
faktor-faktor sebagai berikut: 
a. Bahan yang digunakan. 
b. Rekayasa. 
c. Letak. 
d. Kondisi lingkungan dan Iain-lain.  
3. Pengecualian Objek Pajak 
Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan adalah objek pajak yang: 
a.  Digunakan semata-mata untuk melayani 
kepentingan umum dan tidak untuk mencari 
keuntungan, antara lain: 
1) Di bidang ibadah, contoh: Masjid, Gereja, 
Vihara. 
2) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit. 
3) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, 
pesantren. 
4) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan. 
5) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: 
museum, candi. 
b.  Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala,  
atau yang sejenis dengan itu. 
c.  Merupakan hutan Iindung, hutan suaka alam, hutan 
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang 
dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum 
dibebani suatu hak 
d.  Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 
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diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang 
diperoleh di luar negeri (world-wide income concept). 
2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan 
mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima 
atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila 
penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh 
atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang 
bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di 
negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan 
mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan 
yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang 
menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak 
yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: 
Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari 
penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan 
pajak oleh pemerintah Indonesia. 
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut 
juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship 
principle). Dalam asas ini, yang menjadi landasan 
pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari 
orang atau badan yang memperoleh penghasilan. 
Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari 
mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. 
Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan 
pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan 
dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan 
konsep pengenaan pajak atas world wide income. 
Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas 
domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau 
kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di 
pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut 
pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan 
negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang 
akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan 
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berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas 
domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas 
nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi 
objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada 
asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status 
objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak 
bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau 
badan yang memperoleh  penghasilan tidak begitu penting. 
Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan 
dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja 
(world-wide income), sedangkan pada asas sumber, 
penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada 
penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-
sumber yang ada di negara yang bersangkutan. 
Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah 
satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa 
gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas 
nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan 
ketiganya sekaligus. Didalam kehidupan masyarakat 
disamping dikenal pemungutan dengan istilah pajak, 
pemerintah juga melakukan pungutan-pungutan lain 
seperti:10 
1. Retribusi, merupakan pungutan daerah yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atas pembayaran jasa atau 
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
lebih mengarah pada pendapatan jasa, misalnya 
retribusi parkir.  
2. Sumbangan,Merupakan pungutan yang dalam 
pelaksanaannya tidak berdasarkan undang- undang 
dan tidak terdapat unsur paksaan akan tetapi lebih 
mengarah pada sukarela. 
                                                            
10Herry Purwono , dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak, 
2010, hal. 7 Airlangga, Jakarta 
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- Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode 
penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan 
pada basil produksi objek pajak tersebut. 
Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi: 
1. Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan 
2. Objek Pajak Sektor Perkebunan 
3. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan 
Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin 
Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak 
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri 
4. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan 
Hutan Tanaman Industri 
5. Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas 
bumi 
6. Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi 
7. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain 
Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C 
8. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian 
C 
9. Objek Pajak sektor pertambangan yang dikelola 
berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama 
10. Objek Pajak usaha bidang perikanan laut 
11. Objek Pajak usaha bidang perikanan darat 
12. Objek Pajak yang bersifat khusus 
 
D.  OBJEK PAJAK 
1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau 
bangunan. 
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan 
adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut 
nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta 
untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. 
Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah 
diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 
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h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa 
minyak. 
i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
data objek menurut ketentuan Undang-undang Pajak Bumi 
dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
(SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak 
terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak 
menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) 
berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) 
wajib pajak. 
 
C. NILAI JUAL OBJEK PAJAK 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi 
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, 
Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan 
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Yang dimaksud 
dengan: 
- Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, 
adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual 
suatu objek pajak dengan cara membandingkannya 
dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya 
berdekatan dan fuagsinya sama dan telah diketahui harga 
jualnya. 
- Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode 
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh objek tersebut pada saat penilaian 
dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan 
berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 
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Beberapa ketentuan-ketentuan perpajakan dalam suatau 
negara seperti : 
a. Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana 
terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai 
subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa 
Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber 
sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga 
menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu 
khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai 
pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi. 
b. Jepang, misalnya untuk individu yang merupakan 
penduduk (resident individual) menggunakan asas 
domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang 
penduduk Jepang berkewajiban membayar pajak 
penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang 
diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di 
luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan 
penduduk (non-resident) Jepang, dan badan-badan 
usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak 
penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari 
sumber-sumber di Jepang. 
c. Australia, untuk semua badan usaha milik negara 
maupun swasta yang berkedudukan di Australia, 
dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang 
diperoleh dari seluruh sumber penghasilan. Sementara 
itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan 
pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di 
Australia. 
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I. TEORI PEMUNGUTAN 
Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam 
bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori 
yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu: 
1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai 
tugas untuk melindungi warganya dari segala 
kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun 
keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan 
tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam 
perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran 
premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai 
pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak 
ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan 
perusahaan asuransi. 
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar 
pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari 
masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan 
dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi 
tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi 
pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak 
ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat 
kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi 
daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, 
kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin 
justru dibebaskan dari beban pajak. 
 
J. TARIF PAJAK 
Pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan 
dapat menciptakan keseimbangan yang sangat penting 
untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif 
harus mendasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan 
pajak yang terutang digunakan tarif . Tarif pajak adalah tarif 
untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang 
harus di bayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam 
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11 
PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN 
 
 
A.  ASAS PBB 
Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu 
ketentuan yang: 1) memberikan kemudahan dan 
kesederhanaan, 2) adanya kepastian hukum, 3) Mudah 
dimengerti dan adil, dan 4) Menghindari pajak berganda. 
 
B.  PENGERTIAN-PENGERTIAN 
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang 
ada di bawahnya. Permukaan bumi  meliputi  tanah dan 
perairan pedalaman  (termasuk rawa-rawa,  tambak, 
perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan 
adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 
secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam 
pengertian bangunan adalah: 
a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks 
bangunan. 
b. Jalan tol. 
c. Kolam renang. 
d. Pagar mewah. 
e. Tempat olah raga. 
f. Galangan kapal, dermaga. 
g. Taman mewah. 
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bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan 
kertas tidak ber-meterai. 
b.  Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh 
digunakan lagi. 
c.  Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak 
dipenuhi, maka dokumen yang bersangkutan 
dianggap tidak bermeterai. 
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persentase. Dalam Pajak Penghasilan tarifnya dapat 
dibedakan menjadi beberapa tarif sebagai berikut 11:  
1. Tarif Marginal 
Persentase tarif ini berlaku untuk suatu 
kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, tarif  
Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor  36 
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib 
Pajak Orang Pribadi (perhatikan contoh tarif progresif) 
bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan 
Penghasilan Kena Pajak yang melebihi sampai dengan 
Rp. 50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula untuk 
setiap tambahan Penghasilan kena pajak di atas Rp 
50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 
dengan tarif marginal 15 %  dan seterusnya.  
2. Tarif Efektif 
Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau 
harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. 
Sebagai contoh, apabila Penghasilan Kena Pajak Wajib 
Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000.000,00, maka 
Pajak Penghasilan terutang dihitung sebagai berikut.  
5% x Rp 50.000.000,00  = Rp   2.500.000,00 
15 % x Rp 50.000.000,00 = Rp   7.500.000,00 
Total   Rp 10.000.000,00  
Struktur tarif yang berhubungan dengan pola 
persentase tarif pajak dikenal 4 (empat, macam tarif, adalah 
sebagai berikut. 
1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding 
Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa 
persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang 
menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan 
Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang 
Kena Pajak. 
                                                            
11Waluyo, Perpajakan Indonesia , hal. 17, Edisi 10 penerbit 
Salemba empat 2011, Jakarta 
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2. Tarif Pajak Progresif 
Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang 
persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang 
menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai 
contoh, tarif Pajak Penghasilan tahun pajak 2009 yang 
berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 
yaitu 12: 
a. Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 5%; 
b. di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan 
Rp 250.000.000,00 tarifnya 15%; 
c. di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan  
Rp 500.000.000,00 tarifnya 25%; 
d. di atas Rp 500.000.000,00 tarifnya 30%. 
Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi 
menjadi beberapa tarif, sebagai berikut. 
a. Tarif Progresif Progresif. Dalam hal ini kenaikan 
persentase pajaknya semakin besar. 
b. Tarif Progresif Tetap. Kenaikan persentase pajaknya 
tetap. 
c. Tarif Progresif. Kenaikan persentase pajaknya 
semakin kecil. 
3. Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang 
semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar 
pengenaan pajak menjadi semakin besar. 
4. Tarif Pajak Tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap 
(sama besarnya, terhadap berapa pun jumlah yang 
menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu. 
besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Sebagai 
contoh: tarif bea meterai. 
 
 
 
                                                            
12 ..... Lihat  ibid,  hal. 15 
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5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan 
lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas 
Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan Bank. 
6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan 
intern organisasi. 
7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran 
uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, 
dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang 
tersebut. 
8. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian. 
9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, 
dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
 
G. CARA PENGGUNAAN BENDA METERAI 
1. Meterai Tempel. 
a.  Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh 
dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan 
Bea Meterai. 
b.  Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tanda 
tangan akan dibubuhkan. 
c.  Pembubuhan tanda tangan disertai dengan tanggal, 
bulan, dan tahun di-lakukan dengan menggunakan 
tinta atau yang sejenisnya. Sebagian tanda tangan 
berada di atas meterai dan sebagian lagi di atas 
kertas dokumen. 
d.  Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, 
tanda tangan hams dibubuhkan sebagian di atas 
semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas 
dokumen. 
2. Kertas Meterai. 
a.  Dokumen ditulis di atas Kertas Meterai. Jika isi 
dokumen terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya 
di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk 
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3. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari 
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
4. Cek dan bilyet giro dengan harga nominal berapapun. 
Apabila suatu dokumen (kecuali cek dan bilyet giro) 
mempunyai nominal tidak lebih dari Rp 250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah), maka atas dokumen tersebut 
tidak terutang Bea Meterai. 
 
F. YANG TIDAK DIKENAKAN BEA METERAI 
1. Dokumen yang berupa, antara lain : 
a. Surat penyimpanan barang. 
b. Konosemen. 
c. Surat angkutan penumpang dan barang. 
d. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas 
dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, 
dan c. 
e. Bukti pengiriman dan penerimaan barang. 
f. Surat pengiriman barang untuk dijual atas 
tanggungan pengirim. 
g. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan 
surat-surat tersebut di atas. 
2. Segala bentuk Ijasah. Yang termasuk dalam pengertian 
ini adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), tanda 
lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu 
pendidikan, latihan, kursus, dan penataran. 
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang 
tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya 
dengan hubungan kerja serta surat-surat yang 
diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. 
4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari Kas Negara, 
Kas Pemerintah Daerah, dan Bank. 
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K. HAPUSNYA UTANG PAJAK  
Apabila melihat timbulnya pajak bahwa utang pajak 
timbul karena surat ketetapan pajak (ajaran formal), ajaran 
ini diterapkan oleh official assessment system. Perbedaan dengan 
ajaran materril bahwa utang pajak timbul karena undang-
undang. Ajaran ini diterapkan pada sistem self assessment. 
Adapun hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal 
sebagai berikut:  
1. Pembayaran  
Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan 
dihapus karena pembayaran  pajak yang dilakukan ke 
kas negara.  
2. Kompensasi  
Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang 
pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak 
diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi 
apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa 
kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan 
pembayaran pajak yang diterima wajib pajak 
sebelumnya harus di kompensasi ini dikenal dengan 
kompensasi dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. 
Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi 
pembayaran (perhatikan Pasal 11 Undang-undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). 
3. Daluwarsa  
Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak 
untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah 
lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian 
tubuh pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal 
ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang 
pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa 
penagihan pajak tertangguhkan, antara lain dapat terjadi 
apabila diterbitkan Surat Tagihan dan Surat paksa.  
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4. Pembebasan  
Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, 
tetapi karena ditiadakan pembebasan umumnya tidak 
diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap 
sanksi administrasi.  
5. Penghapusan 
Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan 
pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib 
pajak, misalnya: kepada keuangan wajib pajak.  
Dalam pelaksanaannya memang piutang pajak bagi 
otoritas pajak atau utang pajak bila ditinjau dari wajib pajak 
dapat dihapuskan yang tata caranya diatur dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri keuangan yang wewenang 
tersebut diberikan oleh Pasal 24 Undang-Undang KUP. 
Besarnya piutang pajak pihak otoritas pajak yang tidak dapat 
ditagih lagi, antara lain wajib pajak telah meninggal dunia 
dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, wajib 
pajak badan yang telah selesai subjek pajak dan hak untuk 
melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Melalui 
penghapusan piutang pajak ini dapat diperkirakan secara 
efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih 
ataupun dicairkan. Pengaturan penghapusan piutang pajak 
untuk daerah tertentu pun pernah terjadi sebagai akibat 
peristiwa tertentu sebagai contoh peristiwa di daerah 
Maluku dan lain sebagainya, tetapi juga dapat pengaturan 
secara umum.  
 
L. HUKUM PAJAK MATERIIL DAN FORMIL 
Dalam hukum pajak diperlukan ketentuan-
ketentuan yang mengatur pelaksanaannya, dimana 
dibedakan antara13  : 
 
                                                            
   13Mardiasmo,  Perpajakan Edisi Revisi 2009, hal .6 penerbit Andi 
2009, Yogyakarta    
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 Yang berisi pengakuan bahwa utang uang 
sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau 
diperhitungkan. 
 e. Surat-surat Berharga seperti: wesel, promes, dan 
aksep yang  harga nominalnya lebih dari Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
 f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun 
sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
2. Dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat 
pembuktian di muka pengadilan: 
a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan. 
b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea 
Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan 
untuk tujuan lain atau digunakan untuk orang lain, 
lain dari maksud semula. 
 
E. TARIF BEA METERAI RP 3.000,00 
DIKENAKAN ATAS DOKUMEN 
1. Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai 
harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah): 
- Yang menyebutkan penerimaan uang. 
- Yang   menyatakan  pembukuan   uang   atau  
penyimpanan  uang   dalam rekening di bank. 
- Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. 
- Yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian 
atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. 
2. Surat-surat Berharga seperti: wesel, promes dan aksep 
yang harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
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keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-
pihak yang berkepentingan. 
3. Benda Meterai adalah meterai terapel dan kertas 
meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia. 
4. Tanda Tangan adalah tanda tangan sebagaimana 
lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan 
atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama 
atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. 
5. Pemeteraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan 
Bea Meterai yang di-lakukan oleh Pejabat Pos atas 
permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya 
belum dilunasi sebagaimana mestinya. 
6. Pejabat Pos adalah Pejabat PT Pos dan Giro yang 
diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian 
kemudian. 
 
D. TARIF BEA METERAI RP 6.000,00 
DIKENAKAN ATAS DOKUMEN 
1. a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (antara 
lain: surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan) 
yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat 
pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau 
keadaan yang bersifat perdata. 
 b. Akta-akta Notaris termasuk salinannya. 
 c. Akta-akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya. 
 d. Surat yang memuat jumlah yang mempunyai harga 
nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah): 
 Yang menyebutkan penerimaan uang. 
 Yang menyatakan pembukuan uang atau 
penyimpanan uang dalam rekening di bank. 
 Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di 
bank. 
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1. Hukum Pajak Materiil 
Merupakan hukum yang memuat norma-norma yang 
menerangkan tentang : 
(a) Obyek pajak yaitu berkenaan dengan keadaan, 
perbuatan dan peristiwa hukum yang harus 
dikenakan pajak antara pemerintah (fiscus) dengan 
wajib pajak. 
(b) Istilah-istilah yang ada dalam pajak sesuai dengan 
Undang-Undang pajak penghasilan tahun 2008. 
2. Hukum Pajak Formil, Merupakan tata cara atau 
system yang diterapkan untuk melaksana-kan 
hukum pajak materiil.   
3. kewajiban wajib pajak., Hak-hak fiscus sebagai 
pemungut pajak dalam kegiatan pengawas-an 
kepada wajib pajak. 
 
M. PEMBAGIAN DAN PENGELOMPOKAN 
PAJAK 
Pembagian jenis-jenis pajak dapat didasarkan atas 
sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu pada setiap jenis pajak, 
sehingga pajak dapat dikelompokan menjadi : 
a. Berdasarkan golongannya dibedakan antara Pajak 
Langsung dan Pajak Tidak Langsung. 
1.  Pajak Langsung 
Pajak Langsung merupakan pajak yang harus 
dipikul sendiri oleh wajib pajak yang ber-sangkutan 
dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. 
Secara administratif pajak langsung ini dikenakan 
berulang-ulang secara periodik berdasarkan 
Tahun pajak atau Masa pajak. Misalnya: Pajak 
Penghasilan (PPH) yang harus menjadi beban 
orang pribadi atau  badan 
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2.  Pajak Tidak Langsung 
Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang 
pada akhirnya dapat dilimpahkan    
(digeserkan),  yang menjadi tujuan adalah pihak 
ketiga (konsumen) sedangkan pihak kedua   
dalam hal ini pengusaha (produsen) bertindak 
sebagai pemungut pajak untuk kepentingan  
pihak pertama (fiscus). Misalnya : Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). 
b. Berdasarkan lembaga pemungutnya dibedakan antara 
Pajak Daerah dan Pajak Pusat.\ 
1. Pajak Daerah.  Dasar hukum Pajak Daerah 
adalah Peraturan Daerah yang bersangkutan 
(bersifat regional) yang belum dipungut oleh pusat. 
Misalnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 
reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran 
(Pajak Pembangunan I) dan lain-lain. 
2. Pajak Pusat. Pajak Pusat merupakan pajak yang 
dipungut oleh pemerintah pusat yang dikelola oleh 
KPP (Kantor Pelayanan Pajak) serta hasil 
pemungutannya digunakan untuk membiayai 
rumah tangga negara . Dasar hukum Pajak 
Pusat adalah Undang-undang dan Peraturan 
Pemerintah yang bersifat nasional. Misalnya : 
- Pajak Penghasilan  
- BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan)  
- Bea Meterai 
c. Berdasarkan sifatnya dibedakan antara Pajak Subyektif 
(bersifat perorangan) dan Pajak Obyektif (bersifat 
kebendaan) 
1. Pajak Subyektif. Pajak Subyektif merupakan 
pajak yang pemungutannya dipengaruhi oleh 
yang bersangkutan kawin atau tidak kawin dan 
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10 
BEA CUKAI 
 
 
 
 
A.  DASAR HUKUM 
Dasar hukum pengenaan Bea Meterai adalah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga 
Undang-Undang Bea Meterai. Undang-undang ini berlaku 
sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu untuk mengatur 
pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas 
Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. 
 
B. PRINSIP UMUM PEMUNGUTAN ATAU 
PENGENAAN BEA METERAI 
1. Bea Meterai dikenakan atas dokumen (merupakan 
pajak alas dokumen). 
2. Satu dokumen hanya terutang satu Bea Meterai. 
3. Rangkap/tindasan (yang ikut ditandatangani) terutang 
Bea Meterai sama dengan asiinya. 
 
C. PENGERTIAN 
1. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. 
2. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang 
mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, 
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2. Dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah akhir Masa 
Pajak. 
3. Menggunakan formulir SPT Masa. 
4. Keterangan dan dokumen yang dicantumkan dan/atau 
dilampirkan pada SPT Masa ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. 
5. SPT dianggap tidak dimasukkan jika tidak atau tidak 
sepenuhnya melaksanakan ketentuan UU PPN. 1984 
6. Perhatikan juga Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 
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banyaknya jumlah tanggungan.  
Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh) 
Kewajiban pajak subyektif bagi wajib 
pajak dalam negeri dimulai saat dilahirkan di 
Indonesia atau saat datang di Indonesia untuk 
menetap di  indonesia sampai meninggal dunia 
atau meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya. Bagi wajib pajak badan dimulai saat 
didirikan di Indonesia dan berakhir pada saat tidak 
memperoleh penghasilan di Indonesia. 
2. Pajak Obyektif. Pajak Obyektif Pajak Obyektif 
merupakan pajak yang pemungutan-nya berdasar 
obyeknya menyebabkan munculnya kewajiban 
pajak. Dalam pengertian menentukan obyeknya 
terlebih dahulu, baru mencari subyeknya. 
Misalnya : 
- PPN/PPn.BM (Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan Barang Mewah) 
- Bea Meterai 
Timbulnya Hutang Pajak dan Berakhirnya 
Hutang Pajak. Dalam hukum pajak timbulnya 
hutang pajak bukan karena suatu perjanjian, adanya 
keadaan, perbuatan dan peristiwa yang 
menyebabkan wajib pajak dikenakan pajak. Sehingg 
Hutang pajak pada waktunya akan berakhir yang 
disebabkan karena : a). Adanya pembayaran  dan   b). 
Lewat waktu atau kedaluwarsa. 
 
N. TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK 
a. Stelsel Pajak 
Berdasarkan stelsel pemungutan pajak 
dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : 
1. Stelsel Nyata ( niil stelsel ) 
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Pajak dikenakan berdasarkan obyek atau 
penghasilan yang sesungguhnya diterima.     
Sebagai, contoh diterapkan dalam pasal 29 UU 
PPh tahun 2008. 
2. Stelsel Anggapan (fictive stelsel)  
Pajak dikenakan berdasarkan suatu anggapan 
(fictive) seperti yang tertuangdalam undang-
undang. Dimana ada anggapan bahwa 
penghasilan suatu terhutang untuk tahun pajak 
berjalan. Sebagai contoh diterapkan dalampasal 
25 UU PPh tahun 2008. 
3. Stelsel Campuran  
Merupakan penggabungan antara stelsel nyata 
(riil stelsel) dengan stelsel (kurang bayar), sebaliknya 
apabila menurut kenyataan lebih kecil dari pada 
anggapan maka kelebihannya dapat diminta 
kembali (lebih bayar). 
b. Asas Pemungutan Pajak 
Berdasarkan asas pemungutan pajak dapat 
dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:14  
1. Asas Domisili 
Dimana wajib pajak bertempat tinggal atau 
berkedudukan disuatu negara mana peng-
hasilandiperoleh di Indonesia ataupun diluar 
Indonesia. 
2. Asas Sumber 
Pajak dikenakan berdasarkan sumber penghasilan 
berada, sehingga orang asing bayar pajak 
penghasilan di Indonesia baik wajib pajak itu 
bertempat kedudukan di Indonesia maupun diluar 
Indonesia. 
3.  Asas Kebangsaan 
                                                            
14....lihat, Ibit hal. 7 
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atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai, 
8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya 
ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. 
9. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak 
dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang ditemukan pada 
waktu dilakukan pemeriksaan. 
10. Berkenaan dengan: 
- Penyerahan kendaraan bermotor bekas. 
- Penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro 
perjalanan atau biro pariwisata. 
- Jasa pengiriman paket. 
- Jasa anjak piutang. 
- Kegiatan membangun sendiri. 
Catatan: 
Pajak Masukan berkenaan dengan kegiatan pada nomor 
10 tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai Lain telah 
diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan 
atau JKP dalam rangka usaha tersebut. 
 
O. SURAT PEMBERITAHUAN MASA (SPT 
MASA) PPN 
Surat Pemberitahuan Masa merupakan laporan 
bulanan yang dapat disampaikan oleh pengusaha Kena 
Pajak, mengenai perhitungan: 
1. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP 
atau realisasi penerimaan JKP. 
2. Pajak keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran 
BKP/JKP. 
3. Penyetoran pajak atau kompensasi. 
Bagi Pengusaha Kena Pajak penyampaian SPT: 
1. PKP wajib melaporkan perhitungan pajak tersebut 
kepada Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan 
Pajak). 
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2. Untuk impor, ditempat BKP dimasukkan ke dalam 
Daerah Pabean. 
3. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP 
dari luar Daerah Pabean. di tempat orang pribadi atau 
badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak. 
4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang 
dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau 
pekerjaannya atau oleh bukan PKP, di tempat 
bangunan tersebut didirikan. 
5. Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak. 
Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak 
Masukan pada dasarnya dapat dikredit-kan terhadap Pajak 
Keluaran. Akan tetapi tidak semua Pajak Masukan dapat 
dikreditkan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan 
adalah Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk: 
1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha 
dikukuhkan sebagai PKP. 
2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai 
hubungan langsung dengan kegiatan usaha. 
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor 
sedan, jeep, station wagon, van dan kombi, kecuali 
merupakan barang dagangan atau disewakan. 
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan 
JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha 
dikukuhkan sebagai PKP. 
5. Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutan 
pajaknya berupa Faktur Pajak Sederhana. 
6. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 13 ayat (5) UU PPN, yang biasanya disebut 
Faktur Pajak cacat. 
7. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang 
Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang 
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Pajak dikenakan dengan menghubungkan 
kebangsaan suatu negara, berkebangsa-an 
negara X walaupun orang tersebut tidak 
bertempat tinggal di negara X. 
c. Sistem Pemungutan Pajak 
Berdasarkan sistem pemungutan pajak dapat 
dibedakan menjadi 4 (empat) sistem yang dapat 
digunakan yaitu :  
1.  Official Assessment System. 
Merupakan sistem pemungutan dimana besarnya  
pajak ditentukan oleh pihak pajak yang diterbitkan 
oleh pihak pemungut (fiscus).  
2.  Semi Self Assessment System 
Merupakan sistem pemungutan dimana besarnya 
pajak ditentukan oleh dua pihak yaitu wajib pajak 
dan fiscus. Dalam sistem ini wajib pajak pada 
awal dan akhir tahun pajak pihak fiscus 
menentukan besarnya pajak yang sesungguhnya 
terhutang (berdasar stelsel nyata). 
3.  Full Self Assessment System  
Merupakan sistem pemungutan dimana besarnya 
pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Dalam 
sistem ini wajib pajak dituntut aktif untuk 
menghitung, tindakan pengawasan oleh pihak 
fiscus.  
4.  With Holding System  
Merupakan sistem pemungutan dimana besarnya 
pajak ditentu-kan  oleh pihak oleh wajib pajak. 
Dalam sistem ini wajib pajak dan fiscus bersikap 
pasif.  
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pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yang 
terjadi lebih dahulu di antara saat: 
a. Ditandatanganinya akte pembubaran oleh Notaris; 
atau 
b. Berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar; atau 
c. Tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan 
perseroan dibubarkan; atau 
d. Diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-
nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau 
sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan 
atau berdasarkan data atau dokumen yang ada. 
8. Tentangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak 
dalam rangka perubahan bentuk usaha, penggabungan 
usaha, pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh aktiva 
perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang 
berhak atas Barang Kena Pajak tersebut, terjadi pada 
saat yang disepakati atau ditetapkan sesuai Hasil Rapat 
Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam 
perjanjian perubahan bentuk usaha, penggabungan 
usaha, pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh aktiva 
perusahaan tersebut. 
 
N. TEMPAT TERUTANG PAJAK 
1. Untuk Penyerahan BKP/JKP: 
a. Tempat tinggal. 
b. Tempat kedudukan. 
c. Tempat kegiatan usaha. 
Jika mempunyai lebih dari satu tempat usaha, atas 
permohonan Pengusaha Kena Pajak dapat ditetapkan 
salah satu tempat usaha sebagai tempat pajak terutang. 
Yang menentukan adalah: tempat administrasi 
penjualan. 
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tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha 
jasa angkutan. 
2. Tentangnya Pajak atas penyerahan BKP berwujud yang 
menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak 
bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk 
menggunakan atau menguasai BKP tersebut, baik 
secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli. 
3. Tentangnya Pajak atas penyerahan BKP tidak berwujud 
oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang 
terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah 
ini. 
a.  Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud 
dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena 
Pajak; 
b.  Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud ditagih 
oleh Pengusaha Kena Pajak; 
c.  Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud 
diterima pembayarannya, baik sebagian atau 
seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak; atau 
d.  Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian 
oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai 
dengan huruf c tidak diketahui, 
4. Terutangnya Pajak atas penyerahan JKP, terjadi pada 
saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk 
dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. 
5. Terutangnya Pajak atas impor BKP, terjadi pada saat 
BKP tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. 
6. Terutangnya Pajak atas ekspor BKP, terjadi pada saat 
BKP dikeluarkan dari Daerah Pabean. 
7. Tentangnya Pajak atas aktiva yang menurut tujuan 
semula tidak untuk diperjualbelikan dan atau 
persediaan BKP yang masih tersisa pada saat 
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2 
KETENTUAN UMUM 
DAN TATA CARA 
PERPAJAKAN 
 
 
 
 
A.  PENGERTIAN UMUM 
Beberapa istilah yang diatur pada pasal 1 undang-
undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 
Dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:1 
1. Wajib Pajak adalah orang pribadi  atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 
ditentukan pemotong pajak tertentu. 
2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan 
yang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. 
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan 
atau Jasa Kena Pajak (PJK) yang Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPN & PPn. BM) 
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor 
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana 
dalam administrasi perpajakan yang melaksanakan 
hak dan kewajiban perpajakannya.  
                                                            
1 Waluyo, Perpajakan  Indonesia edisi 10,  hal. 23, salemba  
Jakarta, 2011. 
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5. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) 
adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang 
memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak 
(PKP) 
6. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh 
wajib pajak digunakan menurut ketentuan peraturan  
perundang-undangan perpajakan. 
7. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh 
wajib pajak digunakan Negara atau ke   tempat 
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. 
8. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak  dan  atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda. 
9. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak  dan  atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda. 
 
B. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DAN 
NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA 
PAJAK  (NPPKP) 
1. Kewajiban Mendaftarkan Diri 
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Berdasarkan sistem Self Assessment semua 
Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kecuali wajib 
pajak orang pribadi yang berpenghasilan 
dibawah penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
di Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk 
dicatat terpisah ber-dasarkan perjanjian 
pemisahan harta, berdasarkan Keputusan Hakim 
atau dikehendaki secara tertulis. 
Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat 
dengan NPWP adalah nomor yang diberikan 
kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam 
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dipungut melalui Direklorat Jenderal Bea dan Cukai = 
10% x Rp 15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00 
 
M. Cara Menghitung PPn BM 
Cara menghitung PPn BM adalah sebagai berikut: 
 
 
Contoh: 
PKP "ABC" sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil 
produksinya dengan harga jual Rp 10.000.000,00. Barang 
tersebut merupakan BKP yang Tergolong Mewah 
dengan tarif PPn BM sebesar 40%. Penghitungan pajak 
yang hams dipungut adalah sebagai berikut 
PPN      = 10% x Rp 10.000.000,00 = Rp 1.000.000,00 
PPn BM = 40% x Rp 10.000.000,00 = Rp 4.000.000,00 
Saat Terutang Pajak. Pajak terutang pada saat: 
1. Penyerahan BKP atau JKP; 
2. Impor BKP; 
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah 
Pabean di dalam Daerah Pabean; 
4. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean; 
5. Ekspor BKP; 
6. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum 
penyerahan BKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak 
berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean. 
Secara lebih terinci, saat terutangnya pajak adalah 
sebagai berikut: 
1. Terutangnya Pajak atas penyerahan BKP berwujud 
yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang 
bergerak, terjadi pada saat BKP tersebut diserahkan 
secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga 
untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat BKP 
PPnBM = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak 
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- Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa 
pajak dengan meng-gunakan Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN 
Contoh: 
- Sepanjang bulan Maret 2006, PT ABC mempunyai 
transaksi sebagai berikut: 
- Membeli bahan baku seharga Rp 100.000.000,- 
(dipungut PPN sebesar Rp 10.000.000,-) 
- Membeli bahan penolong seharga Rp 40.000.000,- 
(dipungut PPN sebesar: Rp 4.000.000,-) 
- Menjual  produknya  seharga Rp  200.000.000,-  
(memungut  PPN  sebesar Rp 20.000.000,-) 
- Perhitungan PPN: 
Jumlah Pajak Keluaran Rp 20.000.000,- 
Jumlah Pajak Masukan    Rp 14.000.000,- 
PPN kurang bayar           Rp   6.000.000,- 
Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp 6.000.000,- ini 
harus disetorkan ke kas negara 
 
L. CARA MENGHITUNG PPN. 
Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut: 
 
 
Contoh: 
1. Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai BKP Kepada 
Pengusaha Kena Pajak "B" dengan Harga Jual Rp 
25.000.000,00. PPN yang tentang: 10% x Rp 
25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00. 
PPN sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut merupakan 
Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena 
Pajak "A". Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak "B", 
PPN tersebut merupakan Pajak Masukan. 
2. Seseorang mengimpor BKP dari luar Daerah Pabean 
dengan Nilai Impor Rp 15.000.000,00. PPN yang 
PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak 
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administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai 
tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya 2 
 Fungsi NPWP  
Sebagai tanda pengenal atau identitas wajib 
pajak dan sebagai sarana dalam  NPWP.  Sebagai 
sarana menjaga  ketertiban dan  pengawasan 
administrasi perpajakan. Jumlah angka NPWP 
terdiri dari 15 (lima belas) digit / angka dan 
dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yang 
mempunyai arti tersendiri sebagai berikut 3 : 
Misal : XX.XXX.XXX.X - XXX.XXX 
1. Identitas WP 
2. Angka didepan sebagai angka pengecekan 
registarsi (pusat atau KPP). 
3. Angka terakhir sebagai kode administrasi 
4. Kode tempat terdaftar 
5. Status WP  (pajak tunggal atau pusat) 
 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
(NPPKP) 
Setiap pengusaha yang telah memenuhi 
syarat dikenakan PPN berdasarkan UU 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya 
diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak (NPPKP) 
 Fungsi NPPKP : 
1. Identitas Pengusaha Kena Pajak 
2. Pengawasan dalam administrasi perpajakan 
3. Dicantumkan dalam pemenuhan kewajiban 
PPN & PPn. BM. Kewajiban perpajak-an, 
                                                            
2 Mardiasmo, Perpajakan  edisi revisi 2009,  hal.24, penerbit  andi, 
2009 . Jakarta 
3 Lihat. Ibit, hal.  26 
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sehingga nomor NPPKP adalah sama 
dengan nomor  NPWP. 
2. Syarat-syarat Mendaftarkan NPWP adalah: 4  
 Wajib Pajak Orang Pribadi 
Yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas : 
- Mengisi formulir pendaftaran 
- Melampirkan Surat Ijin Tempat Usaha atau 
Ijin Gangguan  
 Wajib Pajak Badan 
- Mengisi formulir pendaftaran 
- Melampirkan Surat Ijin Tempat Usaha atau 
Ijin Gangguan .  
 Pemungut/Pemotong 
- Mengisi formulir pendaftaran  
- melampirkan foto kopi surat penunjukan 
sebagai bendaharawan dan  tanda bukti diri   
bendaharawan 
3. Tempat Pendaftaran Wajib Pajak 
a. Wajib Pajak Orang Pribadi 
Kantor Pelayanan Pajak tempat tinggal dan tempat 
kegiatan usaha  
b. Wajib Pajak Pemungut/Pemotong 
    Kantor Pelayanan Pajak tempat kedudukan dan 
tempat kegiatan usaha 
DITJEN PAJAK dapat menetapkan tempat 
pendaftaran dan tempat pelaporan bagi wajib pajak 
dan pengusaha kena pajak tertentu sebagai berikut : 
a. KPP Perusahaan Negara dan Daerah 
(BUMN/BUMD) untuk Badan Usaha Milik 
Daerah yang berkedudukan diwilayah daerah 
                                                            
4 Dididk pomadi, Perpajakan , sesuai UU no.28/ 2007 dan UU 
no.36/ 2008, hal. 12  tahun  2009, Jakarta  
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K. MEKANISME PENGENAAN PPN 
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 
menganut metode kredit pajak (credit method) serta metode 
faktur pajak (invoice method). Dalam metode ini Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan 
Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh 
Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara 
bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur 
pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak 
dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme 
pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk 
melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang 
digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak). 
Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
- Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan 
dipungut PPN oleh PKP pen-jual. Bagi pembeli, PPN 
yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan 
pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak 
Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan 
berupa faktur pajak. 
- Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada 
pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN 
tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah 
memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur 
pajak. 
- Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang 
lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak 
Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, 
selisihnya harus disetorkan ke kas negara. 
- Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran 
lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya 
dapat direstitusi (diminta kembali) atau 
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.. 
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k. Kelompok barang-barang yang terbuat dari 
porselin, tanah, tanah lempung cina atau 
keramik;  
l. Kelompok barang-barang yang sebagian atau 
seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan 
dan batu tepi jalan. 
(5)  50% (lima puluh persen): 
a. Kelompok permadani yang terbuat dari bulu 
hewan halus; 
b. Kelompok pesawat udara, selain yang 
dimaksud dalam kelompok tarif 40% kecuali 
untuk keperluan negara atau angkutan udara 
niaga; 
c. Kelompok peralatan dan perlengkapan 
olahraga selain yang disebutkan dalam 
kelompok tarif 10% dan kelompok tarif 30%; 
d. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, 
kecuali untuk keperluan negara; 
(6)  75% (tujuh puluh lima persen): 
a. Kelompok minuman yang mengandung 
alkohol selain yang disebut dalam kelompok 
tarif 40%; 
b. Kelompok barang-barang yang sebagian atau 
seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau 
mutiara atau campuran dari padanya; 
c. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk 
keperluan negara atau angkutan umum. 
Untuk ekspor BKP yang Tergolong Mewah, 
dikenakan tarif 0% (nol persen). PPn BM yang telah 
dibayar atas perolehan BKPTM yang diekspor dapat 
diminta kembali (restitusi). 
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khusus Ibukota Jakarta dan seluruh Wajib Pajak 
Badan Usaha Milik Negara. 
b. KPP Badan dan Orang Asing (BADORA) 
untuk seluruh Wajib Pajak Badan  dan Orang 
Asing. 
c. KPP tempat Badan Usaha Milik Daerah 
berkedudukan untuk wajib pajak Badan Usaha 
Milik Daerah yang berkedudukan diluar daerah 
khusus Ibukota Jakarta. 
d. KPP tempat cabang atau kegiatan usaha dilakukan 
untuk wajib pajak Badan.Badan dan Orang 
asing, Perusahaan Go Public, terbatas pada 
Pajak Penghasilan Pemotongan dan   
Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah. 
4. Jangka Waktu Pendaftaran NPWP / NPPKP 
Jangka waktu pendaftaran NPWP/NPPKP 
dibatasi oleh DIRJEN PAJAK, karena pajak terutang. 
Pedoman pelaksanaan pendaftaran NPWP/NPPKP 
adalah : Bagi wajib pajak orang pribadi yang dalam 
suatu tahun telah  memiliki penghasilan di atas 
Penghasilan Tidak Kena Pajak selambat-lambatnya 
akhir Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagi wajib 
pajak badan yang didirikaan pada suatu tahun 
setelah diterbitkannya Akta Pendirian Badan Usaha 
dari Notaris (sebelum didaftarkanPkerugian.). 
5. Sanksi Tidak Mendaftarkan NPWP/NPPKP 
Sanksi tidak mendaftarkan NPWP/NPPKP 
apabila ada unsur sengaja sehingga dikena-kan Sanksi 
Tindak Pidana Perpajakan (Ps.39) berupa: Pidana 
penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda 
setinggi-tingginya 4 (empat) kali pajak yang 
tidak/kurang dibayar. 
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6. Penghapusan dan Pencabutan NPWP / NPPKP 
Penghapusan NPWP/NPPKP dilakukan dalam 
hal 5: 
a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak 
meninggalkan warisan Pajak. 
b. Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara 
resmi berdasarkan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku. 
c. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang 
karena sesuatu hal  kehilangan statusnya  sebagai  
BUT. 
Karena hal-hal tersebut diatas maka Wajib Pajak 
dapat mengajukan permohonan pencabutan 
NPWP/NPPKP dengan dilampiri fotocopy data 
pemeriksaan lapangan ke tempat usaha wajib pajak. 
7. Manfaat  NPWP 
a. Sarana dalam administrasi perpajakan. 
b. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. 
c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 
d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan 
pengawasan administrasi perpajakan. 
8. Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP 
a. Berdasarkan sistem self assessment setiap Wajib 
Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor 
Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan 
(KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, untuk 
diberikan NPWP. 
                                                            
5Lihat, Ibit. Hal. 26 
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b. Kelompok peralatan dan perlengkapan 
olahraga, selain yang disebut dalam kelompok 
tarif 10%; 1 (satu) gandar penggerak (4x2) 
atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak 
(4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 
3000 cc; 
(4)  40% (empat puluh persen): 
a. Kelompok minuman yang mengandung 
alkohol; 
b. Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau 
kulit tiruan. 
c. Kelompok permadani yang terbuat dari sutera 
atau wool; 
d. Kelompok barang kaca dari kristal timah 
hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, 
dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan 
atau keperluan semacam itu; 
e. Kelompok barang-barang yang sebagian atau 
seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari 
logam yang dilapisi logam mulia atau 
campuran dari padanya; 
f. Kelompok. kapal atau kendaraan air lainnya, 
sampan dan kano, selain yang disebutkan 
dalam kelompok tarif 30%, kecuali untuk 
keperluan negara atau angkutan umum;  
g. Kelompok balon udara dan balon udara yang 
dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya 
tanpa tenaga penggerak;  
h. Kelompok peluru senjata api dan senjata api 
lainnya, kecuali untuk keperluan negara; 
i. Kelompok jenis alas kaki; 
j. Kelompok barang-barang perabot rumah 
tangga dan kantor; 
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Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong 
Mewah yang berupa kendaraan bermotor yanq 
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan 
tarif sebesar 
(1)  10% (sepuluh persen): 
a. Kelompok alat rumah tangga, pesawat 
pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat 
penerima siaran televisi; 
b. Kelompok peralatan dan perlengkapan 
olahraga; dan 
c. Kelompok mesin pengatur suhu udara; 
d. Kelompok alat perekam atau reproduksi 
gambar; pesawat penerima siaran radio; 
e. Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, 
dan perlengkapannya. 
(2)  20% (dua puluh persen): 
a. Kelompok alat rumah  tangga, pesawat 
pedingin, dan pesawat pemanas, selain yang 
disebut dalam kelompok tarif 10%; 
b. Kelompok hunian mewah seperti rumah 
mewah, apartemen, kondominium, town house, 
dan sejenisnya; 
c. Kelompok pesawat penerima siaran televisi, 
dan antena serta reflektor antena, selain yang 
disebut dalam kelompok tarif 10%; 
d. Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin 
setrika, mesin pen-cuci piring, mesin 
pengering, pesawat elektromagnetik, dan 
instrumen musik; 
e. Kelompok wangi-wangian; 
(3)  30% (tiga puluh persen): 
a. Kelompok kapal atau kendaraan ah lainnya, 
sampan dan kano, kecuali untuk keperluan 
negara atau angkutan umum; 
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b.  Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula 
terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak 
secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan 
keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis 
berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan 
harta. 
c.   Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 
yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan 
tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke 
KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke 
KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
kegiatan usaha dilakukan. 
d.  Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan 
usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan 
suatu bulan memperoleh penghasilan yang 
jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri 
paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 
e. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang 
memerlukan NPWP dapat mengajukan 
permohonan untuk memperoleh NPWP. 
9. Tata cara Pendaftaran NPWP 
Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) 
mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan 
secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan 
Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan 
melampirkan:6 
1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Usahawan: 
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk 
Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat 
                                                            
6 Lihat, Ibit. hal. 25 
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keterangan tempat tinggal dari instansi yang 
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi 
orang asing. 
2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan :  
(1) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau 
fotokopi paspor ditambah surat keterangan 
tempat tinggal dari instansi yang berwenang 
minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang 
asing; 
(2) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang 
minimal Lurah atau Kepala Desa. 
3. Untuk WP Badan :  
(1) Fotokopi akte pendirian dan perubahan 
terakhir atau surat keterangan penunjukkan 
dari kantor pusat bagi BUT; 
(2) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau 
fotokopi paspor ditambah surat keterangan 
tempat tinggal dari instansi yang berwenang 
minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang 
asing, dari salah seorang pengurus aktif; 
(3) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari 
instansi yang berwenang minimal Lurah atau 
Kepala Desa. 
4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ 
Pemotong:  
(1) Fotokopi KTP bendaharawan; 
(2) Fotokopi surat penunjukkan sebagai 
bendaharawan. 
5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak 
Pemotong/pemungut:  
(1) Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint 
operation; 
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silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 
2500 cc. 
(5)  50% (lima puluh persen), adalah semua jenis 
kendaraan khusus yang dibuat untuk golf. 
(6)  60% (enam puluh persen): 
a. Kendaraan bermotor beroda dua dengan 
kapasitas isi silindernya lebih dari 250 cc 
sampai dengan 500 cc; 
b. Kendaraan khusus yang dibuat untuk 
perjalanan di alas salju, di pantai, di gunung, 
dan kendaraan semacam itu. 
(7)  75% (tujuh puluh lima persen): 
a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 
kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk 
pengemudi, dengan motor cetus api, berupa 
sedan atau station wagondan selain sedan atau 
station wagon dengan sistem 1 (satu) gandar 
penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) 
gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi 
silinder lebih dari 3000 cc; 
b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 
kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk 
pengemudi, dengan motor bakar nyala 
kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan 
atau station wagon dan selain sedan atau 
station wagon dengan sistem 1 (satu) gandar 
penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) 
gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi 
silinder lebih dari 2500 cc; 
c. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan 
kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc; 
d. Trailer, semi trailer dari tipe caravan, untuk 
perumahan atau kemah. 
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semua kapasitas isi silinder, dengan massa 
total tidak lebih dari 5 (lima) ton. 
(3)  30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan 
bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 
(sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa: 
Kendaraan bermotor sedan atau station 
wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala 
kompresi (diesel /semi diesel) dengan kapasitas isi 
silinder sampai dengan 1500 cc; Kendaraan 
bermotor selain sedan atau station wagon dengan 
motor bakar cetus api atau nyala kompresi 
(diesel/semi diesel) dengan system 2 (dua) gandar 
penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder 
sampai dengan 1500 cc. 
(4)  40% (empat puluh persen),  adalah kendaraan 
bermotor untuk peng-angkutan kurang dari 10 
(sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa: 
a. Kendaraan bermotor selain sedan atau station 
wagon dengan motor bakar cetus api, dengan 
sistem 1 (saru) gandar penggerak (4x2), 
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc 
sampai dengan 3000 cc; 
b. Kendaraan bermotor dengan motor bakar 
cetus api berupa sedan atau station wagon dan 
selain sedan atau station wagon dengan 
system 2 (dua) gandar (4x4), dengan kapasitas 
isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 
3000 cc; 
c. Kendaraan bermotor dengan motor bakar 
nyala kompresi (diesel /semi diesel), berupa 
sedan atau station wagon dan selain sedan 
atau station wagon dengan sistem 2 (dua) 
gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi 
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(2) Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint 
operation; 
(3) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau 
fotokopi paspor ditambah surat keterangan 
tempat tinggal dari instansi yang berwenang 
minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang 
asing, dari salah seorang pengurus joint 
operation. 
6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi 
pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah 
harta harus melampirkan foto kopi surat 
keterangan terdaftar. 
7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain 
harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus. 
10. Wajib Pajak Pindah 
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau 
pindah tempat kegiatan usaha, Wajib Pajak melaporkan 
diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan: 
a.  Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah 
tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat 
tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang 
berwenang (Lurah atau Kepala Desa) 
b.  Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha, Surat 
keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau 
Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan 
instansi perusahaannya. 
c.  Wajib Pajak Badan, Pindah tempat kedudukan 
atau tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan 
tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru 
dari Lurah atau Kepala Desa. 
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11. Penghapusan NPWP dan Persyaratannya 
a.  Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak 
meninggalkan warisan, disyaratkan adanya 
fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari 
instansi yang berwenang; 
b.  Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan 
harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat 
nikah/akte perkawinan dari catatan sipil; 
c.  Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan 
sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, 
disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya 
warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris; 
d.  Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara 
resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang 
dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi 
yang berwenang; 
e.   Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu 
hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan 
adanya permohonan Wajib Pajak yang dilampiri 
dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut 
tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat 
digolongkan sebagai Wajib Pajak; 
f.  Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang tidak 
memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak. 
12. Penerbitan NPWP Secara Jabatan 
KPP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, 
apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri untuk 
diberikan NPWP. Bila berdasarkan data yang dimiliki 
Direktorat Jenderal Pajak ternyata Wajib Pajak 
memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP maka 
terhadap wajib pajak yang bersangkutan dapat 
diterbitkan NPWP secara sepihak oleh Direktorat 
Jenderal Pajak. 
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Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong 
Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang 
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan 
tarif sebesar: 
(1)  10% (sepuluh persen): 
a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 
(sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang 
termasuk pengemudi dengan motor bakar 
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi 
diesel) dengan semua kapasitas isi silinder; 
b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 
kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk 
pengemudi selain sedan dan station wagon, 
dengan motor bakar cetus api atau nyala 
kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 
(satu) gandar penggerak (4x2), dengan 
kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc. 
(2)  20% (dua puluh persen): 
a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 
kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk 
pengemudi selain sedan atau station wagon, 
dengan motor bakar nyala api atau nyala 
kompresi (diesel atau semi diesel), dengan 
sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), 
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc 
sampai dengan 2500 cc; 
b. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda 
(Double Cabin) dalam bentuk kendaraan bak 
terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang 
lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, 
dengan motor bakar cetus ipi atau nyala 
kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 
(satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan 
sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan 
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(sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang 
seharusnya ditagih. 
12. Untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas, DPP-
nya adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan 
atau jumlah yang seharusnya ditagih. 
13. Untuk penyerahan jasa anjak piutang, DPP-nya adalah 
5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan. 
 
J. TARIF 
1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 
Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% 
(sepuluh persen). Sedangkan Tarif PPN atas ekspor 
BKP adalah 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol 
persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan 
PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari 
barang yang diekspor dapat dikreditkan. 
Berdasarkan pertimbangan perkembangan 
ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk 
pembangunan, dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN 
dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) 
dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan 
tetap memakai prinsip tarif tunggal. 
2. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn 
BM), dengan Peraturan Pemerintah, dapat ditetapkan 
dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling 
rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif paling 
tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Tarif 
PPn BM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 
40%, 50%, dan 75%. Tarif PPn BM dikelompok-kan 
menjadi: 
a. Kelompok berupa kendaraan bermotor 
b. Kelompok selain kendaraan bermotor 
PENGANTAR PERPAJAKAN 
  41
13.  Sanksi yang Berhubungan dengan NPWP 
Setiap orang yang dengan sengaja tidak 
mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau 
menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan 
negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali 
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan 
atau pidana 1 tahun7. 
 
C. JURU SITA PAJAK   
1. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan 
pajak yang bertugas: 
a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika 
dan Sekaligus; 
b. memberitahukan Surat Paksa; 
c. melaksanakan penyitaan atas barang Penangung 
Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan; dan 
d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat 
Perintah Penyanderaan. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak 
harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita 
Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung 
Pajak. Jurusita Pajak juga dapat meminta bantuan 
Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi 
hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah 
setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank 
atau pihak lain. 
2. Wewenang Jurusita Pajak 
                                                            
7    Lihat. Ibit. Hal. 28 
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Memasuki dan memeriksa semua ruangan 
termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk 
menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat 
kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, 
atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat 
penyimpanan objek sita. 
3. Penjelasan Lain 
Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan 
agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika 
dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah 
disita. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau 
badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, 
termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi 
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Surat Paksa adalah 
surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. 
4. Ketentuan yang mengatur 
Undang-Undang No. 19 tahun 2000 Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 
1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. 
 
D. KEWAJIBAN PENCATATAN DAN 
PEMBUKUAN  
1. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur 
tentang peredaran bruto atau penjualan bruto dari 
usaha dan penerimaan penghasilan lainnya dari luar. 
Sedangkan pembukuan adalah  proses pencatatan 
secara teratur untuk mengumpulkan penghasilan dan 
biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat 
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nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau 
seharusnya diminta oleh eksportir. 
Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan 
pelaksanaan undang-undang sebagaimana berikut: 
1. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi 
DPP adalah jumlah harga jual. 
2. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah 
penggantian. 
3. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor. 
4. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor. 
5. Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen   
dengan luas 200 m atau  lebih,  yang  dilakukan oleh 
orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan 
perusahaan atau pekerjaannya, DPP-nya adalah 40% 
(empat puluh persen) dari jumlah biaya yang 
dikeluarkan untuk mem-bangun (tidak termasuk harga 
perolehan tanah). 
6. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari 
luar Daerah Pabean, DPP-nya adalah sebesar jumlah 
yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada 
pihak yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut. 
7. Untuk pemakaian sendiri maupun pemberian cuma-
cuma, DPP-nya adalah harga jual dikurangi laba kotor. 
8. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar, 
DPP-nya adalah perkiraan harga jual rata-rata. 
9. Dalam hal penyerahan film cerita, DPP-nya adalah 
perkiraan hasil rata-rata per judul film. 
10. Untuk persediaan BKP maupun aktiva yang menurut 
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih 
tersisa pada saat pembubaran perusahaan, DPP-nya 
adalah harga pasar wajar. 
11. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata 
maupun jasa pengiriman paket, DPP-nya adalah 10% 
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dikreditkan dengan PPn BM yang terutang. Dengan 
demikian prinsip pemungutan-nya hanya 1 (satu) kali, yaitu 
pada saat: 
1. Penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang 
Tergolong Mewah, atau 
2. Impor BKP yang Tergolong Mewah. 
 
I. DASAR PENGENAAN PAJAK 
Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPn 
BM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak 
(DPP). Yang menjadi DPP adalah: 
1. Harga jual. 
2. Penggantian. 
3. Nilai impor. 
4. Nilai ekspor. 
5. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
Keuangan. 
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk 
semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh 
penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang 
ini (UU PPN 1984) dan potongan harga yang dicantumkan 
dalam Faktur Pajak. 
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk 
semua biaya yang diminta alau seharusnya diminta oleh 
pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak 
yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan 
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi 
dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya 
yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undang Pabean untuk impor BKP, 
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 
menurut Undang-Undang PPN 1984. Nilai Ekspor adalah 
PENGANTAR PERPAJAKAN 
  43
dihitung besarnya pajak yang terhutang (Pasal 28 
ayat 7 UU. Nomor 28 tahun 2007) tahun pajak.  
2. Penyelenggaraan Pembukuan. Pembukuan harus 
diselenggarakan dengan etikat baik dan 
mencerminkan keadaan kegiatan usaha sebenarnya 
serta harus taat asas untuk mencegah mata uang 
asing. 
3. Batasan Waktu dan Tempat Penyimpanan Dokumen 
Pembukuan. Bagi wajib pajak badan pembukuan harus 
disimpan di Indonesia di tempat wajib pajak selama 10 
(sepuluh) tahun. 
4. Wajib Pajak yang diwajibkan atau tidak diwajibkan 
menyelenggarakan Pembukuan dan yang dikecualikan 
dari kewajiban Pembukuan atau Pencatatan. 
Diwajibkan Pembukuan adalah wajib pajak orang 
pribadi dan badan yang melakukan usaha/pekerjaan 
bebas. 
 
E. PERSYARATAN ADMINISTRATIF 
Dalam penyelenggaraan pembukuan dengan 
menggunakan bahasa Inggris dan satuan menggunakan 
uang dollar Amerika Serikat ini diperlukan syarat yang 
pengaturannya sebagai berikut. 
1. Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendapat izin 
tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi Wajib 
Pajak dalam Rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak 
dalam Rangka Kontrak Kerja Sama. Izin tertulis 
tersebut dapat diperoleh Wajib Pajak dengan 
mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Kantor 
Wilayah paling lambat 3 (tiga) bulan 
a. Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan 
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata 
uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai; atas 
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b. Sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru untuk 
bagian tahun pajak atau pajak Pertama. 
2. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan 
memberikan keputusan permohonan tersebut paling 
lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari Wajib pajak 
diterima secara lengkap. Bila jangka waktu tersebut 
telah lewat dan ternyata Kepala Kantor Wilayah belum 
memberikan keputusan, maka permohonan dimaksud 
dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas 
nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan 
pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan 
dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata 
uang dolar Amerika Serikat. 
3. Khusus Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau 
Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang 
sejak pendiriannya menyelenggarakan pembukuan 
dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata 
uang dolar Amerika Serikat, wajib menyampaikan  
pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan 
Pajak tempat Wajib Pajak terdiri paling lambat 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal pendirian. 
Bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau 
Wajib Pajak Kontraktor Kontra: Sama yang akan 
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan 
bahasa Inggris satuan mata uang dolar Amerika Serikat 
wajib menyampaikan pemberitahuan secara ke Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 
3 (tiga) sebelum buku yang diselenggarakan dengan 
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang 
Amerika Serikat tersebut dimulai. 
 
F. PEMERIKSAAN PAJAK 
Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan menyatakan 
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2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP 
yang Tergolong Mewah, 
3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil 
tradisional, 
4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara, 
Maka atas penyerahan BKP yang Tergolong Mewah oleh 
produsen atau impor BKP yang Tergolong Mewah, 
disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga 
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). 
Batasan suatu barang termasuk BKP yang 
Tergolong Mewah adalah: 
1. Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang 
kebutuhan pokok; atau 
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 
atau 
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh 
masyarakat berpenghasilan tinggi; atau 
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; 
atau 
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan 
moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban 
masyarakat, seperti minuman beralkohol. 
PPn BM dikenakan atas: 
1. Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah yang 
dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan BKP 
yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah 
Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; 
2. Impor BKP yang Tergolong Mewah oleh siapapun. 
PPn BM merapakan pungutan tambahan di samping 
PPN. PPn BM hanya dikenakan 1 (satu) kali pada waktu 
penyerahan BKP yang Tergolong Mewah oleh pengusaha 
yang menghasilkan atau pada waktu impor. Pengertian 
umum dari Pajak Masukan tidak dikenal pada PPn BM. 
Oleh karena itu, PPn BM yang telah dibayar tidak dapat 
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- Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP; 
- Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan 
BKP tidak berwujud; 
- Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; 
- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha 
atau pekerjaannya. 
2. Impor BKP; 
3. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah 
Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya 
adalah: 
- Jasa yang diserahkan merupakan JKP; 
- Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; 
- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha 
atau pekerjaannya. 
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah 
Pabean di dalam Daerah Pabean; 
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean; 
6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak; 
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak 
dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi 
atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau 
digunakan pihak lain; 
8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang 
menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk 
diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat 
perolehannya dapat dikreditkan. 
 
H. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 
(PPn BM) 
Dengan pertimbangan bahwa: 
1. Perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara 
konsumen yang ber-penghasilan rendah dengan 
konsumen yang berpenghasilan tinggi, 
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bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau 
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban. 
Untuk mengetahui kebenaran pencatatan transaksi 
dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari 
akuntansi diperlukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan 
ini dilakukan perusahaan yang hasilnya diperlukan oleh 
pihak manajemen. Tetapi, pemeriksaan publik. Pemeriksaan 
oleh akuntan publik. Pemeriksaan oleh akuntan publik ini 
sifatnya independen dan hasil pemeriksaan yang mempunyai 
kompetensi terhadap laporan keuangan tersebut seperti 
pihak pemerintah (otoritas pajak) di Indonesia, yaitu 
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 
Tugas pemeriksa atas laporan keuangan ini pada 
umumnya meliputi peninjauan kembali prosedur kegiatan, 
prosedur akuntansi, evaluasi hasil usaha, dan lain 
sebagainya. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada 
pimpinan atau manajemen berupa rekomendasi yang berisi 
usul-usul perbaikan. Demikian juga untuk pemeriksaan 
eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik yang 
menghasilkan laporan akuntan yang disampaikan ke 
perusahaan berisi pendapat atas laporan keuangan yang 
diperiksanya, yang disebut dengan opini. Terdapat 3 (tiga) 
jenis pendapat/opini akuntan publik, yaitu: Pendapat setuju 
(unqualified opinion), Pendapat setuju dengan pembatasan 
(disclaimer of opinion), dan Pendapat tidak setuju (adverse 
opinion) 
1. Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan  
Selain mengatur hak wajib pajak, kewajiban 
pajak juga diatur dalam pemeriksaan pajak baik untuk 
pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, 
yaitu sebagai berikut.  
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a. Pemeriksaan lapangan, kewajiban wajib pajak, 
antara lain: 
 Memperlihatkan dan/atau meminjamkan 
buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
dasar pembukuan atau pencatatan dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan 
 Memberikan kesempatan untuk mengakses 
dan/atau mengunduh data yang secara 
elektronik. 
 Memberikan kesempatan untuk memasuki 
dan memeriksa tempat atau ruang bergerak 
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau 
patut diduga digunakan menyimpan buku atau 
catatan, dokumen yang menjadi dasar 
pembuktian pencatatan, dokumen lain, uang, 
dan/atau barang yang dapat memberi 
petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, 
kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak 
atau objek yang terutang pajak serta 
meminjamkan nya kepada pemeriksa pajak.  
 Memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan, antara lain:  
1. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan 
atas biaya Wajib Pajak apabila mengakses 
data yang dikelola secara elektronik 
memerlukan peralatan atau keahlian 
khusus 
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa 
pajak untuk membuka barang dan/atau 
tidak bergerak dan/atau 
3. Menyediakan ruangan khusus tempat 
dilakukannya Pemeriksaan dalam hal 
jumlah buku, catatan, dan dokumen 
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4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas 
BKP ; 
5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula 
tidak untuk diperjual-belikan, yang masih tersisa pada 
pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan 
aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan; 
6. Penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya 
dan penyerahan BKP antar Cabang; 
7. Penyerahan BKP secara konsinyasi. 
Catatan *): 
1. Pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan 
pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik 
barang produksi sendiri maupun bukan produksi 
sendiri. 
2. Pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang 
diberikan tanpa pembayaran baik barang-barang 
produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, 
misalnya: contoh barang untuk promosi. 
Sedangkan penyerahan barang yang tidak termasuk dalam 
pengertian penyerahan BKP adalah: 
1. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana 
dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Dagang; 
2. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang; 
3. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya 
dan penyerahan BKP antar cabang dalam hal Pengusaha 
Kena Pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak 
temtang. 
 
G. OBYEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
PPN dikenakan atas: 
1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang 
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya 
adalah: 
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sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan 
berikutnya. 
PKP dapat mengajukan permohonan 
pencabutan pengukuhan sebagai PKP apabila jumlah 
peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam 
satu tahun buku tidak melebihi batas yang telah 
ditentukan dengan mengajukan permohonan kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha 
dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 1 (satu) bulan 
sejak berakhirnya tahun buku. Direktur Jenderal Pajak 
wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu 2 
(dua) bulan sejak permohonan pencabutan pengukuhan 
diterima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Direktur 
Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, 
permohonan pencabutan pengukuhan dianggap 
diterima. 
Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan 
dengan pengusaha kecil: 
a. Dilarang membuat faktur pajak. 
b. Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN. 
c. Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan. 
d. Wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagi 
pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto 
di atas batas yang telah ditentukan. 
 
F. PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK 
Penyerahan barang yang termasuk dalam pengertian 
penyerahan BKP adalah: 
1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian; 
2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli 
dan perjanjian leasing; 
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau 
melalui juru lelang; 
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sangat banyak sell untuk dibawa ke 
Kantor Direktorat Jenderal Pajak. 
 Menyampaikan tanggapan secara tertulis surat 
pemberitahuan hasil pemeriksaan dan  
 Memberikan keterangan secara tulis dan / 
atau tertulis yang diperlukan  
b. Pemeriksaan Kantor, kewajiban wajib pajak, antara 
lain: 
 Memenuhi panggilan untuk datang 
menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu 
yang ditentukan.  
 Memperlihatkan dan/atau meminjamkan 
buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen 
lain termasuk data yang dikelola elektronik, 
yang berhubungan dengan penghasilan yang 
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas 
Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 
 Memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan 
 Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas 
surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.  
 Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang 
dibuat oleh akuntan publik, dan  
 Memberikan keterangan lisan dan / atau 
tertulis yang diperlukan.   
2. Kewajiban Mendaftarkan Diri dan Pelaporan 
Kegiatan Usaha 
Masalah kewajiban mendaftarkan diri diawali 
dari dasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP] yang menyatakan. bahwa "Setiap 
Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor 
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Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib 
Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib 
Pajak”8. 
Kewajiban mendaftarkan diri juga diberlakukan 
terhadap wanita kawin yang dikenakan: sah dari suami 
karena hidup terpisah berdasarkan putusan hakim atau 
kehendak secara tertulis berdasarkan perjanjian 
pemisahan penghasilan dan harta. Terhadap wajib 
pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan 
NPWP dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan 
perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak 
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila 
sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan 
yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri untuk  
memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan 
berikutnya. 
Kewajiban pelaporan terkait kewajiban 
memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
penghasilan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). 
Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang usaha atau 
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di samping 
kewajiban mendaftarkan diri, terdapat pula kewajiban 
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai la 
Kena Pajak (PKP) sebelum melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak (BKP) atau . Kena Pajak  (JKP) 
bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP.  
Pengusaha orang pribadi berkewajiban 
melaporkan usahanya yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha 
dilakukan, demikian bagi pengusaha badan 
                                                            
8Waluyo, Perpajakan  Indonesia edisi 10,  hal. 26, salemba  Jakarta, 
2011. 
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kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
2. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak 
Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk: 
a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi 
PKP. 
b. Memungut PPN dan PPn BM yang terutang. 
c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena 
pajak. 
d. Membuat nota retur dalam hal terdapat 
pengambilan BKP. 
e. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai 
kegiatan usahanya. 
f. Menyetor PPN dan PPn BM yang terutang. 
g. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN. 
3. Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak 
Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai 
Pengusaha Kena Pajak adalah: 
a. Pengusaha Kecil. 
b. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang 
dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN. 
4. Pengusaha Kecil 
Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama 
satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah 
peredaran brato dan atau penerimaan bruto tidak lebih 
dari Rp.600.000.0000,- (enam ratus juta rupiah). 
Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya 
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 
apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, 
jumlah peredaran brato dan atau penerimaan bratonya 
melebihi batas yang telah ditetapkan. Pengusaha 
tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
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- Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya 
di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, 
hostel, serta fasilitas yang terkait dcngan 
kegiatan perhotelan untuk tamu yang 
menginap; dan 
- Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara 
atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, 
motel, losmen, dan hostel. 
l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka 
menjalankan pemerintahan secara umum meliputi 
jasa-jasa yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah, seperti: pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan, Pemberian Izin Usaha Perdagangan, 
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pembuatan 
Kartu Tanda Penduduk. 
 
E. PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) 
1. Pengertian 
a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang 
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya 
menghasilkan barang, mengimpor barang, 
mengekspor barang, melakukan usaha 
perdagangan, memanfaatkan barang tidak 
berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan 
usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar 
Daerah Pabean. 
b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha 
sebagaimana dimaksud pada poin a yang 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan 
atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan 
pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, 
tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, 
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berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada 
kantor Direktorat Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat kedudukan pengusaha dan tempat tan usaha 
dilakukan. Kemungkinan pengusaha orang pribadi atau 
badan mempunyai kegiatan usaha berada pada wilayah 
beberapa KPP wajib melaporkan usahanya untuk di 
kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang wialayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal atau kedudukan pengusaha 
maupun di KPP yang kerjanya meliputi tempat 
kegiatan usaha dilakukan. Fungsi pengukuhan 
Pengusaha Pajak selain untuk mengetahui identitas 
Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna 
untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak 
Pertambahan Nilai dan penjualan atas Barang Mewah 
serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. 
Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai 
Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Sebagai tempat pendaftaran memperoleh 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak tertentu atau 
Pengusaha Kena Pajak tertentu dapat ditentukan oleh 
Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 
Pengusaha Tertentu, yaitu Wajib orang Pribadi yang 
mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, 
sebagai contoh pedagang elektronik yang mempunyai 
toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib 
mendaftarkan diri pada kantor KPP yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal wajib Pajak, juga 
diwajibkan mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal kegiatan usaha Wajib 
Pajak dilakukan. 
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G. PENGERTIAN SURAT PEMBERITAHUAN 
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan 
menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 
adalah surat wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak  
dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun Tata Cara 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan 
Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat di bawahnya 
seperti peraturan menteri keuangan. 
1. Fungsi Surat Pemberitahuan 
Seperti dalam batasan  SPT di atas bahwa Wajib 
Pajak dalam melaporkan perhitungan pajaknya 
pembayaran pajaknya menggunakan SPT. Pasal 3 
Undang-Undang KUP juga menegaskan kewajiban bagi 
setiap Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan benar, 
lengkap, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 
huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan 
menandatangani serta menyampaikan ke Kantor 
Direktorat Jenderal Wajib Pajak terdaftar atau 
dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh 
Jenderal Pajak. Dengan ini lebih menegaskan fungsi 
SPT bagi Wajib Pajak yaitu 9 :   
 
 
                                                            
9      Herry Purwono , dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak, 2010, hal. 
33, Airlangga, Jakarta  
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berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), jasa wali 
amanat, serta anjak piutang; 
- Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi; 
- Jasa sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi. 
e. Jasa di bidang keagamaan, seperti: 
- Jasa pelayanan rumah ibadah; 
- Jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan 
- Jasa lain dibidang keagamaan. 
f. Jasa di bidang pendidikan, seperti: 
- Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah; dan 
- Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah 
(kursus-kursus). 
g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang tidak 
dikenakan Pajak Tontonan termasuk jasa di bidang 
kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti: 
pementasan kesenian tradisional yang 
diselenggarakan secara cuma-cuma. 
h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, 
seperti: penyiaran radio dan televisi yang dilakukan 
oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan 
bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang 
bertujuan komersial. 
i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air, 
seperti: jasa angkutan umum di darat, di laut, di 
danau, dan di sungai yang dilakukan oleh 
Pemerintah atau swasta. 
j. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi: 
- Jasa tenaga kerja; 
- Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang 
pengusaha penyedia tenaga kerja tidak 
bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga 
kerja tersebut; 
- Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.  
k. Jasa di bidang perhotelan, seperti: 
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2. Pengecualian JKP 
Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang 
ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa 
yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-
kelompok jasa sebagai berikut: 
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi: 
- Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter 
gigi; 
- Jasa dokter hewan; 
- Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi, 
dan fisioterapi; 
- Jasa kebidanan dan dukun bayi; 
- Jasa paramedis dan perawat; dan 
- Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik 
kesehatan, laboratorium kesehatan, dan 
sanatorium. 
b. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi: 
- Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo; 
- Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat 
komersial; 
- Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; 
- Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat 
komersial; 
- Jasa pemakaman termasuk krematorium; dan 
- Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat 
komersial. 
c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. 
d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna 
usaha dengan hak opsi, seperti: 
- Jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat 
untuk menyimpan barang dan surat berharga, 
jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain 
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a. Bagi Pengusaha 
Bagi pengusaha bahwa SPT Pajak Penghasilan 
yaitu berfungsi sebagai sarana melaporkan 
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah 
pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan 
tentang: 
(1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 
dilaksanakan sendiri dan/atau melalui 
pemotongan atau pemungutan pihak lain 
dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun 
pajak 
(2) Penghasilan yang merupakan objek pajak 
dan/atau bukan objek pajak 
(3) Harta dan kewajiban; dan/atau  
(4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut 
tentang pemotongan atau pemungutan 
b. Bagi Pengusaha Kena Pajak 
Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah 
sebagai sarana untuk melaporkan dari. 
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan 
untuk melaporkan tentang:  
(1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak 
Keluaran 
(2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 
dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena 
Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu 
masa pajak, sesuai dengar ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak 
Bagi pemotong atau pemungut pajak, 
fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana 
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak 
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yang dipotong atau dipungut dari disetorkannya. 
Pengertian mengisi SPT dimaksudkan yaitu 
mengisi formulir SPT dalam  bentuk kertas 
dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, 
lengkap, jelas sesuai. dengan petunjuk pengisian 
yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan istilah 
benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT 
adalah 
(1) Benar yaitu benar dalam perhitungan, 
termasuk benar dalam penerapan ketentuan, 
peraturan perundang-undangan perpajakan, 
dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya 
(2) Lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur 
yang berkaitan dengan objek pajak unsur-
unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan; dan 
(3) Jelas yaitu melaporkan asal-usul atau sumber 
dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang 
harus dilaporkan dalam SPT.  
Dalam rangka memberikan pelayanan dan 
kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir SPT 
disediakan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak 
dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah 
terjangkau Wajib Pajak. Pengambilan SPT dengan cara 
lain juga dapat dilakukan Wajib Pajak dengan 
mengakses situs Direktur Jenderal Pajak. Penegasan 
pada Pasal 3 ayat (2) untuk setiap Wajib Pajak yang 
wajib mengisi SPT dan Wajib Pajak yang telah 
mendapat izin Menteri Keuangan untuk 
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan 
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- Panas bumi; 
- Pasir dan kerikil; 
- Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu 
bara; dan 
- Biji besi, biji timah, biji enias, biji tembaga, biji 
nikel, dan biji perak serta biji bauksi. 
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat 
dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: 
- Beras; 
- Gabah; 
- Jagung; 
- Sagu; 
- Kedelai; dan 
- Garam baik yang beryodium maupun yang 
tidak beryodium. 
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, 
restoran, rumah makan, waning, dan sejenisnya 
meliputi makanan dan minuman baik yang 
dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak 
termasuk makanan dan minuman yang diserahkan 
oleh usaha jasa boga atau catering. 
d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga 
(saham, obligasi dan lainnya). 
 
D. JASA KENA PAJAK (JKP) 
1. Pengertian 
Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan 
berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum 
yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk 
jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena 
pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas 
petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak 
berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. 
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termasuk Menyuruh orang pvibadi atau badan lata 
melakukan kegiatan tersebut. 
5. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang 
seharusnya sudah di-bayar oleh Pengusaha Kena Pajak 
karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan 
atau pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar Daerah 
Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah 
Pabean dan atau impor BKP. 
6. Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib 
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 
penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP. 
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama 
dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain 
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 
paling lama 3 (tiga) bulan takwim. 
 
C. BARANG KENA PAJAK (BKP) 
1. Pengertian 
Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud 
yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa 
barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang 
tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan 
Undang-Undang PPN. 
2. Pengecualian BKP 
Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali 
undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang 
yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-
kelompok barang sebagai berikut: 
a. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan 
pengeboran, yang diambil langsung dari 
sumbernya, seperti: 
- Minyak mentah (crude oil); 
- Gas bumi; 
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bahasa asing dan mata uang selain rupiah, mengambil 
sendiri SPT atau mengambil dengan cara lain yang tata 
caranya diatur oleh Menteri Keuangan. Sedangkan 
masalah penandatanganan SPT dapat dilakukan secara 
biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan 
elektronik atau digital, semuanya mempunyai kekuatan 
hukum yang sama dengan tanda tangan biasa 
(pengaturannya didasarkan pada Peraturan Menteri 
Keuangan). 
2. Bentuk, Isi, dan Keterangan dan/atau Dokumen 
sebagai  Lampiran SPT 
a. Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) 
Jenis SPT sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
181/PMK.03/20071 meliputi 10: 
(1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT 
untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun 
pajak.  
(2) SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak 
yang terdiri atas:  
 SPT Masa Pajak Penghasilan 
 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan  
 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi 
pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 
Dari jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT 
Masa berbentuk: 
(1) formulir kertas (hardcopy); atau 
(2) e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam 
bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib 
Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT 
yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. 
                                                            
10 Waluyo, Perpajakan  Indonesia edisi 10,  hal. 33, salemba  
Jakarta, 2011.  
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b. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 
Terhadap SPT yang telah diisi selanjutnya 
Wajib Pajak menyampaikan SPT tersebut ke 
Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dapat 
dilakukan: 
(1) Secara langsung; 
(2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 
atau 
(3) Cara lain. 
 
Penyampaian SPT cara lain ini dilakukan: 
(1) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa 
kurir (perusahaan yang berbentuk badan 
hukum yang memberikan jasa pengiriman 
surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT 
ke Direktorat Jenderal Pajak) dengan bukti 
pengiriman surat; atau 
(2) e-Filling melalui ASP (application service provider). 
ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai 
perusahaan penyediaan jasa aplikasi yang 
telah. ditunjuk dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang daps 
menyalurkan penyampaian SPT atau 
pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan 
secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. 
Setiap SPT yang disampaikan oleh Wajib 
Pajak diperlukan tanda penerimaan surat (tanda I 
terima) atau bukti penerimaan SPT, tetapi juga 
mengikuti cara penyampaian SPT. Terhadap SPT 
yang disampaikan: 
(1) secara langsung, akan diberikan tanda 
penerimaan surat melalui Tempat Pelayanan 
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak; 
PENGANTAR PERPAJAKAN 
  211
9 
PPN  & PPn BM 
 
 
 
 
A. DASAR HUKUM 
Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPn BM) adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2000. Undang-undang ini disebut 
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. 
 
B. PENGERTIAN-PENGERTIAN 
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia 
yang meliputi wilayah darat, Ekonomi Eksklusif dan 
Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku 
.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan. 
2. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari 
luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. 
3. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang 
dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. 
4. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses 
mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk 
aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna 
bam, atau kegiatan mengolah sumber daya alam 
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Bahana. Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk 
menghitung Pajak Penghasilan terutang atas 
penghasilan John untuk masa Januari sampai 
dengan Agustus 1999. S Penghasilan Pasal 26 yang 
telah dipotong dan  disetor oleh PT Bahana atas 
penghasilan John sampai dengan Maret tersebut, 
dapat dikreditkan terhadap pajak John sebagai 
Wajib Pajak dalam negeri. 
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(2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat 
itulah menjadi bukti penerimaan SPT; 
(3) Dengan cara lain yaitu: 
 Melalui perusahaan jasa dengan bukti 
pengiriman surat atau Tanda Penerimaan 
Surat; 
 e-Filling dengan bukti penerimaan elektronik. 
Bukti penerimaan elektronik ini adalah 
informasi yang meliputi nama, NPWP tanggal, 
jam, Nomor Tanda Terima Elektronik 
(ATTE), dan Nomor Transaksi ASP (NTPA) 
serta nama perusahaan penyediaan jasa 
aplikasi (ASP) yang dan hasil cetakan SPT 
induk. 
3. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT 
Tahunan  
Sekalipun batas waktu penyampaian SPT di atas 
telah ditetapkan, tetapi Wajib Pajak memperpanjang 
jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan 
menyampaikan pem-beritahuan perpanjangan SPT 
Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan 
ini wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya 
yang harus dilampiri dengan Surat kuasa Khusus. 
Bentuk pemberitahuan perpanjangan ini yaitu 
berbentuk formulir kertas : atau dalam bentuk data 
elektronik. Data elektronik ini dihasilkan dari aplikasi 
dibuat Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal Wajib 
Pajak menyampaikan SPT Tahunan perlu diketahui 
batas waktu penyampaian SPT Tahunan yaitu sebagai 
berikut.  
a. SPT tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 
Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan: tahun pajak; 
atau 
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b. Pajak penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 
(empat) bulan setelah akhir tahun pajak.  
Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi 
batas waktu penyampaian SPT Tahunan roasilan, maka 
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu 
penyampaian pemberitahuan dengan cara 
menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT 
Tahunan berakhir dimaksud dibuat secara tertulis dan 
disampaikan ke Kantor Pelayanan pajak sebelum  batas 
waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir dengan 
dilampiri beberapa sebagai berikut :  
a. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 
(satu) tahun pajak yang batas waktu 
penyampaiannya diperpanjang 
b. Laporan keuangan sementara dan 
c. Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan 
kekurangan pembayaran pajak yang terutang.  
Cara penyampaian pemberitahuan 
perpanjangan SPT Tahunan sama dengan cara 
penyampaian SPT pada umumnya. Pemberitahuan 
perpanjangan SPT yang tidak memenuhi di anggap 
bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT 
Tahunan dan Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberitahukan kepada Wajib Pajak. 
4. Sarana, Batas Waktu, Pembayaran atau 
Penyetoran Pajak  
Sarana Wajib Pajak dalam membayar dan 
menyetor pajak harus dilakukan dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain 
yang disamakan Surat Setoran Pajak (SSP) 
dimaksudkan sebagai surat oleh Wajib Pajak digunakan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas 
negara dilakukan di Kantor 1 atau sebagai bukti 
pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat 
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penghitungan pajak yang terutang dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang 
dipotong atas pengh< tersebut tidak bersifat final 
dan dapat dijadikan sebagai kredit pajak bagi usaha 
tetap tersebut dalam Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan 
2. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh orang pribadi atau badan negeri yang 
berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau 
bentuk usaha t Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 
atas penghasilan yang diterima atau di orang pribadi 
atau badan luar negeri yang berubah status menjadi 
Wajib Pajak negeri atau bentuk usaha tetap, tidak 
bersifat final sehingga potongan pajak dapat 
dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan. 
Contoh:  
John sebagai tenaga kerja asing membuat 
perjanjian kerja dengan PT Bahana Wajib Pajak 
Dalam Negeri untuk bekerja di Indonesia untuk 
jangka waktu 5 (lima) terhitung mulai tanggal 1 
Januari 1999. Pada tanggal 20 April 1999 
perjanjian tersebut diperpanjang menjadi 8 
(delapan) bulan sehingga akan berakhir pada 
tanggal 1 Agustus 1999. Jika perjanjian kerja 
tersebut tidak diperpanjang maka status adalah 
tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan 
diperpanjangnya perjanjian tersebut maka status 
John berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi 
Wajib pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 
Januari 1999. Selama bulan Januari sampai dengan 
Agustus Maret 1999 atas penghasilan bruto John 
telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT 
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langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya 
kepada klien di Indonesia. 
b. Penghasilan berupa dividen; bunga termasuk 
premium, diskonto, dan imbalan sehubungan 
dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, 
dan penghasilan lain sehubungan dengan 
penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan 
jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan 
penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala 
lainnya, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, 
dengan syarat terdapat hubungan efektif antara 
bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan 
yang memberikan penghasilan dimaksud. 
Contoh: 
Jersey Inc. menutup perjanjian lisensi 
dengan PT Yamato untuk mempergunakan 
mereka dagang Jersey Inc. Atas penggunaan hak 
tersebut Jersey Inc. Menerima  imbalan berupa 
royalti dari PT Yamato. Sehubungan dengan 
perjanjian tersebut Jersey Inc. juga memberikan 
jasa manajemen kepada PT Yamato melalui suatu 
Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dalam rangka 
pemasaran produk PT Yamato yang 
mempergunakan merek dagang tersebut. Dalam 
hal demikian, penggunaan merek dagang oleh PT 
Yamato mempunyai hubungan efektif dengan 
bentuk usaha tetap di Indonesia, dan oleh karena 
itu penghasilan Jersey Inc. yang berupa royalty 
tersebut diperlakukan sebagai penghasilan bentuk 
usaha tetap.  
Penghasilan tersebut pada huruf a dan 
huruf b, digabungkan dengan penghasilan lainnya 
dari bentuk usaha tetap untuk menghitung 
Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar 
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kantor penerima pembayaran yang berwenang atau 
telah mendapatkan validasi sebagai tanda sahnya atau 
sarana administrasi lain yaitu telah divalidasi dengan 
Nomor Transaksi Penerima Negara (NTPN). 
Tata cara pembayaran setoran pajak melalui 
sistem pembayaran online dan penyampaian SPT dalam 
bentuk digital telah diatur dalam Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Kep 383/PJ./2002 Tanggal 14 Agustus 
2002. 
Pengaturan-pengaturan tersebut meliputi 11: 
1. Pembayaran pajak umumnya menggunakan sarana 
SSP, tetapi Wajib Pajak melakukan pembayaran 
setoran pajak melalui sistem pembayaran online 
terhitung tanggal 1 Juli 2003. Sedangkan tata 
caranya disampaikan pada lampiran Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak yang dimaksud ini (contoh 
pembayaran pajak melalui teller, pembayaran pajak 
meng-gunakan fasilitas alat transaksi bank seperti 
ATM, pembayaran pajak menggunakan fasilitas 
cash management service—CMS).  
2. Sistem pembayaran online ini adalah pembayaran 
setoran pajak melalui PT Pos Indonesia atau Bank 
Persepsi/Devisa persepsi online. Penyampaian SPT 
dapat dilakukan dalam bentuk digital terhitung 
mulai tanggal 1 Juli 2002. Penyampaian SPT dalam 
bentuk digital adalah pelaporan SPT Masa Pajak 
Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan 
SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor 
Pelayanan Pajak secara elektronik atau dengan 
menggunakan media komputer. Lain cara 
penyampaiannya dengan memperhatikan lampiran 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud (tata 
                                                            
11 Lihat Ibit, hal 35. 
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cara pelaporan SPT dengan menggunakan media 
komputer). 
Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak 
diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 
2010 yang berlaku per 1 April 2010 Penyempurnaan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
184/PMK.03/2007 sebagaimana dalam bagan sebagai 
berikut 12: 
 
No 
Jenis Pemotongan atau 
Pemungutan 
Batas Waktu Pembayaran atau 
Penyetoran atau Pelunasan 
1 PPh Pasal 4 ayat (2) yang 
dipotong oleh pemotong PPh 
 
Harus disetor paling lama tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya 
setelah masa pajak berakhir 
kecuali ditetapkan lain oleh 
Menteri Keuangan 
2 Pasal 4 ayat (2) yang harus di 
bayar sendiri oleh wajib pajak 
 
Harus dibayar paling lama tanggal 
15 (lima belas) bulan berikut 
setelah masa pajak berakhir 
kecuali ditetapkan lain oleh 
Menteri Keuangan 
3 PPh Pasal 15 yang dipotong 
oleh pemotong PPh 
 
Harus disetor paling lama tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya 
setelah masa pajak berakhir 
4 PPh Pasal 15 yang harus 
dibayar sendiri oleh wajib pajak 
 
Harus disetor paling lama tanggal 
15 (lima belas) bulan berikutnya 
setelah masa pajak berakhir 
5 PPh Pasal 21 yang dipotong 
oleh I           Pemotng PPh 
Harus disetor paling lama tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya 
setelah masa pajak berakhir 
6 PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 
yang            Pemotong oleh 
pemotong PPh 
 
Harus disetor paling lama tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya 
setelah masa pajak berakhir 
                                                            
12 Lihat, Ibit , hal 41. 
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Penghasilan Pasal 26 yang tidak bersifat final, yaitu sebagai 
berikut. 
1. Pemotongan atas penghasilan sebagai berikut. 
a. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, 
penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia 
yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan 
oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Penghasilan 
kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan 
barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang 
sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh 
bentuk usaha tetap di Indonesia, dianggap sebagai 
penghasilan bentuk usaha tetap, karena pada 
hakikatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk 
dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan dan dapat 
dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Usaha atau 
kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan 
bentuk usaha tetap, misalnya terjadi apabila sebuah 
bank di luar Indonesia yang mempunyai bentuk 
usaha tetap di Indonesia, memberikan pinjaman 
secara langsung tanpa melalui bentuk usaha 
tetapnya kepada perusahaan di Indonesia. 
Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual 
oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat di 
luar negeri yang mempunyai bentuk usaha tetap di 
Indonesia menjual produk yang sama dengan 
produk yang dijual oleh bentuk usaha tetap 
tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk 
usaha tetapnya kepada pembeli di Indonesia. 
Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis 
dengan jasa yang diberikan oleh bentuk usaha 
tetap, misalnya kantor pusat perusahaan konsultan 
di luar Indonesia yang sama dengan jenis jasa yang 
dilakukan oleh bentuk usaha tetapnya, secara 
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G. PPH PASAL 26 YANG TIDAK BERSIFAT 
FINAL 
Pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri 
adalah bersifat final, namun atas pengh sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ay at (1) huruf b dan huruf c, dan 
atas pengh Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan luar 
negeri yang berubah status menjadi Wajib pajak dalam 
negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak 
bersifat final setelah potongan pajak tersebut dapat 
dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 
Penghasilan.  
Sebagai contoh:  
A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat 
perjanjian kerja dengan PT B sebagai Pajak dalam 
negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 5 
(lima) bulan mulai tanggal 1 Januari 2009. Pada tanggal 
20 April 2009 perjanjian kerja tersebut diperpanjang 
menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada 
tanggal 31 Agustus 2009. 
Apabila perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang 
maka status A adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri. 
Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut maka 
status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib 
Pajak dalam negeri terhitmag tanggal 1 Januari sampai 
dengan Maret 2010 atas penghasilan bruto A telah dipotong 
Penghasilan Pasal 26 oleh PT B. 
Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung 
Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk 
masa Januari sampai dengan Agustus 2010, Pajak 
penghasilan pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT B 
atas penghasilan A sampai dengan Maret tersebut, dapat 
dikredit-kan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak dalam 
negeri. Penghasilan-penghasilan tertentu dipotong Pajak 
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7 PPh Pasal 25 
 
Harus dibayar paling lama tanggal 
15 (lima belas) bulan berikutnya 
setelah masa pajak berakhir 
8 PPh Pasal 22, PPN atau PPN 
dan PPnBM atas impor 
 
Harus dilunasi bersamaan dengan 
saat pembayaran Bea Masuk dan 
dalam hal Bea Masuk ditunda atau 
dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN 
atau PPN dan PPnBM atas impor 
harus dilunasi pada saat 
penyelesaian dokumen 
pemberitahuan pabean impor 
9 PPh Pasal 22, PPN atau 
PPnBM atas pemotong yang 
dipungut oleh Direktorat 
Jenderal Bea Cukai 
Harus disetor dalam jangka waktu 
1 (satu) hari kerja setelah 
dilakukan pemungutan pajak. 
10 PPh Pasal 22 yang dipungut 
oleh Bendahara.  
 
Harus disetor pada hari yang sama 
dengan pelaksanaan pembayaran 
atas penyerahan barang yang 
dibiayai dari belanja negara atau 
belanja daerah, dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak 
atas nama rekanan dan 
ditandatangani oleh bendahara 
11 PPh pasal 22 atas penyerahan 
bahan bakar minyak, gas dan 
pelumas kepada penyalur/agen 
atau industri yang dipungut 
oleh wajib pajak badan yang 
bergerak dalam bidang 
produksi bahan bakar minyak, 
gas, dan pelumas. 
Harus disetor paling lama tanggal 
10 (sepuluh) 
 
12 PPh Pasal 22 yang 
pemungutannya dilakukan oleh 
Wajib Pajak Badan tertentu 
sebagai pemungut pajak 
Harus disetor paling lama tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya 
setelah masa pajak berakhir 
13 PPN yang terutang atas 
kegiatan membangun sendiri 
harus disetor oleh orang 
pribadi atau badan yang 
melakukan kegiatan 
membangun sendiri. 
Harus disetor paling lama tanggal 
15 (lima belas bulan berikutnya 
setelah masa pajak berakhir. 
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13a PPN yang terutang atas 
pemanfaatan Barang Kena 
Pajak tidak berwujud dan/atau 
Jasa Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean harus disetor 
oleh orang pribadi atau badan 
yang memanfaatkan Barang 
Kena Pajak tidak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari 
luar Daerah Pabean. 
Harus disetor paling lama tanggal 
15 (lima belas bulan berikutnya 
setelah saat terutangnya pajak 
 
14 PPN atau PPN dan PPnBM 
yang pemungutannya dilakukan 
oleh Bendahara Pengeluaran 
sebagai pemungut PPN 
Harus disetor paling lama tanggal 
7 (tujuh) berikutnya setelah masa 
pajak berakhir 
 
14a PPN atau PPN dan PPnBM 
yang pemungutannya dilakukan 
oleh pejabat penandatanganan 
Surat Perintah Membayar 
sebagai Pemungut PPN. 
Harus disetor pada hari yang sama 
dengan pelaksanaan pembayaran 
kepada Pengusaha Kena Pajak 
Rekanan Pemerintah melalui 
Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN).
15 PPN atau PPnBM yang 
pemungutannya dilakukan oleh 
pemungut PPN selain 
Bendahara Pemerintah yang 
ditunjuk 
Harus disetor paling lama tanggal 
15 (lima be!as bulan berikutnya 
setelah masa pajak berakhir. 
 
16 PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak 
dengan kriteria tertentu (Pasal 
3 ayat (3b) Undang-Undang 
KUP) yang melaporkan 
beberapa masa pajak dalam 
satu Surat Pemberitahuan Masa 
Harus dibayar paling lama pada 
akhir masa terakhir 
 
17 Pembayaran masa selain PPh 
Pasal 25 bagi Wajib Pajak 
dengan kriteria tertentu (Pasal 
3 ayat (3b) Undang-Undang 
KUP) yang melaporkan 
beberapa masa pajak dalam 
satu Surat Pemberitahuan Masa 
Harus dibayar paling lama sesuai 
dengan batas waktu untuk 
masing-masing jenis pajak.  
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nama dan dalam bentuk apa pun; pensiun dan 
pembayaran berkala lainnya; 
b. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia; 
c. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan 
asuransi luar negeri. 
2. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong harus 
disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) 
bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya 
pajak. 
3. Pemotong pajak PPh Pasal 26 diwajibkan untuk 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-
lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak 
berakhir. 
4. Pemotong pajak PPh Pasal 26 harus memberikan tanda 
bukti pemotongan PPh Pasal 26 kepada orang pribadi 
atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan 
yang dipotong. 
5. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas 
penghasilan berupa Penghasilan Kena Pajak sesudah 
dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di 
Indonesia, terutang dan harus dibayar lunas selambat-
lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga 
setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, 
sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. 
Namun, apabila bentuk usaha tetap tersebut meminta 
perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan, pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 26 berdasarkan penghitungan 
sementara, terutang pajak dan hams dibayar lunas pada 
saat surat permohonan perpanjangan disampaikan, 
akan tetapi tidak melampaui tanggal dua puluh lima 
bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun 
pajak berakhir. 
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b. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia; 
c. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan 
asuransi luar negeri 
2. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong harus 
disetorkan selambat-1 tanggal 10 (sepuluh) bulan 
takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya 
3. Pemotong pajak PPh Pasal 26 diwajibkan untuk 
menyampaikan Surat Pemb Masa selambat-lambatnya 
20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. 
4. Pemotong pajak PPh Pasal 26 harus memberikan tanda 
bukti pemotongan yang diptong.  
5. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas 
penghasilan beruap penghasilan kena pajak sesudah 
dikurangi pajak dari suatu bentuk usah tetap di 
Indonesia. Terutang dan harus dibayar lunas selambat-
lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga 
setelah tahun pajak bagian tahun pajak berakhir, 
sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. 
Namun, apabila bentuk usaha tetap tersebut meminta 
perpanjangan jangka waktu penyampaian surat 
pemberitahuan tahunan, pemotongan pajak. 
 
F. PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK 
1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang pada 
akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya 
penghasilan yang bersangkutan, atas penghasilan 
berupa: 
a. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam 
bentuk dividen, bunga, termasuk premium, 
diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 
jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan 
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 
harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, 
atau kegiatan; hadiah dan penghargaan dengan 
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5. Surat Ketetapan Pajak 
Besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun 
pajak sebagai pajak tertuang dalam surat yang 
diistilahkan dengan tetapan pajak (Belanda: aauslagbiljet, 
Inggris: notice assessment/tax essessment). 
Pengertian surat ketetapan pajak sesuai dengan 
Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Cara Perpajakan (KUP) adalah surat 
ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tarn Surat 
Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar. Surat Ketetapan ini sebagai suatu 
ketetapan tertulis (istilah hukum dalam bahasa Belanda 
yaitu schriftelijeke beschikking) yang menimbulkan hak dan 
kewajiban, memuat besarnya utang pajak tahun tertentu 
bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum 
dalam surat keterangan pajak. Surat ketetapan pajak ini 
merupakan tembusan dari kohir sehingga bentuk kohir 
sama dengan surat ketetapan pajak. Dengan 
modernisasi administrasi, istilah tidak digunakan lagi, 
tetapi dalam pengadministrasian masih bermakna 
penting si pengawasan penagihan pajak terutang. 
Dari tinjauan teori yang disampaikan oleh R. 
Soemitro (1988) membedakan ketetapan pajak sebagai 
berikut 13: 
1.  Surat Ketetapan Pajak Sementara (voozlopige aauslag) 
Surat ketetapan pajak sementara ini seperti yang 
pernah dijelaskan sebelumnya surat ketetapan 
pajak yang dikeluarkan otoritas pajak pada awal 
tahun yang me besarnya pajak terutang sementara 
yang harus dibayar. Dengan ketetapan sementara 
inilah diharapkan uang pajak dapat segera masuk 
                                                            
13Lihat Ibit, hal 52 
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dalam kas negara untuk pembiayaan pengeluaran 
negara. Ketetapan pajak sementara ini juga 
menimbulkan banyak masalah terutama banyaknya 
ragam pengadministrasian nya dan banyaknya 
waktu dibutuhkan untuk mengelola. Oleh karena 
itu, sistem ini diubah sejak adanya refoi pajak (tax 
reform) di Indonesia. 
2.  Surat Ketetapan Pajak Primitif 
Surat ketetapan pajak primitif ini adalah surat 
ketetapan pajak yang didasarkan data yang 
diberikan Wajib Pajak tanpa adanya koreksi atau 
perubahan dari pihak otoritas pajak. 
3.  Surat Ketetapan Pajak Rampung (definitieve aauslag) 
Surat ketetapan pajak rampung ini adalah sebagai 
kebalikan dari surat ketetapan sementara. Seperti 
telah dijelaskan sebelumnya, bahwa surat ketetapan 
pajak ramp diterbitkan pada akhir tahun yang 
jumlahnya tentu dapat menjadi lebih besar atau 
kecil sehingga Wajib Pajak dapat pula mengajukan 
keberatan atas surat ketetapan rampung ini. 
4.  Surat Ketetapan Pajak Tambahan (bejvordering) 
Surat ketetapan pajak tambahan ini diterbitkan 
sehubungan dengan pemu: pajak sebagai contoh 
pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas 
pembayar. yang sekarang dikenal dengan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 (dahulu pajak upah) ketetapan 
pajak ini dimaksudkan agar pemberi kerja 
membayar kekurangan pajak telah dipotong. 
5.  Surat Ketetapan Tagihan Susulan (navorderings 
aauslag) 
Surat ketetapan pajak tagihan susulan ini 
diterbitkan apabila di kemudian hari ternyata ada 
hal baru yang diketahui atau hal yang belum 
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2. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau 
kegiatan. 
3. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun 
4. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya 
5. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan  
6. Keuntungan karena pembebasan utang 
Sesuai dengan ketentuan ini, sebagai contoh suatu 
badan subjek pajak dalam membayarkan royalti sebesar Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib luar 
negeri, maka subjek pajak dalam negeri tersebut 
berkewajiban  untuk memotong pajak penghasilan sebesar 
20%. Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, 
negara domisilinya adalah negai tempat orang pribadi 
tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan bila 
penerim manfaat adalah badan maka negara domisilinya 
adalah negara tempat pemilik atau lebi dari 50% (lima puluh 
persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri, maupun 
bersama-sam, berkedudukan atau efektif manajemennya 
berada. 
 
E. PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK 
1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang pada 
akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya 
penghasilan yang bersangkutan, atas penghasilan 
berupa: 
a. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam 
bentuk dividen, bunga, premium, diskonto, dan 
imbalan sehubungan dengan jaminan 
pengembalian royalti, sewa, dan penghasilan lain 
sehubungan dengan penggunaan hart. sehubungan 
dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan; hadiah dan 
pengharga nama dan dalam bentuk apa pun; 
pensiun dan pembayaran berkala lainya.  
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1. Badan pemerintah 
2. Subjek pajak dalam negeri 
3. Penyelenggara kegiatan 
4. Bentuk usaha tetap; atau 
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; 
Yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar 
negeri selain bentuk usah, Indonesia. Dikecualikan sebagai 
pemotong pajak PPh Pasal 26 atas imbalan dengan nama, 
dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, 
jasa, dan kegiatan yang d oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 
luar negeri dan organisasi internasional. 
 
D. KETENTUAN PASAL 26 SESUAI UNDANG-
UNDANG PAJAK PENGHASILAN TAHUN 
2008 
Ketentuan baru dalam Pasal 26 Undang-Undang 
Pajak Penghasilan 2008 yang berlal tanggal 1 Januari 2009 
bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Waji 
luar negeri dari Indonesia sebagai objek pajak pemotongan 
PPh Pasal 26. Undang-Pajak Penghasilan menganut dua 
sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban 
perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang 
menjalankan usaha atau melakukan melalui suatu bentuk 
usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang 
membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya. Ketentuan 
ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang 
bersun Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
luar negeri seJain bentuk usaha Jenis-jenis penghasilan yang 
wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam: 
1. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam 
bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, 
dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, 
royal sewa serta penghasilan lain sehubungan 
dengan penggunaan harta; 
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terungkap pada saat diterbitkan ketetapan 
rampung (novum). 
Kewenangan dan saat/jangka waktu 
menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan dengan 
digunakan sistem self assessment berada pada otoritas 
pajak tetap diperlukan. Hal ini perlu diingat makna self 
assessment tersebut yang memberikan kewenangan, 
kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak 
untuk menghitung, hitungan, menyetor, dan melapor 
sendiri pajak yang terutang. 
6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ini 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besar 
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok besarnya sanksi 
administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar. 
Menyimak Pasal 13 Undang-Undang KUP dan 
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor un 2007 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan 
berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan 
kewenangan IT Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 5) dalam hal 
terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam 
jangka waktu i) tahun setelah saat terutangnya pajak 
atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun atau tahun 
pajak. 
Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Bayar yang pada 
hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu saja. 
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Surat Ketetapan Kurang Bayar tersebut dapat 
diterbitkan dalam hal sebagai berikut. 
1.  Hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang 
terutang tidak atau kurang dibayar. pemeriksaan 
dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat 
kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib 
Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat 
juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak 
memiliki data lain di luar data yang disampaikan 
oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat 
dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi 
kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk 
memastikan kebenaran data terhadap Wajib Pajak 
dapat dilakukan pemeriksaan. 
2.  Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam 
jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan 
dan setelah ditegur secara tertulis tidak 
disampaikan pada waktunya sebagaimana 
ditentukan dalam surat teguran.  
Surat Pemberitahuan yang tidak 
disampaikan pada waktunya walaupun telah 
ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan 
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat 
Teguran membawa akibat Direktur Jenderal Pajak 
dapat menerbitkan Surat ditetapkan Pajak Kurang 
Bayar secara jabatan. Terhadap ketetapan seperti 
ini dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan. 
Teguran, antara lain dimaksudkan untuk memberi 
kesempatan kepada Wajib Pajak yang beriktikad 
baik untuk menyampaikan alasan Kau sebab-sebab 
tidak dapat disampaikannya Surat Pemberitahuan 
karena sesuatu hal di luar kemampuannya (force 
majeur). 
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Contoh 1: 
Suatu badan subjek pajak dalam negeri 
membayarkan royaliti sebesar Rp.100.000.000,00 
kepada wajib pajak luar negeri, maka subjek pajak 
dalam negeri tersebut berkewajiban untuk 
memotong pajak penghasilan sebesar: 
20% x Rp 100.000.000,00 = Rp 20.000.000,00. 
Contoh 2: 
Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil 
bagian dalam perlombaan lari maraton 41 
Indonesia, dan kemudian merebut hadiah uang 
sebesar Rp 10.000.000,00, maka atas aadiah 
tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan 
sebesar: 
20% x Rp 10.000.000,00 = Rp 2.000.000,00, 
Contoh 3: 
Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri 
adalah orang pribadi yang tidak bertempat ruiggal 
di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih 
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang menerima 
atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau 
imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 
dan kegiatan. Sebagai contoh Sahota adalah 
pegawai asing yang berada di Indonesia kurang 
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, status 
kawin mempunyai dua orang anak. la memperoleh 
gaji pada bulan Maret 2011 sebesar US$2,5 
sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp 8.500,00 per 
US$1,00 
 
C. PEMOTONG PAJAK 
Pajak Penghasilan Pasal 26 dipotong oleh pihak 
yang wajib membayarkan pe tersebut, yaitu: 
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d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau 
kegiatan 
e. Hadiah dan penghargaan 
f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 
g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; 
dan/atau  
h. Keuntungan karena pembebasan utang. 
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan 
penghasilan neto, dan bersifat penghasilan berupa: 
a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia 
kecuali yang diatur dalar ayat (2) yaitu penghasilan 
yang pengenaan pajaknya diatur dalam pemerintah 
sebagai contoh bunga deposito dan tabungan 
lainnya, pengalil berupa tanah dan/atau bangunan, 
transaksi, saham dan sekuritas lainny; efek dan 
penghasilan tertentu lainnya. 
b. Premi asuransi dan premi reasuransi yang 
dibayarkan kepada perusahaan luar negeri. 
Penghasilan tersebut sebagai objek PPh Pasal 26, 
dengan nama dan dalaj apa pun, yang dibayarkan 
atau terutang oleh Badan Pemerintah, subj dalam 
negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap 
atau perwakil luar negeri lainnya kepada Wajib 
Pajak luar negeri. Ketentuan ini tidak di dalam hal 
Wajib Pajak luar negeri tersebut menjalankan 
usaha atau m kegiatan melalui suatu bentuk usaha 
tetap di Indonesia, atau apabila premi dari 
penjualan harta tersebut telah dikenai pajak 
berdasarkan ketentuaj ayat (2). 
3. Sebesar 20% (dua puluh persen) bersifat final dari 
Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari 
suatu usaha tetap, kecuali penghasilan tersebut 
ditanamkan kembali di Indonesia maka tidak dipotong 
PPh Pasal 26 
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3.  Hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas 
Barang Mewah ternyata tidak seharusnya 
dikompensasikan selisih Wajib pajak atau tidak 
seharusnya tarif 0% (nol persen), bagi Wajib Pajak 
yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan di 
bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak _£an 
atas Barang Mewah, yang mengakibatkan pajak 
yang terutang tidak atau kurang dibayar kurang 
dibayar dikenai sanksi administrasi dengan 
menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar 
ditambah dengan kenaikan sebesar 100% (seratus 
persen). 
4.  Kewajiban pembukuan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat 
diketahui besarnya pajak yang terutang. Bagi Wajib 
Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan 
sebagaimana dim dalam Pasal 29 sehingga 
Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung 
pajak yang seharusnya terutang, Direktur Jenderal 
Pajak berwenang menerbitkan Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar dengan penghitungan secara 
jabatan, yaitu penuhi pajak didasarkan pada data 
yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja. 
Pembuktian atas uraian penghitungan yang 
dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh 
Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib 
Pajak. Sebagai contoh: 
(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 tidak lengkap selling peng-hitungan 
laba rugi atau peredaran tidak jelas 
(2) Dokumen-dokumen pembukuan tidak 
lengkap sehingga angka-angka pembukuan 
tidak dapat diuji atau  
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(3) Dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-
fakta yang diketahui besar dug 
disembunyikannya dokumen atau data 
pendukung lain di suatu tempat sehingga dari 
sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak 
menunjukkan itikad baiknya untuk membantu 
kelancaran jalannya pemeriksaan. Beban 
pembuktian tersebut berlaku juga bagi 
ketetapan yang diterbitkan sebagai, dimaksud 
pada butir 2. 
5.  Kepada Wajib Pajak diterbitkan Norma Pokok 
Wajib Pajak (NPWP) dan/atau diakui sebagai 
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan (perhatikan 
Pasal 2 ayat 4a Undang-Undang KUP). 
Dengan demikian dasar yang digunakan untuk 
menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar adalah 
sebagai berikut. 
a.  Hasil penelitian terhadap keterangan lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal j ayat (1) 
Undang-Undang KUP. 
b.  Hasil pemeriksaan terhadap:  
(1) Surat Pemberitahuan; atau 
(2) Kewajiban perpajakan karena Wajib Pajak 
tidak menyampaikan Surat Pemberi setelah 
ditegur dan tetap tidak disampaikan 
(3) Hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap: 
  Wajib Pajak yang melakukan perbuatan 
sebagaimana diatur dalam Pas; Undang-
Undang KUP 
  Wajib Pajak Badan yang dilakukan 
pemeriksaan bukti permulaan karena 
memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) 
dan ayat (3 a) Undang-Undang tetapi 
tidak ditentukan bukti permulaan bahwa 
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8 
PAJAK PPH 26 
 
 
 
  
A. SUBJEK PAJAK PPH PASAL 26 
Penerima penghasilan sebagai subjek pajak yang 
dipotong PPh Pasal 26 yaitu orang pribadi dengan status 
sebagai subjek Pajak luar negeri menerima atau memperoleh 
penghasilan dengan nama dalam bentuk apa pun, sepanjang 
tidak dikecualikan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak, 
dari Pemotong PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan dalam 
haubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, 
termasuk penerima pensiun.  
 
B. TARIF, OBJEK PAJAK, DAN SIFAT 
PENGENAANNYA 
Tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 pada 
dasarnya dapat dikelompokkan tiga, yaitu sebagai berikut. 
1. Sebesar 20%  (dua puluh persen) dari jumlah bruto 
penghasilan yang atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri 
dan bersifat final atas penghasilan berupa. 
a. Dividen; 
b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan 
sehubungan dengan pengembalian utang. 
c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan 
dengan penggunaan harta 
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Contoh: 
1. Penghasilan di luar negeri (SPT) Rp 1.000.000.000,00 
2. Penghasilan dalam negeri tahun 2009  
  Rp 2.000.000.000,00 
3. Penghasilan di luar negeri setelah dikoreksi 
Di luar negeri Rp    700.000.000,00 
4. Pajak atas penghasilan yang terutang  
Di luar negeri misalnya 40% 
 PPh pasal 25 yang dibayar Rp     500.000.000,00 
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Wajib Pajak melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan. 
Seperti disebutkan dalam hasil penelitian 
terhadap keterangan lain, bahwa kriteria lain tersebut 
termasuk: 
(1)  Risalah data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak 
yang tidak menyampaikan dan ditegur tetapi tidak 
disampaikan. 
(2)  Risalah mengenai temuan pemeriksaan bukti 
permulaan terkait dengan pembuatan indikasi 
tindak pidana di bidang perpajakan.  
(3)  Risalah temuan penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan dalam hal penyidikan dihentikan 
(perhatian Pasal 44a Undang-Undang KUP) 
(4)  Putusan penyidikan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang 
Dipidana karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang 
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
negara.  
7. Surat Ketetapan Pajak Nihil 
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan wajib pokok 
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 
pajak tidak terutang dan ada kredit pajak. 
SKPN ini diterbitkan didasarkan pada hasil 
pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan bila jumlah 
kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama 
dengan jumlah pajak terutang atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran 
pajak. 
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8. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak lebih besar daripada pajak yang 
terutang atau seharusnya terutang. Direktur Jenderal 
Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih 
(SKPLB) berdasarkan: 14 
a.  Hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran 
pajak atas permohonan Wajib (perhatikan Pasal 17 
ayat (2) Undang-Undang KUP) terdapat kelebihan 
pembayaran  pajak yang seharusnya tidak terutang 
b.  Hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan 
terdapat jumlah kredit pajak jumlah pajak yang 
dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang 
terutang (perhatian Pasal 17 ayat (1) Undang-
Undang KUP)  atau 
c.  Hasil pemeriksaan terhadap permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran (perhatikan 
Pasal 17B Undang-Undang KUP) terdapat jumlah 
kredit pajak atau pajak yang dibayar lebih besar 
daripada jumlah pajak yang terutang. 
9. Keberatan  
Peradilan pajak adalah suatu proses dalam 
hukum pajak yang bermaksud memberikan keadilan 
kepada wajib pajak maupun otoritas pajak sebagai 
pemungut pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
Penyelesaian sengketa pajak dilakukan oleh 
otoritas pajak yaitu Direktorat Jenderal. sebagai 
peradilan administrasi tidak murni (Rochmad Soemitro, 
1988). Peradilan dari yang dimaksud, yaitu peradilan 
yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat sebagai 
                                                            
14      Lihat, Ibit . hal. 54 
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SPT PPh Badan Pembetulan SPT 
1 Penghasilan 
luar negeri 
Rp 1.000.000.000,00 1 Penghasilan 
luar negeri  
Rp 2.000.000.000,00 
2 Penghasilan 
dalam negeri 
Rp 2.000.000.000,00 2 Penghasilan 
dalam negeri 
Rp 2.000.000.000,00 
3 Penghasilan 
Kena Pajak 
Rp 3.000.000.000,00 3 Penghasilan 
Kena Pajak 
Rp 4.000.000.000,00 
4 PPh terutang  
(tarif pasal 17)
Rp    840.000.000,00 4 PPh terutang  
(tarif pasal 17) 
Rp 1.120.000.000,00 
5 Kredit pajak luar negeri:  
Rp 1.000.000.000,00 
Rp 3.000.000.000,00  X   
Rp 840.000.000,00  
5 Kredit pajak luar negeri:  
Rp 1.000.000.000,00 
Rp 3.000.000.000,00   X  Rp 
1.120.000.000,00 
 = Rp 280.000.000,00  = Rp 560.000.000,00 
6 Harus di 
bayar di 
Indonesia 
Rp 560.000.000,00 6 Harus di bayar 
di Indonesia 
Rp 560.000.000,00 
7 PPh Pasal 25 Rp 500.000.000,00 7 PPh Pasal 25 Rp 560.000.000,00 
8 PPh Pasal 29 Rp   60.000.000,00 8 PPh Pasal 29 Rp   60.000.000,00 
Dalam contoh ini terjadi NIHIL. Bila terjadi kurang bayar tidak 
ditagih bunga. 
NIHIL 
 
Apabila koreksi fiskal di luar negeri menyebabkan 
penghasilan dan pajak atas penghasilan yant terutang di luar 
negeri lebih kecil dari yang dilaporkan dalam surat 
pemberitahuan tahunana, sehingga pajak di luar negeri lebih 
dibayar, maka hal ini akan mengakibatkan pajak penghasilan 
yang terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil, 
sehingga pajak penghasilan menjadi lebih dibayar. Atas 
kelebihan bayar pajak tersebut dapat dikembalikan kepada 
wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak 
lainnya.  
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D. PERUBAHAN BESARNYA PENGHASILAN 
LUAR NEGERI 
Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan 
yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan 
pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun 
pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen 
yang berkenaan dengan perubahan tersebut. 
Apabila akibat pembetulan tersebut terjadi koreksi 
fiskal di luar negeri yang menyebabkan adanya tambahan 
penghasilan yang mengakibatkan pajak atas penghasilan 
yang terutang di luar negeri lebih besar daripada yang 
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, sehingga 
pajak di luar negeri kurang dibayar, maka terdapat 
kemungkinan Pajak Penghasilan di Indonesia juga kurang 
dibayar. 
Sepanjang koreksi fiskal di luar negeri tersebut 
dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak melalui pembetulan 
Surat Pemberitahuan Tahunan, maka atas kekurangan 
tersebut tidak dikenakan bunga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 tentang KUP. 
Contoh: 
1. Penghasilan di luar negeri (SPT) Rp 1.000.000.000,00 
2. Penghasilan dalam negeri tahun 2009  
 Rp 2.000.000.000,00 
3. Penghasilan di luar negeri setelah dikoreksi di luar 
negeri   Rp 2.000.000.000,00 
4. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar  
Negeri misalnya 40% 
5. PPh Pasal 25 yang dibayar Rp. 500.000.000,00 
6. PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal di luar 
negeri sebagai berikut: 
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peradilan administrasi murni. Pendapat  Rochmad 
Soemitro (1964) yang menyimpulkan tentang unsur 
yang diperlukan agar dikategorikan sebagai peradilan, 
adalah sebagai berikut15 : 
1.  Adanya suatu aturan hukum yang abstrak  
Dalam setiap peradilan tentu terdapat suatu aturan 
abstrak yang mengikat umum. Tersebut dapat 
berupa aturan tertulis yaitu undang-undang. 
2.  Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit 
Adanya perselisihan atau sengketa itu 
dipersyaratkan, namun masih perlu ditambahkan 
bahwa perselisihan harus dikemukakan pada 
instansi atau lembaga yang bahwa diputuskan. 
3.  Sekurang-kurangnya ada dua pihak 
Adanya perselisihan atau sengketa diperlukan 
paling sedikit dua pihak. Apabila persoalan 
tertentu pada saat atau keadaan yang sama dan 
terdapat pendapat berlainan antara dua pihak, hal 
ini dikatakan terdapat suatu perselisihan. 
Perselisihan  inilah yang merupakan sebab bagi 
suatu peradilan. 
4.  Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang 
memutuskan perselisihan Keharusan adanya suatu 
aparatur yang mengadili suatu perkara diartikan 
sebagai  yang memberi keputusan mengenai 
perkara yang diajukan kepadanya. Dimaksud i 
memberikan keputusan ialah menetapkan suatu 
aturan hukum pada suatu per yang  konkrit kecuali 
hal-hal yang masih dimungkinkan adanya banding 
atau Peradilan administrasi sebagai suatu peradilan 
yang harus memenuhi syarat tersebut tetapi juga 
diperlukan unsur-unsur khusus lainnya, yaitu: 
                                                            
15     Lihat, Ibit. Hal.  77 
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(1) Sifat aturan hukum yang harus ditetapkan 
(2) Perselisihan hukum yang konkrit 
(3) Sekurang-kurangnya ada dua pihak 
(4) Aparatur yang melakukan peradilan 
administrasi. 
Sedangkan kekhususan bidang pajak bahwa 
suatu peradilan administrasi dapat sebagai peradilan 
administrasi pajak terletak sifat dari para pihak yang 
berselisih, perselisihannya tentu dalam hal ini antara 
pihak otoritas pajak sebagai pemungut pat kasus atau 
perselisihan bidang pajak. Selanjutnya peradilan 
administrasi ini dikelola menjadi dua, adalah sebagai 
berikut. 
1.  Peradilan Administrasi Murni 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 
peradilan administrasi murni sebagai peradilan 
administrasi yang memenuhi empat syarat di atas. 
Dahulu, bidang per Indonesia mengenai Majelis 
Pertimbangan Pajak (Raad van Beroep VoorBelast 
Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) adalah suatu 
badan yang dibentuk dengan undang (Staatsblad 
Nomor 29 Tahun 1927) dan merupakan badan 
yang berdiri sendiri diberi tugas mengadili 
perselisihan di bidang pajak. Badan ini merupakan 
berdiri sendiri yang secara organisatoris tidak 
termasuk atau di luar Direktorat Pajak. Pada tahun 
1997, MPP berubah menjadi Badan Penyelesaian 
sengketa Pajak (BPSP)  berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Pajak. Penyempurnaan berikutnya 
pada tahun 2002 berubah kembali menjadi Pajak 
(PP), yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2002 tentang Pajak. Masalah Pengadilan 
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penghasilan berupa dividen. Pasal 18 ayat (2) Undang-
Undang Pajak Penghasilan mengatur kewenangan Menteri 
Keuangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen 
oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal usaha 
di luar negeri selain badan usaha yang menual sahamnya di 
bursa efek dengan ketentuan: 
1. Penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri sekurang-
kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham 
yang disetor; atau 
2. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri 
lainnya memiliki penyertaan modal sebesar 50% (lima 
puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang 
disetor. 
Beberapa contoh perhitungan  
PT Amarta yang berkedudukan di Jakarta menerima dan 
memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2011 
dari sumber luar negeri sebagai berikut. 
1. Penghasilan dari hasil usaha di Singapura dalam 
tahun pajak 2011 sebesar Rp 800.000.000,00. 
2. Dividen atas pemilikan saham pada "Singapore 
Ltd." di Singapura sebesar Rp 200.000.000,00 yang 
berasal dari keuntungan tahun 2008 yang ditetapkan 
dalam rapat pemegang saham tahun 2010 dan baru 
dibayar dalam tahun 2011. 
3. Dividen atas penyertaan saham sebesar 70% pada 
Sung Lie Corporation di Hong Kong yang 
sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp 
75.000.000,00 yang berasal dari keuntungan saham 
tahun 2009 yang berdasar keputusan menteri 
keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2011. 
4. Bunga kuartal IV tahun 2011 sebesar Rp 
100.000.000,00 dari Riza di Kuala Lumpur yang 
baru akan diterima bulan Juli 2012. 
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Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena 
Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. 
3. Kemungkinan penghasilan dari luar negeri tersebut 
berasal dari beberapa negara penghitungan kredit pajak 
dilakukan untuk masing-masine negara.  
4. Penghasilan Kena Pajak yang digunakan sebagai 
perbandingan (perhatikan butir 2) tidak termasuk 
penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final 
yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 
Pajak Penghasilan tentang penghasilan yang dikenakan 
pajak bersifat final yaitu diatur dengan peraturan 
pemerintah dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak 
tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) 
dan ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan.  
Penghasilan anak yang belum dewasa Pasal 8 ayat 
(4) mengatur bahwa penghasilan anak yang belum dewasa 
digabung dengan penghasilan orang tuanya kecuali 
penghasilan yang berasal dari pekerjaan yang tidak ada 
hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang 
mempunyai hubungan istimewa dengan anak tersebut. 
Apabila ternyata Pajak Penghasilan yang dibayar atau 
terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang 
diperkenankan, atas kelebihan tersebut tidaklah dapat 
diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang 
tahun berikutnya, maka kelebihan itu tidak boleh 
dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan 
tidak dapat dimintakan restitusi/pengembalian. 
Prinsip dasarnya, Pajak Penghasilan dikenakan atas 
Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dasar seluruh 
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik 
penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar 
negeri. Dengan demikian, digabungkan seluruh penghasilan 
yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dalam 
tahun pajak sesuai keputusan menteri keuangan untuk 
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Pajak ini diuraikan pada bab yang ada di Buku 
Indonesia 2 (Waluyo, 2011). 
2.  Peradilan Administrasi Tidak Murni  
Dalam peradilan administrasi tidak murni ini yaitu 
peradilan yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat 
sebagai peradilan administrasi murni. Peradilan 
administrasi tidak murni merupakan bagian dari 
salah satu pihak. Dalam hukum isi menurut 
Rochmat Soemitro (1964) terdapat berbagai 
bentuk peradilan, tetapi sebenarnya bukan 
peradilan dalam arti yang sebenarnya atau bahkan 
tidak tepat disebut sebagai peradilan. Oleh karena 
itu, muncul istilah peradilan tidak murni. Dalam 
kategori tersebut meliputi: 
(1) Ketetapan administrasi murni 
(2) Kuasa peradilan (peradilan murni) 
(3) Ketetapan semi administrasi dan  
(4) Semi peradilan 
Uraian peradilan tidak murni disampaikan 
dengan lengkap dalam Pengantar Hukum pajak, namun 
sebagai pelengkap dalam membahas peradilan 
administrasi ini,  penulis uraian mengenai kuasai 
peradilan (peradilan semu). Dalam kuasa peradilan, 
tampak unsur-unsur seperti:   
a.  Adanya suatu perselisihan antara Wajib Pajak 
dengan Otoritas Pajak yang diajukan oleh pihak 
yang berkepentingan 
b.  Badan atau pejabat yang berwenang memutuskan 
perselisihan bagian dari atau termasuk dalam 
Otoritas pajak 
c.  Adanya kewajiban untuk memberi keputusan dan  
d.  Keputusan dipengaruhi oleh pandangan dibanding 
administrasi.     
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Berapa persoalan yang bersangkutan dengan 
toleransi (keberatan), yaitu pokok, pemasukan Surat 
Keberatan, isi Surat Keberatan, pembuktian, dan 
keputusan surat keberatan. Dalam perkembangannya, 
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2007 
tentang KUP, penulis membatasi kajian Ilmu Hukum 
Pajak. Uraian berikut ketentuan formal bagi Wajib 
Pajak yang mengajukan keberatan ataupun banding.  
Dengan mengacu pada Pasal 25 Undang-
Undang KUP bahwa Wajib Pajak dapat keberatan 
hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:  
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
c. Surat ketetapan pajak lebih bayar 
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil 
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 
Pada prinsipnya Wajib Pajak dapat mengajukan 
keberatan hanya kepada Direktur Pajak bila Wajib 
Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, 
dan pemotong atau pemungutan pajak tidak 
sebagaimana mestinya. Keberatan yang diajukan yaitu 
me materi atau isi dari ketetapan pajak, meliputi antara 
lain jumlah rugi berdasarkan ketetapan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya 
pajak, atau pemotong pemungutan pajak. Pengertian 
suatu adalah 1 (satu) keberatan hams diajukan tertentu  
(satu) jenis pajak dan 1 (satu) masa pajak atau tahun 
pajak. Sebagai contoh, keberatan. ketetapan Pajak 
Penghasilan tahun pajak 2008 dan tahun pajak 2009 
harus diajukan: masing dalam 1 (satu) Surat Keberatan 
tersendiri. Untuk 2 (dua) tahun pajak tersebut diajukan 
2 (dua) buah Surat Keberatan.  
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Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri 
dilakukan untuk: 
1. Penghasilan dari usaha yaitu dilakukan dalam tahun 
pajak diperolehnya penghasilan tersebut. 
2. Penghasilan lainnya yaitu dilakukan dalam tahun pajak 
diterimanya penghasilan tersebut. 
3. Penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Pajak Penghasilan, 
yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat dividen 
tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan menteri 
keuangan. 
4. Penggabungan penghasilan ini tidak diperkenankan 
apabila terjadi kerugian yaitu di luar negeri.  
 
Saat Penggabungan Penghasilan  
Apabila dalam Penghasilan Kena Pajak ternyata 
terdapat penghasilan yang berasal negeri, maka penghasilan 
yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan 
dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang 
di Indonesia. Pengkreditan pajak tersebut dilakukan dalam 
tahun pajak digabungkannya pei dari luar negeri dengan 
penghasilan di Indonesia. 
Tata Cara Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri  
Ketentuan mengenai jumlah pajak luar negeri yang 
boleh dikreditkan adalah berikut. 
1. Jumlah kredit pajak yang besarnya paling tinggi sama 
dengan jumlah pajak yanj atau terutang di luar negeri, 
tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. 
2. Jumlah tertentu seperti pada butir 1 dihitung menurut 
perbandingan antara penghasilan dari luar negeri 
terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan 
pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, 
paling tinggi sama dengan pajak yang tenifc 
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7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah 
negara tempat harta tetap berada; keuntungan karena 
pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk 
usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap 
berada. 
Memperhatikan pengertian luas dari penghasilan 
tersebut, maka penentuan sumber peng-hasilan selain 
penghasilan seperti pada butir 1 sampai dengan butir 8 
menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dianut 
di atas. Sebagai contoh, Tn. Abidin sebagai Wajib Pajak 
dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan 
dalam tahun 2011 rumah tersebut dijual. Keuntungan dari 
hasil penjualan rumah merupakan penghasilan yang 
bersumber di Singapura karena rumah tersebut terletak di 
Singapura. 
Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian 
pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga 
besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi 
lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka 
selisihnya ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang 
terutang menurut undang-undang Pajak Penghasilan ini. 
Sebagai contoh, dalam tahun 2011, Wajib Pajak mendapat 
pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 
2010 sebesar Rp 500.000.000,00 yang semula telah termasuk 
dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang 
terutang untuk tahun pajak 2010, maka jumlah sebesar Rp 
500.000.000,00 tersebut ditambahkan pada Pajak 
Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 2011. 
 
C. PENGGABUNGAN PENGHASILAN 
Untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang 
atas seluruh penghasilan yar atau diperoleh Wajib Pajak 
dalam negeri, baik dari dalam negeri maupun dari luar maka 
seluruh penghasilan Wajib Pajak tersebut digabungkan. 
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Alasan yang menjadi dasar penghitungan 
dimaksud, yaitu alasan-alasan yang dilampiri dengan 
photocopy surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, 
atau bukti pemotongan Wajib Pajak yang mengajukan 
keberatan tidak dapat mengajukan permohonan: 
a.  Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
berupa bunga, denda, dan yang terutang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan 
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 
kesalahannya 
b.  Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan 
pajak yang tidak benar; atau 
c.  Pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil 
pemeriksaan yang dilaksanakan 
(1) Penyampaian Surat Pemberitahuan hasil 
pemeriksaan atau 
(2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan 
Wajib Pajak. 
10. Persiapan dan Saat Pengajuan Surat Keberatan 
Surat Keberatan disampaikan oleh Wajib Pajak 
ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib  Pajak 
terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak 
dikukuhkan yaitu melalui cara berikut ini.16 
a.  Penyampaian secara langsung yaitu penyampaian 
Surat Keberatan melalui Pelayanan, Penyuluh, dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah 
tempat Wajib Pajak terdaftar, dan/atau tempat 
Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan Penyampaian 
ini diikuti bukti. 
b.  Pos dengan bukti pengiriman surat. 
c.  Cara lain, yaitu: 
                                                            
16Lihat, Ibit. Hal.  80 
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(1) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa 
kurir dengan bukti pengiriman Perusahaan 
jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah 
perusahaan yang badan hukum yang 
memberikan jasa pengiriman surat jenis 
tertentu pengiriman Surat Keberatan ke 
Direktorat Jenderal Pajak 
(2) Cara lainnya dilakukan dengan e-filling melalui 
ASP. Penyampaian  Keberatan secara 
elektronik yang selanjutnya disebut e-filling 
adalah s penyampaian Surat Keberatan yang 
dilakukan secara online yang real-air penyediaan 
jasa aplikasi (application service provider-ASP). 
Tata cara pengajuan keberatan yang wajib pajak 
mengajukan surat dalam bentuk surat keberatan yang 
harus memenuhi yaitu: 
a.  Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.  
b.  Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau 
jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak 
dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar 
penghitungan 
c.  1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 
(satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) 
pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) 
pemungutan pajak. 
d.  Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus 
dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui 
wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan 
e.  Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal dikirim surat keputusan pajak atau sejak 
tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh 
pihak ketiga kecuali wajib pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak 
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berdasarkan undang-undang Pajak Penghasilan. Cara 
penghitungan besarnya pajak yang dapat dikreditkan 
selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  
Penentuan sumber penghasilan menjadi sangat 
penting dalam perhitungan  kredit pajak atas penghasilan  
yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat 
dikreditkan terhadap dalam arti luas. Dalam menghitung 
batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber 
penghasilan ditentukan oleh: 
1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta 
keuntungan dari pengalihan saham tan sekuritas lainnya 
adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham 
atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat 
kedudukan. 
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa 
sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah 
negara tempat pihak yang membayar atau dibebani 
bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan 
atau berada  
3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan 
penggunaan harta tidak bergerak adalah negara tempat 
harta tersebut terletak. 
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, 
pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak 
yang membayar atau dibebani imbalan tersebut 
bertempat kedudukan atau berada. 
5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat 
bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan. 
6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak 
penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan 
atau permodalan dalam perusahaan pertambangan 
adalah negara tempat lokasi penambangan berada. 
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Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas pen 
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.  
Sebagai contoh. 
PT Amanda di Indonesia merupakan pemegang saham 
tunggal dari negara Indonesia. Di Negara tersebut dalam 
tahun 2011 memperoleh keuntungan sebesar 
US$100.000,00. Pajak Penghasilan yang berlaku di 
Negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. 
Peng-hitungan atas dividen tersebut adalah sebagai 
berikut.  
 
Keuntungan Z Inc.  US$ 100.000,00 
Pajak Penghasilan (Corporate Income Tax) 
atas Z Inc. (48%)  US$ 48.000,00 (-) 
 US$ 52.000,00 
Pajak atas dividen (38%)  US$ 19.760,00 (-)  
Dividen yang dikirim ke Indonesia         US$ 32.240,00 
 
Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap 
seluruh Pajak yang terutang atas PT Amanda adalah pajak 
yang langsung dikenakan atas yang diterima atau diperoleh 
di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu US$19.760,00. 
Pajak Penghasilan (Corporate income Tax) atas Z Inc. sebesar 
tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang 
terutang atas PT pajak sebesar US$48.000,00 tersebut tidak 
dikenakan langsung atas diterima atau diperoleh PT 
Amanda dari luar negeri, melainkan pajak keuntungan Z 
Inc. di Negara X. 
Agar dapat memberikan perlakuan pemajakan yang 
sama antara diterima atau diperoleh dari luar negeri dan 
penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia, 
maka besarnya pajak yang dibayar atau terutang di luar 
negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia tetapi 
tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung 
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dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan 
wajib pajak (force majeru) dan  
f.  Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, 
dan dalam hal surat keberatan ditandatangani 
bukan oleh wajib pajak, dan dalam hal surat 
keberatan ditandatangani bukan oleh wajib pajak, 
surat keberatan tersebut harus dihampiri dengan 
surat keberatan.  
Apabila persyaratan tersebut di atas belum 
terpenuhi, wajib pajak masih dapat menyampaikan 
perbaikan surat keberatan dengan melengkapi 
persyaratan yang belum terpenuhi sebelum jangka 
waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat 
ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau 
pemungutan pajak oleh pihak ketiga (perhatikan syarat 
nomor 5) tanggal penyampaian perbaikan surat 
keberatan itulah yang merupakan tanggal surat 
keterangan diterima.  
Untuk kepentingan pengajuan keberatan, wajib 
pajak dapat meminta kepada direktorat Jenderal Pajak 
untuk memberi keterangan secara tertulis hal-hal yang 
menjadi dasar pengenaan pajak suatu penghitungan 
rugi. Dalam hal ini  
11. Keputusan Keberatan 
Jangka waktu penyelesaian keberatan ditetapkan 
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus 
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. 
Bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas 
keberatan dapat berupa: 
a. Mengabulkan seluruhnya atau sebagian 
b. Menolak 
c. Menambah besarnya jumlah pajak yang masih 
harus dibayar  
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Bila jangka waktu penyelesaian keberatan 
terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak 
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, maka 
keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap 
dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak wajib 
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan 
keberatan Wajib Pajak. 
12. Sanksi dalam Keberatan Wajib Pajak 
Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang KUP 
menyatakan bahwa terhadap keberatan wajib pajak 
ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak 
mengajukan permohonan banding dikenai sanksi 
administrasi berupa denda 50% (lima puluh persen) 
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan 
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan. Sanksi denda harus dilunasi 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan 
Surat Keputusan Keberatan dan penagihan dengan 
Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak 
tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 
sebesar 50% (Lima puluh persen). Sebagai contoh, 
untuk pajak tahun 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00 diterbitkan 
terhadap PT RESKY. Dalam pembahasan hasil akhir 
pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang 
harus dibayar sebesar Rp 200.000,000,00. Wajib Pajak 
telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp 
200.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan 
atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak 
mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan 
jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 
750.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak 
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7 
PAJAK PENGHASILAN 
PASAL 24 
 
 
 
 
A.  PERMOHONAN KREDIT PAJAK LUAR 
NEGERI 
Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, 
Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada 
Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan: 
1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari 
luar negeri. 
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (Tax Return) yang 
disampaikan di luar Negeri dan 
3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. 
Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus 
disampaikan bersamaai penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan. Namun, atas peri Wajib Pajak, 
Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu 
penyampaian lampiran-lampiran permohonan tersebut 
karena alasan-alasan di luar kemampuan wajib Pajak (force 
majear).  
 
B. PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN 
PENENTUAN SUMBER PENGHASILAN  
Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar 
negeri yang dapat dikreditkan 1 pajak yang terutang di 
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dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang KUP Pasal 19, tetapi dikenai sanksi 
sesuai dengan ayat ini yaitu sebesar 50% x (Rp 
750.000.000,00 - Rp 200.000.000,00) = Rp 
275.000.000,00. 
Surat Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak, 
kewenangan penyelesaian pada tingkat pertama 
diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan 
ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas 
keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima. 
Dengan ditentukannya batas waktu 
penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti 
akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib 
Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan. 
Sanksi administrasi berupa denda 50% (lima puluh 
persen) tidak dikenakan bila Wajib Pajak mengajukan 
banding. 
Dalam hal tertentu Wajib Pajak tidak 
menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka 
waktu yang telah ditetapkan walaupun telah ditegur 
secara tertulis tetap tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan yang membawa akibat Direktur 
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar secara jabatan dan Wajib Pajak 
yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pada 
saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 yang mengakibatkan Direktur 
Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak 
yang seharusnya terutang. Untuk itulah Direktur 
Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan. 
Berkaitan dengan pembuktian atas uraian penghitungan 
yang menjadi dasar perhitungan secara jabatan itulah 
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dibebankan kepada Wajib Pajak. Sebagai contohnya 
adalah sebagai berikut. 
a. Adanya pembukuan yang tidak lengkap, sehingga 
penghitungan laba rugi atau peredaran tidak jelas. 
b. Dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga 
angka-angka tidak dapat diuji. 
c. Dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta 
yang diketahui besar dugaan disembunyikannya 
dokumen data pendukung lain di suatu tempat 
tertentu. Dari sikap demikian jelas menunjukkan 
bahwa Wajib Pajak tidak beriktikad baik untuk 
membantn kelancaran pemeriksaan.   
Dengan demikian terhadap Wajib Pajak yang 
menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara 
jabatan dan Wajib Pajak tidak dapat membuktikan 
ketidakbenaran surat ketetapan pajak tersebut secara 
jabatan, maka pengajuan keberatannya ditolak. 
Dari pemikiran bahwa dalam hal Wajib Pajak 
mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib 
Pajak harus melunasi pajak yang masih harus dibayar 
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak 
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum 
keberatan disampaikan. Jangka waktu pelunasannya 
Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah 
pajak yang harus dibayar bertambah wajib dilunasi 
dalam jangka 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 
Namun, Pasal 25 ayat (7) Uridang-Undang menyatakan 
tentang penangguhan jangka waktu tersebut sehingga 
jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat 
ketetapan pajak tertangguhkan sampai dengan 1 (satu) 
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan 
Keberatan. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak 
menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga 2% 
(dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 
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pinjaman dan/atau pemberian pembiayaan termasuk 
yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah. 
3. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) 
terdiri atas: 
a. Perubahan pembiayaan yang merupakan badan 
usaha dalam bank dan lembaga keuangan bukan 
bank yang khusus didirikan untuk melakukan 
kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha 
lembaga pembiayaan dan telah memperoleh usaha 
dari Menteri Keuangan. 
b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 
Milik Daerah yang khusus didirkan untuk 
memberikan sarana. Pembiayaan bagi usaha 
makro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk 
PT (Persero) Permodalan Nasional Madani. 
 
E. SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN 
PELAPORAN 
1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terutang pada 
akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan 
terutangnya penghasilan yang ber yang dimaksud 
dengan saat terutangnya penghasilan yang 
bersangkutan, pembebanan sebagai biaya oleh 
pemotong pajak sesuai dengan metode yang dianutnya. 
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh 
pemotong pajak selir tanggal 10 (sepuluhj bulan 
takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. 
3. Pemotong pajak PPh Pasal 23 diwajibkan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan selambat-
lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak 
berakhir. 
Pemotong pajak PPh Pasal 23 harus memberikan tanda 
bukti pemotongan, pribadi atau badan yang dibebani 
membayar Pajak Penghasilan yang di potong. 
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b. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik 
Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang 
menerima dividen, kepemilikan saham pada badan 
yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua 
puluh lima pesen) dari jumlah modal yang disetor 
dan dividen yang diterima oleh orang pribadi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) 
Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
4. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3) huruf i Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi 
kepada anggotanya. 
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan 
usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai 
penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur 
dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
 
D. PENGHASILAN ATAS JASA KEUANGAN 
Memperhatikan Pasal 23 ayat (4) huruf  “h” 
Undang-Undang Pajak Penghasilan prinsipnya mengatur 
tidak dilakukannya pemotongan PPh Pasal 23 atas 
penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha 
atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penga pinjaman 
dan/atau pembiaya-an lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri Keuangan NOB 251/PMK.03/2008 mengatur 
Penghasilan yang dikecualikan dimaksud meliputi berikut 
ini:  
1. Penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang 
dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang 
berfungsi sebagai pengatur pinjaman dan/atau 
pembiayaan, tidak dilakukan pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 23. 
2. Penghasilan jasa keuangan adalah berupa bunga atau 
imbalan imbalan lain dilakukan atas penyaluran 
PENGANTAR PERPAJAKAN 
  79
19 Undang-Undang KUP bahwa hal tersebut tidak 
berlaku terhadap jumlah pajak yang belum dibayar pada 
saat pengajuan keberatan. Jumlah pajak yang belum 
dibayar pada saat pengajuan keberatan tersebut tidak 
termasuk sebagai utang pajak. 
13. Pembuktian Ketidakbenaran Ketetapan Pajak 
Bagi Wajib Pajak yang mengajukan keberatan 
harus disertai alasan yang kuat seperti pengenaan pajak. 
Untuk itu, Wajib Pajak dapat meminta keterangan 
secara tertulis hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, 
penghitungan rugi, atau pemungutan pajak yang telah 
ditetapkan, Kemungkinan dapat terjadi 
kekuranglengkapan, maka sesuai Pasal 26 (2) bahwa 
sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat 
menyampaikan tambahan atau penjelasan tertulis. 
Dalam proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak yang  
telah diajukan atas surat ketetapan pajak sebagai akibat 
Surat Pemberitahuan (SPT) tidak dalam jangka waktu 
yang telah ditetapkan baik untuk SPT Masa maupun 
SPT tahunan yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (3) 
dan setelah ditegur secara tertulis ternyata disampaikan 
pada waktunya yang tertera dalam Surat Teguran, dan 
Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pasal 28 atau Pasal 
29 sehingga tidak dapat diketahui besarnya yang 
terutang maka Wajib Pajak hams dapat membuktikan 
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Surat 
ketetapan pajak yang diajukan keberatan tersebut atas 
pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan sebagai 
akibat seperti penjelasan di atas. Apabila Wajib Pajak 
tidak membuktikannya, keberatan yang diajukan akan 
ditolak. 
14. Banding  
Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui atas 
keputusan keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan 
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banding ke Pengadilan Pajak (PP) sebagai upaya hukum 
dalam menyelesaikan perselisihan/sengeketa di bidang 
perpajakan. Tentang tata cara Wajib Pajak dalam 
mengajukan tatting akan diuraikan dalam Bab 
Pengadilan Pajak pada Buku Perpajakan Indonesia 2 
tersendiri. Pada subbab banding, akan dijelaskan 
ketentuan banding sebagaimana diatur KUP sesuai 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 
Sebagaimana diratur dalam Pasal 27 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP 
menegaskan seperti berikut ini:17   
a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
banding hanya kepada badan peradilan pajak atas 
Surat Keputusan Keberatan. 
b. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan 
pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata 
usaha Negara 
c. Permohonan banding diajukan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan 
Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan 
Surat Keputusan Keberatan. Untuk keperluan 
pengajuan permohonan banding, Direktur 
Jenderal Pajak berkewajiban memberikan 
keterangan. Terhadap Wajib Pajak yang 
mengajukan banding, jangka waktu pelunasan 
pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada 
saat pengajuan keberatan menjadi tertangguhkan 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan putusan banding. Jangka waktu 
pelunasan pajak dimaksud yaitu yang telah diatur 
dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat 
                                                            
17Lihat, Ibit hal. 85 
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atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri 
berkenaan dengan suatu kegiatan yang 
diselenggarakan.  
2. Sebesar 2 % dari jumlah bruto atas: 
a. Sewa dan penghasilan dengan harta yang 
penggunaan harta, kecuali sewa dan pengahasilan 
lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai 
pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) dan 
b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa 
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan 
jasa lain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 21.   
3. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau 
memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan butir 
2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan 
yaitu menjadi lebih ringgi 100% (seratus persen) 
dibanding tarif sebagaimana ditetapkan pada butir 1 
dan butir 2. 
 
C. BUKAN OBJEK PAJAK 
Yang tidak Termasuk dalam pengertian penghasilan 
yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut.  
1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.  
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan 
dengan sewa dengan hak opsi.  
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh 
perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, 
koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha 
Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha 
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, 
dengan syarat: 
a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; 
dan 
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nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, 
disediakan untuk di] atau telah jatuh tempo pembayarannya 
oleh: 
1. Badan pemerintah; 
2. Subjek pajak badan dalam negeri; 
3. Penyelenggara kegiatan; 
4. Bentuk usaha tetap; atau 
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada 
Wajib Pajak dalam ne, bentuk usaha tetap. 
Terhadap orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam 
negeri dapat dttunjuk ole Pajak sebagai pemotong pajak, 
saat terutangnya. Pemotongan Pajak Penghasilan oleh 
pihak-pihak sebagai pemotong pajak sebagai dimaksud pada 
Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu terutang 
pada aki dilakukan pembayaran atau akhir bulan 
terutangnya penghasilan bersangkutan bei pada peristiwa 
yang terjadi terlebih dahulu. 
 
B. TARIF DAN OBJEK PAJAK 
Tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat 
dikelompokkan menjadi tiga, adalah berikut. 
1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas: 
a. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak 
Penghasilan; 
b. Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf f; 
c. Royalti; dan 
d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain 
yang telah dipotoi Penghasilan Pasal 21 ayat (1) 
huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
Sedangkan hadiah dan penghargaan yang dipotong 
Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah hadiah dan 
penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima 
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(7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat 
pengajuan keberatan. 
d. Terhadap jumlah yang belum dibayar pada saat 
pengajuan keberatan seperti pada butir 4 tersebut 
tidak termasuk sebagai utang pajak yang dimaksud 
Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang KUP yaitu utang 
pajak yang dapat dikompensasikan. 
e. Bila permohonan banding ditolak atau dikabulkan 
sebagian, Wajib Pajak akan dikenai sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan 
banding dikurangi dengan pembayaran pajak. 
Sebagai contoh perhitungan: Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PT Ananta sebesar 
Rp 1.000.000.000,00. Dalam pembahasan akhir 
hasil pemeriksaan Wajib Pajak hanya menyetujui 
Rp 200.000.000,00 dan mengajukan keberatan atas 
jumlah pajak yang disetujui telah dilunasi. Putusan 
keberatan mengabulkan sebagian, dengan pajak 
yang harus dibayar menjadi Rp 750.000.000,00. 
Wajib Pajak dimaksud tidak menyetujui putusan 
tersebut yang selanjutnya mengajukan banding. 
Putusan banding pengadilan pajak bahwa pajak 
yang harus dibayar menjadi Rp 450.000.000,00. 
Kasus sedemikian terhadap sanksi administrasi 
berupa bunga 2% per bulan (Pasal 19 UU KUP) 
maupu sanksi administrasi berupa denda (Pasal 25 
ayat (9)) tidak dikenakan. Tetapi mengenai 
sanksinya justru sanksi administrasi berupa denda 
Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP sebesar 
100% (Rp 450.000.000,00 - Rp 200.000.000,00) = 
Rp 250.000.000,00. 
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6 
PAJAK PENGHASILAN 
PASAL 23 
 
 
 
 
A. PEMOTONG PAJAK  
Pemotong pajak penghasilan Pasal 23 (pemberi 
hasil) adalah sebagai berikut: 
1. Badan pemerintah 
2. Subjek pajak badan dlama negeri  
3. Penyelenggara kegiatan  
4. Bentuk usaha tetap  
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri 
tertentu, yang ditunjutk oleh Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan pasal 23, 
yaitu: 
a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah 
tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan 
yang melakukan pekerjaan bebas; atau 
b. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan 
menyelenggarakan pembuki pembayaran berupa 
sewa. 
Selanjutnya undang-undang Pajak Penghasiian yang 
diberlakukan per 1 jam menetapkan bahwa penghasilan 
sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu per dengan 
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a. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak 
(pembeli/pedagang pengumpul) 
b. Lembar kedua sebagai lampiran bulanan kepada 
Kantor Pelayanan Pajak  
c. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang 
bersangkutan. 
13. Pemungut pajak diwajibkan melaporkan hasil 
pemungutannya dengan menggunakan surat 
Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.  
14. Penyetoran pajak Penghasilan Pasal 22 seperti pada 
angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10, dan pelaporan 
PPh Pasal 22 dilakukan sesuai jangka waktu yang telah 
ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan tentang 
penentuan tanggal jatuh tempo yang pembayaran, 
penyetoran, dan pelaporan pemungutan pajak.  
15. Pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor 
barang, pembelian barang oleh pemungut pajak seperti 
pada angka 2, angka 3, angka 4, penjualan hasil 
produksi industri semen, industri kertas, industri baja, 
dan industri otomotir dan pembelian bahan-bahan 
untuk keperluan industri atau ekspor bersifat tidak final 
dan dapat diperhitungkan sebagai pembayara Pajak 
Penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib Pajak yang 
dipungut. Pemungutan Pajak Pengahsilan Pasal 22 atas 
penjualan bahan bnakar minyak, gas, dan pelumas 
kepada: 
a. Penyalur/agen bersifat final. 
b. Selain  penyalur/agen bersifat tidak final. 
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3 
PAJAK PENGHASILAN 
UMUM 
 
 
 
 
A.  SEJARAH DAN PENGERTIAN UMUM 
PAJAK PENGHASILAN 
Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari 
pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi 
Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama 
tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum 
Masehi. Pengenaan pajak pajak penghasilan secara eksplisit 
yang diatur dalam suatu Undang-undang sebagai Income 
Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di 
Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali 
dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, di mana dasar 
pengenaan pajak adalah " a person's faculty, personal 
faculties and abilitites",Pada tahun 1646 di Massachusetts 
dasar pengenaan pajak didasarkan pada "returns and gain". 
“Tersonal faculty and abilities" secara implisit adalah 
pengenaan pajak pengahasilan atas orang pribadi,sedangkan 
"Returns and gain" berkonotasi pada pajak penghasilan 
badan. Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di 
Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal 
tahun 1861 yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami 
tax reform, terakhir dengan Tax Reform Act tahun 1986. 
Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang 
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dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang 
Pajak Federal tersebut telah dipergunakan sampai dengan 
tahun 1962.1 
Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia 
dimulai dengan adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 
1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa 
terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat 
berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai 
dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan 
perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia 
dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat 
banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam 
perlakuan perpajakan Tercatat beberapa jenis pajak yang 
hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti "patent 
duty". sebaliknya business tax atau bedrijfsbelasting untuk orang 
pribumi.Di samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1916 
dikenal adanya Poll Tax yang pengenaannya berdasarkan 
status pribadi, pemilikan rumah dan tanah. 
Tahun 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan 
yang diperlakukan untuk orang Eropa, dan badan-badan 
yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan 
kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan 
pajaknya penghasilan yang berasal dari barang bergerak 
maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha, 
penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran 
berkala. Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2% dan 3% 
atas dasar kriteria tertentu. Selanjutnya, tahun 1920 
dianggap sebagai tahun unifikasi, dimana dualistik yang 
selama ini ada, dihilangkan dengan diperkenalkannya 
General Income Tax yakni Ordonansi Pajak Pendapatan 
Yang Dibaharui tahun 1920 (Ordonantie op de Herziene 
Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No.312) 
                                                            
1 http://id.wikipedia.org/wiki/syarat pemungutan pajak" Kategori: 
Perpajakan. 2011 
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6. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-
bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut 
pada saat pembelian.  
7. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor 
barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:  
a. Improtir yang bersangkutan atau 
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
8. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian 
barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud 
dalam angka 2, angka 3, angka 4, wajib disetor oleh 
pemungut ke kas negara melalui kantor Pos, bank 
devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri 
Keuangan, dnegn amenggunakan Surat Setoran Pajak 
yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani 
oleh pemungut pajak.  
9. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan 
bakar minyak, gas, dan pelumas, dan penjualan hasil 
produksi industri semen, industri kertas, industri baja, 
dan industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke 
kas negara melalui Kantor Pos,  
10. Pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembalian 
bahan-bahan tunuk keperluan industri atau ekspor oleh 
badan usaha industri atau eksportir yang bergerak 
dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan 
perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara 
melalui Kantor Pos, bank Debisa, atau bank yang 
ditunjuk oleh Menteri Keuangan.  
11. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importer, 
direktro Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak 
sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, angka 
4, menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang 
berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.  
12. Pemungut Pajak sebagaiman dimaksud dalam angka 5, 
angka 6, dan angka 7 wajib menerbitkan Bukti 
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalma rangkap 
3 (tiga), yaitu: 
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2. Bukti administrasi atas pengecualian tersebut dapat 
diberikan dengan: 
a. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan 
Pasal 22 yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak 
yaitu untuk pengecualian pada angka 1 dan angka 
7 
b. Tanpa SKB atau otomatis yaitu untuk 
pengecualian pada angka 4, angka, 6, dan angka 8. 
3. Pelaksanaan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 
22 dilakukan oleh I Jenderal Bea dan Cukai yang tata 
caranya diatur oleh Direktur Jenderal Cukai dan/atau 
Direktur Jenderal Pajak yaitu untuk pengecualian pada 
angl pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 atas 
barang impor yang terkena Masuk 0% (nol persen) 
seperti disebut pada butir 1. 
Tata cara dalam hal melakukan pemungutan, 
penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilari yang 
dilakukan oleh pemungut diatur sebagai berikut. 
1. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang, 
dan dilunasi bersamaarj saat pembayaran Bea Masuk. 
2. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau 
dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 Terutang 
dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen 
Pemberitahua Barang (PIB). 
3. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh 
pemungut disebut pad 2, angka 3, dan angka 4 terutang 
dan dipungut pada saat pembayaran. 
4. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil 
produksi industri semen, industri: industri baja, dan 
industri otomotif terutang dan dipungut pada saat 
penjualan. 
5. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan 
bakar minyak, gas, terutang dan dipungut pada saat 
penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery 
order). 
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yang berlaku baik bagi penduduk pribumi, orang Asia 
maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 
ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas 
keadilan domisili dan asas sumber. 
Karena desakan kebutuhan dengan makin 
banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti 
perkebunan-perkebunan (ondememing), pada tahun 1925 
ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 
(Ordonantie op de Vennootschapbelasting) yakni pajak 
yang dikenakan tethadap laba perseroan, yang terkenal 
dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah 
mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan 
antara lain dengan UU No. 8 tahun 1967 tentang Psnibahan 
dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak 
Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak 
Perseroan tahun 1925 yang dalam praktck lebih dikenal 
dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya 
adalah dengan UU No. 8 tahun 1970 dimana fungsi pajak 
mengatur/regulerend dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 
1925., khususnya tentang ketentuan "tax holiday". Ordonasi 
PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 
1983, yakni pada saat diadakannya tax reform, Pada awal 
tahun 1925-an yakni dengan mulai berlakunya Ordonansi 
Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan pajak 
pendapatan di Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan 
untuk merevisi Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, yakni 
dengan ditetapkannnya Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 
1932 (Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, 
Staatsblad 1932, No.111) yang dikenakan kepada orang 
pribadi (Personal Income Tax). Asas-asas pajak penghasilan 
telah diterapkan kepada penduduk Indonesia; kepada bukan 
penduduk Indonesia hanya dikenakan pajak atas 
penghasilan yang dihasilkannnya di Indonesia; Ordonansi 
ini juga telah mengenal asas sumber dan asas domisili. 
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Dengan makin banyak perusahaan-perusahaan di 
Indonesia, maka kebutuhan akan mengenakan pajak 
terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka 
pada tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Pajak Upah 
(loonbelasting) yang memberi kewajiban kepada majikan 
untuk memotong Pajak Upah/gaji pegawai yang 
mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan 15%. 
Pada zaman Perang Dunia II diberlakukan Oorlogsbelasting 
(Pajak Perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada 
tahun 1946 diganti dengan nama Overgangsbelasting (Pajak 
Peralihan). Dengan UU Nomor 21 tahun 1957 nama Pajak 
Peralihan diganti dengan nama Pajak Pendapatan tahun 
1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Pajak 
Pendapatan sendiri disingkat dengan PPd. Saja. Ord. PPd. 
1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama 
dengan perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU 
No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan 
Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak 
Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih 
terkenal dengan "UU MPO dan MPS". Perubahan lainnya 
adalah dengan UU No. 9 tahun 1970 yang berlaku sampai 
dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni dengan 
diadakannya tax reform di Indonesia. 
Pengertian Pajak Penghasilan adalah suatu jenis 
pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. 
Dimana Subyek Pajak tersebut dikenakan pajak 
apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dan 
Subyek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 
dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia 
disebut sebagai Wajib Pajak. 
Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang 
diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau bagian 
tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah 
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r. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data 
batas dan foto udara wilayah negara Republik 
Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional 
Indonesia; dan/ atau 
s. Barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi 
yang importasinya dilakukan f oleh Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama. 
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-
nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. 
4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang 
yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam 
kualitas yang sama atau barang-barang yang telah 
diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan 
pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan 
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak 
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 angka 3, dan 
angka 4, berkenaan dengan: 
a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 
2.000.000,00 (dua juta ruipaih) dan tidak 
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 
b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar 
minyak, listrik, gas, pelumas, PDAM, dan benda-
benda pos. 
6. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras 
oleh Perusahaan Urr Urusan Logistik (BULOG). 
7. Emas batangan yang akan diproses untuk 
menghasilkan barang perhiasan untuk tujuan ekspor. 
8. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan 
dengan penggunaan dar Operasional Sekolah (BOS). 
Perlu diperhatikan dalam pemungutan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 (perhatikan pengecualian dari 
pemungutan PPh Pasal 22), yaitu sebagai berikut. 
1. Pengecualian dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 
22 atas Impor pada anj berlaku dalam hal barang impor 
tersebut dikenakan tarif Bea Masuk 0% (nol persen) 
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h. Barang pindahan 
i. Barang pribadi penumpang, awak sarana 
pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman 
sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan kepabeanan 
j. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah yang ditujukan untuk 
kepentingan umum 
k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, 
termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi 
keperluan pertahanan dan keamanan negara 
l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk 
menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan 
dan keamanan negara. 
m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program 
Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 
n. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-
buku pelajaran agama. 
o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan 
danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal 
pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal 
tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan 
pelayaran atau alat keselamatan manusia yang 
diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran 
Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan 
nasional 
p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat 
keselamatan penerbangan atau alat keselamatan 
manusia, peralatan untuk perbaikan atau 
pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh 
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional 
q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk 
perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang 
diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api 
Indonesia. 
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tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun 
buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun 
buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. 
Dasar Hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-
undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana dirubah dengan Undang-undang nomor 10 
tahun 1994 dan dirubah terakhir dengan Undang-undang 
nomor 36 tahun 2008 yang digunakan secara efektif per 1 
Januari 2009. Kewajiban pajak bagi wajib pajak secara 
lengkap meliputi kewajiban menghitung dan membayar 
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 
dalam suatu kegiatan usaha, serta melakukan pemotongan, 
pemungutan pajak, berikut menyetor dan melaporkan ke 
Kantor Pelayanan Pajak setempat. 
Dengan kata lain wajib pajak adalah orang pribadi 
atau badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 
melakukan kewajiban per-pajakan, termasuk melakukan 
pemotongan dan pemungutan pajak. 
 
B. SUBJEK PAJAK 
Pengertian Subjek Pajak diartikan sebagai orang atau 
badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang pajak. 
Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak 
berkenaan dengan diterima atau diperolehnya dalam tahun 
pajak.adapun subyek pajak yaitu:2 
1. Orang Pribadi 
Pengertian Subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan 
yang belum terbagi sebagai badan, dan bentuk usaha 
tetap, sebagai berikut. Pribadi sebagai subjek pajak 
dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia. 
                                                            
2Mardiasmo,  Perpajakan Edisi Revisi 2009, hal .129  penerbit 
Andi 2009, Yogyakarta 
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2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 
menggantikan yang berhak. Warisan terbagi dimaksud 
merupakan subjek pajak pengganti menggantikan 
mereka. berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan 
yang belum terbagi sebagai subjek. mengganti 
dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan 
yang berasal dari warisan  tetap dapat dilaksanakan. 
3. Badan 
Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang 
KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau 
modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 
usaha maupun melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 
Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik 
negara dan badan usaha milik daerah merupakan 
subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan 
bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan 
pemerintah, sebagai contoh lembaga, badan, dan 
sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan 
merupakan subjek pajak. Dalam pengertian 
perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, 
perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang 
mempunyai kepentingan yang sama.  
4. Bentuk usaha tetap 
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang 
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat 
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cara pungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak 
atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor 
Pos. 
 
D. DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN 
PAJAK 
Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan 
Pasal 22. 
1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tidak terutang Pajak Penghasilan. 
2. Impor barang yang dibebaskan dari puntutan Bea 
Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai: 
a. Barang perwakilan negara asing beserta para 
pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan 
asas timbal balik.  
b. Barang untuk keperluan badan internasional 
beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan 
tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan 
terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang 
mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan 
bea masuk dan cukai atas impor barang untuk 
keperluan badan internasional beserta para 
pejabatnya yang bertugas di Indonesia.  
c. Barang kirimkan hadiah untuk keperluan ibadah, 
umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk 
kepentingan penanggulangan bencana.  
d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatan, 
konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang 
terbuka untuk umum.  
e. Barang untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan 
f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra 
dan penyandang cacat lainnya 
g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu 
jenazah. 
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harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan 
Nilai. 
Dalam pemungutan Pasal 22 tersebut ternyata pihak 
Wajib Pajak yang dipungut tidak memiliki NPWP sebagai 
konsekuensinya. Terhadap Wajib Pajak yang dipungut 
diterapkan tarif PPh Pasal 22 yang lebih tinggi 100 % 
dibanding tarif yang diterapka: Wajib Pajak yang memiliki 
NPWP. Ketentuan penerapan tarif yang lebih tinggi, dibe 
untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang 
pengenaannya bersifat tidak final.  
 
C.  SAAT TERUTANG DAN PELUNASAN PPH 
PASAL 22 
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan 
oleh pihak-pihak sebagaimai pada Pasal 22 ayat (1) Undang-
Undang Pajak Penghasilan, terutang pada saat pen kecuali 
ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Penetapan saat 
terutang dan pelunas Penghasilan Pasal 22 diatur sebagai 
berikut. 
1. Atas kegiatan impor barang, PPh Pasal 22 Terutang 
pada saat bersamaan den pembayaran bea masuk. 
Apabila pembayaran bea masuknya ditunda atau dib 
PPh Pasal 22 terutang pada saat penyelesaian dokumen 
PIB (Pemberitahua Barang). 
2. Atas kegiatan pembelian barang, PPh Pasal 22 
Terutang dan dipungut pada saat dilakukan  
pembayaran. 
3. Atas pembelian hasil produksi PPh Pasal 22 Terutang 
dan dipungut saat penjualan.  
4. Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, 
PPh Pasal 22 ,1 dan dipungut pada saat penerbitan 
Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order). 
5. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang atau 
bahan-bahan oleh pemun 2, 3,4, 7 dilaksanakan dengan 
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tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak 
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, bentuk 
usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak 
tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya 
dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. 
Pengenaan Pajak Penghasilan bentuk usaha tetap ini 
mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam 
pengertian badan. (Perhatikan Pasal 2 ayat (la) Undang-
Undang Pajak Penghasilan). 
 
C. SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN 
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI 
Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:3 
1. Subjek Pajak Dalam Negeri 
Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri 
adalah sebagai berikut. 
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia 
atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih 
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang 
pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat 
tinggal di Indonesia. 
Pada prinsipnya orang pribadi yang 
menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang 
pribadi yang bertempat tinggal atau berada di 
Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang 
pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah 
                                                            
3Waluyo, Perpajakan  Indonesia edisi 10,  hal. 100, salemba  
Jakarta, 2011. 
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mereka yang mempunyai niat untuk bertempat 
tinggal di Indonesia. Apakah seseorang 
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 
Indonesia ditimbang menurut keadaan. 
Keberadaan orang : pribadi di Indonesia lebih dari 
183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus 
berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari 
orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di 
Indonesia. 
b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan 
pemerintah yang memenuhi kriteria: 
1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan 
4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat 
pengawasan fungsional negara. 
c.  Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 
menggantikan yang berhak. Warisan yang belum 
terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi 
sebagai sebagai pajak dalam negeri dianggap subjek 
pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. 
Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban 
perpajakannya, warisan tersebut menggantikan 
kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan 
tersebut talah dibagi, maka kewajiban 
perpajakannya beralih kepada ahli waris. Warisan 
yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang 
pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak 
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(2) 0,3 % (nol koma tiga persen) dari penjualan 
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai  
untuk penjualan kepada SPBU bukan 
Pertamina dan Non-SPBU 
b. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3 % (nol koma tiga 
persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai. 
c. Pelumas sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) dari 
penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 
4. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh 
badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri 
semen, industri kertas, industri baja, dan industri 
otomotif. 
a. Penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol 
koma satu persen) dari dasar pengenaan pajak 
Pajak Pertambahan Nilai. 
b. Penjualan semua jenis semen di dalam negeri 
sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) 
dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan 
Nilai. 
c. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 
dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% (nol 
koma empat puluh lima persen) dari dasar 
pengenaan pajak Pertambahan Nilai. 
d. Penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol 
koma tiga persen) dari dasar pengenaan pajak 
Pajak Pertambahan Nilai. 
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri 
atau ekspor oleh bad, industri atau eksportir yang 
bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, 
pertanian dan perikanan yang ditunjuk sebagai 
pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari j pengumpul 
sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari 
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1. Atas Impor: 
a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), 
sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari nilai 
impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan 
tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari 
nilai impor. 
b. Yang tidak menggunakan Angka Pengenai Impor 
(API), sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen) dari 
nilai impor; dan/atau 
c. Yang tidak dikuasai sebesar 7,5% (tujuh setengah 
persen) dari harga jual lelang. Pengertian nilai 
impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar 
perhitungan bea masuk yaitu cost insurance and 
freight (GIF) ditambah dengan bea masuk dan 
pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
kepabeanan di bidang impor. 
2. Atas pembelian barang yang pemungut pajaknya 
bendahara pemerintah dan KPA, bendahara 
pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan 
mekanisme uang persediaan (UP), dan KPA atau 
pejabat penerbit SPM yang diberi delegasi oleh KPA 
untuk pembayaran kepada pihak ketiga dan mekanisme 
pembayaran langsung (Perhatikan Pemungut Pajak No. 
2, 3, dan 4) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari 
harga pembelian. 
3. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas 
oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, 
dan pelumas adalah sebagai berikut.  
a. Bahan bakar minyak sebesar 
(1) 1,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari 
penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan 
Nilai untuk penjualan kepada SPBU 
Pertamina. 
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menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, 
tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti 
karena pengenaan pajak atas penghasilan yang 
diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud 
melekat pada objeknya. 
2. Subjek Pajak Luar Negeri 
Dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah 
sebagai berikut. 
a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 
Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua buela), dan badan yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia, yang menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 
Indonesia. Bentuk usaha tetap menggantikan 
orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar 
negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
di Indonesia, bagi subjek pajak luar negeri yang 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, 
pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan 
dengan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 
subjek pajak dalam negeri. 
b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 
Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh 
penghasilan dari Indonesia bukan dari 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam 
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hal penghasilan diterima atau diperoleh tanpa 
melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan 
pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak 
luar negeri tersebut. 
Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam 
negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang 
pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah 
menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya 
melebihi Penghasilan Tidak kena Pajak. Subjek pajak badan 
dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau 
bertempat kedudukan di Indonesia, subjek pajak luar negeri 
baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib 
Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan 
yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap 
di Indonesia. Dengan demikian, Pajak adalah orang pribadi 
atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif : 
objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak Pribadi yang menerima 
penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh 
NPWP. 
Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam 
negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam 
pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain berikut ini. 
a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas 
penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, Sedangkan 
Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas 
penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di 
Indonesia. 
b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan 
penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib 
Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan 
bruto dengan tarif pajak sepadan. 
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kegiatan usaha di bidang lain, Badan-badan tertentu, 
baik badan pemerintah maupun swasta berkenaa; 
kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha produksi 
barang tertentu antara lain otomotif dan semen. 
3. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak 
dari pembeli atas penjuaL yang tergolong sangat 
mewah. Wajib Pajak Badan tertentu akan memungut 
pajak dari pembeli atas penjual yang memenuhi kriteria 
tertentu sebagai barang yang tergolong sangal 
pemungutan pajak oleh Wajib Pajak Badan tertentu 
sebagai barang yang tergolc mewah, baik dilihat dari 
jenis barangnya maupun harganya. Seperti kapal pesi 
sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat 
mewah, serta kendara mewah. 
Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan 
mempertimbangkan antara lain:  
a. Penunjukan Pemungut Pajak secara selektif, demi 
pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan 
efisien.  
b. Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan 
c. Prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah 
dilaksanakan. 
Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini, 
dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat 
dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak 
dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan 
pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal 
ini tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini 
dapat bersifat final.  
 
B. TARIF PAJAK  
Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 
ditetapkan sebagai berikut: 
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3. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang 
dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).  
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat 
penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi dengan 
oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang 
dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung 
(LS) 
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri 
semen, industri kertas, industri baja, dan industri 
otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.  
6. Produsen atau importer bahan bakar minyak, gas dan 
pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan 
pelumas.  
7. Industri dan ekskportir yang bergerak dalam sektor 
kehutanan, perkebunana, ertaniana, dan perikanan yang 
ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas 
pembalian bahan-bahan untuk keperluan industri atau 
ekspor mereka dari pedagang pengumpul.  
Dengan ketentuan baru ditegaskan bahwa Menteri 
Keuangan dapat menetapkan pemungut PPh Pasal 22.  
1. Bendahara pemerintah memungut pajak sehubungan 
dengan pembayaran atas penyerahan barang, sesuai 
ketentuan undang-undang Pajak Penghasilan bahwa 
pihak yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak 
adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara 
pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi 
atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara 
lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahar 
termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah 
pemegang kas dan pejabat menjalankan fungsi yang 
sama. 
2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari 
Wajib Pajak yang melakukar di bidang impor atau 
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c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai 
sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam 
suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri 
tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya 
dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. 
Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap 
di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya 
dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan 
Wajib Pajak Badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Pajak Penghasilan dan undang-undang 
yang mengatur mengenai Ketentuan dan Tata Cara 
Perpajakan. 
Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau 
badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di 
luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh 
penghasilan dari Indonesia, baik melalui maupun tanpa 
melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak 
bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia 
tidak lebih dari 183 (serat delapan puluh tiga) hari dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka orang tersebut 
adalah subjek pajak luar negeri. 
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang 
dipergunakan oleh orang pribadi tidak bertempat tinggal di 
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia, orang 
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
{seratus delapan puluh tiga) hari dali jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertei 
kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan di Indent Dengan demikian suatu 
bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu 
tempat usaha (place of business) yaitu suatu fasilitas yang dapat 
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berupa tanah dan gedung termasi juga mesin-mesin, 
peralatan, gudang, dan komputer atau agen elektronik atau 
perala: otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh 
penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan 
aktivitas usaha melalui Internet. Tempat usaha dimaksud 
sifatnya permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia. 
Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui 
bentuk usaha tetap maka terhadap orang pribadi atau badan 
tersebut dikenai pajak melalui bentuk usaha tetap. Orang 
pro atau badan tersebut, statusnya tetap sebagai subjek 
pajak luar negeri. Dengan dei bentuk usaha tetap tersebut 
menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek 
pajak luar negeri dalam rnemenuhi kewajiban perpajakannya 
di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau 
diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap maka 
pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek 
pajak luar negeri tersebut. 
Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah 
sebagai berikut : 
1. Kantor perwakilan negara asing. 
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat 
atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-
orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 
pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, 
dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di 
Indonesia tidak menerima atau memperoleh 
penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya 
tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan 
perlakuan timbal balik. 
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat 
Indonesia menjadi anggota or tersebut dan tidak 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk 
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5 
PAJAK PENGHASILAN 
PASAL 22 
 
 
 
 
A.  PENDAHULUAN  
Pajak penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang 
dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga 
pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan 
dengan pembayaran atas penyerahan barang,  dan badan-
badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta 
berkenaan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan 
usaha di bidang lain.  
Dasar hukum pengenaa pajak Penghasilan Pasal 22 
adalah Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, 
selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 210/PMK.03/2008 berlaku sejak 31 Agustus 2010. 
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaiman 
dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak 
Penghasilan adalah sebagai berikut.  
1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dab Cukai, 
atas Impor barang.  
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah dan 
lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan 
pembayaran atas pembelian barang.  
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memperoleh penghasilan dari Indonesia selain 
pemberian pinjaman kepada pemerintah yang berasal 
dari iuran pada anggota. 
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional 
(perhatikan angka 3) dengan syarat bukan warga negara 
Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan 
dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak 
termasuk subjek pajak ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri 
 
D.  KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF 
Pajak Penghasilan Merupakan jenis pajak subjektif 
yang kewajiban pajaknya melekat pada wang bersangkutan, 
artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak 
dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, 
dalam rangka memberikan, penentuan saat mulai dan 
berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi mulai dan 
berakhirnya kewajiban pajak subjektif tersebut ditentukan 
sebagai berikut:4  
1. Bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, 
kewajiban pajak subjektifnya pada saat ia dilahirkan di 
Indonesia, sedangkan bagi orang pribadi yang berada 
usia  lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) atau orang 
pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 
Indonesia nmyai niat untuk bertempat tinggal di 
Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak 
hari pertama orang pribadi tersebut berada di 
Indonesia atau berniat untuk bertempat tinggal di 
Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi 
                                                            
4Lihat, Ibit, hal 104 
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berakhir pada meninggal dunia atau meninggalkan 
Indonesia untuk selama-lamanya.  
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 
Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada 
saat badan tersebut didirikan atau bertempat 
kedudukan Indonesia dan berakhir pada saat 
dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan 
Indonesia. 
3. Bagi orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 
atau berada di Indonesia odak lebih dari 183 (seratus 
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 
(duabelas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia, kewajiban pajak 
subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi atau badan 
tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (dimulai pada 
saat bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia), 
dan kewajiban pajak subjektifnya berakhir pada saat 
tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (bentuk usaha 
tetap tersebut tidak lagi berada di Indonesia). 
4. Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 
Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 
(dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat 
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 
bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, kewajiban 
pajak subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi atau 
badan tersebut menerima atau memperoleh 
penghasilan dari Indonesia, dan kewajiban pajak 
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PTKP (K/0) setahun  
- Untuk Wajib Pajak sendiri  Rp 15.840.000,00 
- Tambahan Wajib Pajak kawin Rp   1.320.000,00 
- Tambahan tanggungan 2 orang anak  
  Rp   2.640.000,00 
 Rp 19.800.000,00 
Penghasilan Kena Pajak Rp   7.200.000,00 
PPh Pasal 21 Terutang 
5% x Rp  7.200.000,00 Rp     360.000,00 
PPh Pasal 21 sebulan  
 1/12 x Rp 360.000,00 Rp       60.000,00 
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sebulan dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang 
akan diperoleh dalam periode pegawai yang bersangkutan 
akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa 
pensiun.  
Namun, bila waktu pensiun belum dapat diketahui 
dengan pasti maka, pada waktu menghitung PPh Pasal 21 
yang terutang untuk setiap bulan, didasarkan pada perkiraan 
penghasilan neto setahun seperti pada contoh tata cara 
penghitungan pegawai yang masih memiliki kewajiban 
subjektif berhenti bekerja pada tahun berjalan. 
Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan 
pegawai yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif 
berhenti bekerja pada tahun berjalan.  
Contoh:  
Rudi berstatus kawin dengan 2 (dua) orang anak yang 
masih menjadi tanggungan, berkerja sebagai pegawai 
tetap pada PT Dancow dengan gaji sebulan sebesar Rp 
5.000.000,00 setiap bulan membayar iuran pensiun 
sebesar Rp 250.000,00 ke Dana Pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 
Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Dancow  
terhitung mulai 1 Juli 2011, Rudi akan memasuki masa 
pensiun.  
Penghitungan  PPh Pasal 21 sebagai berikut:  
Gaji sebulan    Rp  5.000.000,00 
Pengurangan:  
1. Biaya jabatan:     
5% x Rp 4.052.000,00 Rp     250.000,00 
2. Iuran pensiun Rp     250.000,00 
  Rp     500.000,00 
Penghasilan Neto Sebulan  Rp   4.500.000,00 
Penghasilan Neto 6 bulan (masa bekerja Januari 
s/d Juni 2011)  
Rp 4.500.000 x 6Rp  27.000.000,00 
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subjektifnya berakhir pada saat tidak lagi menerima 
atau memperoleh penghasilan tersebut. 
5.  Bagi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 
menggantikan yang berhak, kewajiban pajak 
subjektifnya dimulai pada saat timbulnya warisan yang 
belum terbagi tersebut, yaitu pada saat meninggalnya 
pewaris, sehingga sejak saat itu pemenuhan kewajiban 
perpajakannya melekat pada warisan tersebut. 
Kewajiban pajak subjektif warisan berakhir pada saat 
warisan tersebut selesai dibagi kepada para ahli 
warisnya, sehingga sejak saat itu pemenuhan kewajiban 
perpajakannya beralih kepada para ahli warisnya. 
6. Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang 
bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya 
meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun 
pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Dapat terjadi 
orang pribadi menjadi subjek pajak tidak untuk jangka 
waktu satu tahun pajak penuh, misalnya orang pribadi 
yang mulai menjadi subjek pajak pada pertengahan 
tahun pajak, atau yang meninggalkan Indonesia untuk 
selama-lamanya pada pertengahan tahun pajak. Jangka 
waktu yang kurang dari satu tahun pajak tersebut 
dinamakan bagian tahun pajak yang menggantikan 
tahun pajak. 
 
E. Cara Menghitung Pajak 
 
Cara menghitung Pajak Penghasilan adalah 
mengalikan Tarif Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak. 
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak 
 
Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang 
terutang, dibedakan antara Wajib Pajak negeri dan Wajib 
Pajak luar negeri. bagi Wajib Pajak dalam negeri pada 
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dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya 
Penghasilan Kena Pajak, yaitu: 
1. Penghitungan PPh dengan dasar pembukuan. 
2. Penghitungan PPh dengan dasar pencatatan. 
Bagi Wajib Pajak luar negeri, Penghasilan Kena 
Pajak sebagai dasar penghitungan Penghasilan adalah 
sebesar penghasilan bruto, sehingga Pajak Penghasilan yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak 
dengan Penghasilan Bruto. 
1. Penghitungan PPh dengan Dasar Pembukuan: 
a. Wajib Pajak Badan 
Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara 
mengurangkan penghasilan yang merupakan objek 
pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan 
menurut pajak.5 
Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan sebagai Objek Pajak - Biaya 
 
Contoh penghitungan: 
Peredaran bruto tahun 2011 (objek pajak WP Badan)  
Rp 120.000.000.000,00 
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan  Rp   65.000.000.000,00  
Penghasilan Kena Pajak      Rp   55.000.000.000,00 
 
PPh Badan Terutang:       25% x Rp 55.000.000.000,00 =    
Rp 13.750.000.000,00 
b. Wajib Pajak Orang Pribadi  
Menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib 
Pajak Orang Pribadi, di samping biaya-biaya yang 
diperkenankan menurut pajak, penghasilan yang 
merupakan objek dikurangi pula dengan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak. 
                                                            
5   Lihat, Ibit. Hal 105 
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Premi Jaminan Kematian  (0.3%) Rp       12.000,00 
Penghasilan bruto sebulan  Rp  4.052.000,00 
1. Biaya jabatan:     
5% x Rp 4.052.000,00 Rp     202.600,00 
2. Iuran pensiun Rp       30.000,00 
3. Iuran Jaminan Hari Tua  Rp       80.000,00 
  Rp     312.600,00 
Penghasilan Neto Sebulan Rp   3.739.400,00 
 
Penghasilan Neto Setahun Sebesar : 
12 x Rp 3.739.400,00 Rp 44.872.800,00 
PTKP (K/0) setahun  
- Untuk Wajib Pajak sendiri  Rp 15.840.000,00 
- Tambahan Wajib Pajak kawin Rp   1.320.000,00 
 Rp 17.160.000,00 
Penghasilan Kena Pajak sebesar. Rp 27.712.800,00 
Pembulatan Rp 27.712.800,00  
PPh Pasal 21 Terutang 
5% x Rp 27.712.800,00 Rp 1.385.600,00 
PPh Pasal 21 sebulan  
1/12 x Rp 1.385.600,00 Rp   115.500,00 
Apabila suaminya bekerja, besarnya PTKP jumriani 
hanya PTKP untuk diri sendiri sebesar Rp 
15.840.000,00 (statrus TK/0) 
 
 
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun Yang 
Dibayarkan secara Berkala (Bulanan) 
Penghitungan PPh Pasal 21 sebelum pensiun di 
tempat pemberi kerjaApabila waktu pensiun telah dapat 
diketahui dengan pasti pada awal tahun, sebagai  contoh 
berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi 
kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang 
bersangkutan, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang 
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Penghasilan Neto setahun 
12 x Rp 3.750.000 Rp 45.000.000,00 
PTKP (K/0) setahun  
- Untuk wajib pajak sendiri  Rp 15.840.000,00 
- Tambahan Wajib Pajak kawin Rp   1.320.000,00 
  Rp 17.160.000,00 
Penghasilan Kena Pajak setahun  Rp 27.840.000,00 
PPh Pasal 21 Terutang: 
5% x Rp 27.840.000,            = Rp 1.320.000,00 
PPh Pasal 21 sebulan: 
1/12 x Rp 1.392.000,00        = Rp    116.000,00 
 
5. Jumriani yaitu karyawati dengan status menikah telah 
memiliki NPWP tetapi 1 mempunyai anak, bekerja 
pada PT Angkasa menerima gaji Rp 4.000.000,00 
sebulan, Perusahaan mengikuti program pensiun dan 
Jamsostek, dan perusahaan membayar iuran pensiun 
kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan 
oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp 40.000,00 sebulan. 
Jumriani membayar iuran pensiun sebesar Rp 
30.000,00 sebulan, dan perusahaan membayarkan iuran 
Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 
3,7°/ gaji, sedangkan jumriani membayar iuran Jaminan 
hari tua setiap bulan sebesar 2 % dari gaji. Berdasarkan 
surat keterangan Pemda tempat karyawati dimaksud 
bertempat tinggal diketahui bahwa suami jumriani tidak 
mempunyai penghasilan apa pun. Jaminan Kecelakaan 
Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi 
kerja di jumlah sebesar masing-masing 1 % dan 0,3% 
dari gaji. 
 Penghitungan  PPh Pasal 21 sebagai berikut:  
Gaji sebulan    Rp  4.000.000,00 
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (1%)  
 Rp       40.000,00 
PENGANTAR PERPAJAKAN 
  99
Pengahasilan Kena Pajak = Penghasilan sebagai objek pajak - Biaya - PTKP 
 
Contoh Penghitungan :  
Peredaran bruto (objek Pajak) Rp. 250.000.000,00 
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan  
Memelihara penghasilan  Rp.    65.000.000,00 (-) 
Penghasilan Neto Rp.  185.000.000,00  
Pengurangan PTKP (TK/0) Rp.    15.840.000,00 (-) 
Penghasilan Kena Pajak Rp.  169.160.000,00  
PPh Terutang: 
5 % x Rp. 50.000.000,00      = Rp   2.500.000,00 
15 % x Rp 169.160.000,00  = Rp 25.374.000,00 
Total PPh Terutang = Rp 27.874.000,00 
 
2. Perhitungan PPh dengan Dasar Pencatatan.  
Untuk mengenakan pajak yang adil dan 
wajar dengan tetap memperhatikan kemampuan 
Wajib Pajak sangat diperlukan data atau informasi 
yang benar dan lengkap tentang besarnya 
penghasilan Wajib Pajak. Agar data atau informasi 
dimaksud dapat disajikan maka Wajib Pajak harus 
menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak seluruh 
Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. 
Semua Wajib Pajak Badan dan bentuk usaha tetap 
diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang men-jalankan usaha atau 
tukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran 
bruto tertentu, tidak diwajibkan untuk 
menyelenggarakan pembukuan.  
Untuk memberikan kemudahan dalam 
menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib 
untuk Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau 
pekerjaan bebas dengan peredaran bruto Direktur 
Jenderal Pajak menerbitkan norma perhitungan.  
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Norma Penghitungan sebagai pedoman 
untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang 
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan 
disempurnakan terus menerus. Penggunaan Norma 
Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan 
dalam hal-hal 6: 
1. Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih 
baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau 
2. Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib 
Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak 
benar. 
Norma Penghitungan disusun sedemikian 
rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, 
dengan memperhatikan kewajaran. Norma 
penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak 
yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan 
untuk menghitung penghasilan neto. Norma 
Penghitungan terdiri atas dua, yaitu : 
1. Norma Penghitungan Penghasilan Neto. 
2. Norma Penghitungan Peredaran Bruto. 
Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, 
Wajib Pajak Orang Pribadi diperkenan-kan 
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan 
Norma Penghitungan Penghasilan Neto 
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-
Undang Pajak Penghasilan. bagi Wajib Pajak 
menggunakan norma penghitungan diatur sebagai 
berikut: 
1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi 
syarat: 
                                                            
6Iihat, Ibit. Hal. 107 
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3. Iuran Jaminan Hari Tua  Rp      60.000,00 
  Rp     261.000,00 
Penghasilan Neto sebulan Rp   2.762.800,00  
Penghasilan Neto setahun 
12 x Rp 2.762.800,00 Rp 33.153.600,00 
PTKP (K/0) setahun  
- Untuk wajib pajak sendiri  Rp 15.840.000,00 
- Tambahan Wajib Pajak kawin Rp   1.320.000,00 
  Rp 17.160.000,00 
Penghasilan Kena Pajak setahun  Rp 15.993.600,00 
Pembulatan Rp 15.993.000,00 
PPh Pasal 21 Terutang: 
5% xRp 15.993.000,00         = Rp 799.650,00 
PPh Pasal 21 sebulan: 
1/12 x Rp 799.650,00          = Rp   66.637,50 
 
4. Ani seorang karyawati telah memiliki NPWP dengan 
status menikah tanpa anak, bekerja pada PT BAA 
dengan gaji sebulan sebesar Rp 4.000.000,00. Ani 
membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 
sebesar Rp 50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat 
keterangan dari Pemda tempat domisili yang 
diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa 
suaminya tidak mempunyai penghasilan apa pun. 
Penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut.  
Gaji sebulan Rp  4.000.000,00 
Pengurangan: 
1. Biaya jabatan:  
 5 % x Rp 4.000.000,00 Rp     200.000,00 
2. Iuran pensiun  Rp       50.000,00 
 Rp     250.000,00 
Penghasilan Neto sebulan Rp  3.750.000,00 
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Penghasilan Kena Pajak Setahun   Rp 15.840.000,00 
PPh Pasal 21 Terutang 
5% xRp 15.840.000,00 Rp     792.000,00 
PPh Pasal 21 sebulan  
1/12 xRp 792.000,00 Rp       66.000,00 
 
2. Dalam hal Rendy belum memiliki NPWP, jumlah PPh 
Pasal 21 yang harus yaitu sebesar 120% x Rp 66.000,00 
= Rp 79.200,00. 
3. Haris pegawai pada perusahaan PT PALL yang telah 
ber-NPWP, menikah tanpa anak ,memperoleh gaji 
sebulan Rp 3.000.000,00.  PT PALL mengikuti 
program premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi 
Jaminan Kematian dibayar oleh kerja dengan jumlah 
masing-masing 0,50 % dan 0,30 % dari gaji. 
Perusahaan menanggung iuran Jaminan hari tua setiap 
bulan sebesar 3,7% dari gaji sedangkan Haris 
membayar iuran Jaminan hari tua sebesar 2 % dari gaji 
setiap bulan. Perusahaan mengikuti pensiun untuk 
pegawainya. 
Perusahaan membayar iuran pensiun Haris ke 
Dana Pensiun, yang pendirinya telah disahkan oleh 
Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000,00 
sedangkan membayar iuran pensiun sebesar Rp 
50.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut. 
Gaji sebulan  Rp 3.000.000,00 
Premi jaminan kecelakaan kerja Rp      15.000,00 
Premi jaminan kematian  Rp        9.000,00 
Penghasilan bruto  Rp 3.024.000,00 
 
Pengurangan: 
1. Biaya jabatan: 
   5 % x Rp 3.024.000,00  Rp    151.200,00 
2. Iuran pensiun  Rp      50.000,00 
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a.  Peredaran bruto dalam satu tahun kurang 
dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar 
delapan ratus juta rupiah). 
b.  Memberitahukan kepada Direktur Jenderal 
Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama 
dari tahun pajak yang bersangkutan. 
c.  Wajib menyelenggarakan pencatatan, 
diperbolehkan untuk menghitung 
penghapus-an. Netonya dengan 
menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto. Pencatatan tersebut 
dimaksudkan untuk memindahkan 
penerapan norma dalam menghitung 
penghasilan neto. Apabila ternyata Wajib 
Pajak Orang Pribadi bermaksud 
menggunakan norma penghasilan neto, 
tetapi tidak memberitahukan kepada 
Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka 
waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang berhak tersebut 
dianggap memilih menyelenggarakan 
pembukuan. 
2. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan 
pembukuan dan/atau wajib menyelenggan 
pencatatan dan/atau dianggap memilih 
menyelenggarakan pembukuan, tetapi: 
a. Tidak atau tidak sepenuhnya 
menyelenggarakan kewajiban pencatatan 
atau pembukuan. 
b. Tidak bersedia memperlihatkan pembukuan 
atau pencatatan atau bukti -bukti 
pendukungnya pada waktu dilakukan 
pemeriksaan. Sehingga menyebabkan 
peredaran bruto dan penghasilan neto 
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sebenarnya tic diketahui, maka peredaran 
bruto dapat dihitung dengan cara lain yang 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan dan penghasilan 
netonya dengan menggunakan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto. 
Contoh penghitungan:  
Tuan Jamal di Jakarta, status bujangan tanpa 
tanggungan, bekerja sebagai seorang dokter dengan 
penghasilan bruto setahun sebesar Rp 
700.000.000,00. Sebagai contoh persentase norma 
untuk dokter di Jakarta sebesar 45%, maka 
Penghasilan Kena Pajaknya sebagai berikut: 
     Peredaran Bruto  Rp. 700.000.000,00 
     Penghasilan Neto = 45 % x (Rp. 700.000.000,00)  
Rp. 315.000.000,00 
     PTPK (TK/0) (Rp.   15.840.000,00) 
     Penghasilan Kena Pajak  Rp. 299.160.000,00 
PPh terutang: 
      5 % x Rp 50.000.000,00  = Rp   2.500.000,00  
     15 % x Rp 200.000.000,00  = Rp 30.000.000,00 
               25 % x Rp 4.160.000,00 = Rp   1.040.000,00 
                       Total PPh terutang  = Rp 33.540.000,00  
 
F. OBJEK PAJAK  
Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran 
pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak 
terutang. Objek pajak untuk PPh adalah penghasilan. 
Pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun. Dilihat dari mengalirnya (inflow) 
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bersangkutan. PPh Pasal 21 dihitung dengan 
menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-
Undang PPh atas jumlah kumulatif penghasilan bruto 
dalam tahun kalender bersangkutan. 
Beberapa contoh penghitungan PPh Pasal 21 
dengan memperhatikan pedoman tata cara penghitungan 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor Per 31/PJ./2009 Tanggal 25 Mei 2009 yang 
diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2009. 
 
Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap 
Pegawai Tetap 
Penghasilan Pegawai Tetap dengan Gaji Bulanan 
1. Rendy sebagai pegawai tetap pada PT BALLY di 
bandung pada tahun 2011 menerima gaji sebulan 
sebesar Rp 3.000.000,00 dan membayar iuran pensiun 
Rp 100.000,00. Rendy telah menikah tetapi belum 
mempunyai anak dan telah ber-NPWP. Penghitungan 
PPh Pasal 21 sebagai berikut. 
Gaji sebulan Pengurangan:   Rp  3.000.000,00 
1. Biaya jabatan:     
 5% xRp 3.000.000,00  Rp     150.000,00 
2. Iuran pensiun Rp     100.000,00 
  
 Rp     250.000,00 
Penghasilan Neto Sebulan Rp   2.750.000,00 
Penghasilan Neto Setahun Sebesar  
12 xRp 2.750.000,00 Rp 33.000.000,00 
PTKP (K/0) setahun  
- Untuk Wajib Pajak sendiri  Rp    5.840.000,00 
- Tambahan Wajib Pajak kawin Rp   1.320.000,00 
 Rp 17.160.000,00 
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pembayaran premi asuransi. Sedangkan perlakuan 
perpajakannya atas pembayaran premi asuransi 
yang dibayar oleh bruto pemberi kerja dalam 
menghitung penghasilan kena Pajak apabila 
pembayaran tersebut juga sebagai penghasilan 
karyawan. 
Penghasilan Yang Diterima atau diperoleh 
Sehubungan dengan Kegiatan Multilevel Marketing 
Penghasilan Wajib Pajak yang diterima atau 
diperolehnya dari kegiatan multilevel marketing dikenakan 
Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-
Undang PPh yang diterapkan Penghasilan Kena Pajak yaitu 
penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. 
Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, dan Bonus atau 
Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur untuk 
Mantan Pegawai ; 
Atas jasa produksi, tantiem, gratifikasi, dan bonus 
yang diterima atau diperoleh mantan pegawa, Pajak 
Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan cara mengalikan 
“Tarif Pasal 1 7 dengan kumulatif Penghasilan Bruto yang 
dibayarkan selama satu tahun kalende”. 
 
J. PERHITUNGAN PPH PASAL 21 
Sebagai bagian yang perlu dipedomani dalam rangka 
penghitungan PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut. 
1. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya menerima 
penghasilan dari pemotong pajak yang bersangkutan. 
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 
17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atas jumlah 
kumulatif penghasilan kena pajak. Besarnya 
Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar penghasilan 
bruto dikurangi PTKP per bulan. 
2. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau menerima 
penghasilan dari selain pemotong pajak yang 
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tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, 
penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:  
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan 
pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan 
dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 
pengacara, dan sebagainya 
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan 
3. Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa 
harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, 
dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau 
hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain 
sebagainya 
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, 
hadiah, dan lain sebagainya. 
Selanjutnya dilihat dari penggunaannya (outflow), 
penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula 
ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. 
Penghasilan Yang Termasuk Sebagai Obejek Pajak sesuai 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang 
termasuk penghasilan sebagai objek pajak dengan nama dan 
bentuk apa pun termasuk:7  
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan 
atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, 
upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 
gratih'kasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang 
Pajak Penghasilan. 
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 
penghargaan 
3. Laba usaha 
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan 
harta termasuk: 
                                                            
7Iihat , Ibit. Hal. 110 
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a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada 
perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai 
pengganti saham atau penyertaan modal. 
b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada 
pemegang saham, sekuritas, atau anggota yang 
diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 
lainnya. 
c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, 
peleburan, pemekaran, pemecahan. 
pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun. 
d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa 
hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang 
diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan 
atau badan pendidikan, badan sosial termasuk, 
yayasan, koperasi atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri Keuangan, sepanj; tidak ada hubungannya 
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau 
penguasaar' antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan 
sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda 
turut serta dalam pembiayaan, atau permodalar 
dalam perusahaan pertambangan. 
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah 
dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan 
pengembalian pajak. 
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan 
karena jaminan pengembalian utang. 
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada 
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pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari 
Tua atau Jaminan Hari Tua (JHT) juga dipotong PPh 
Pasal 21. 
4. Perlakuan perpajakan sebagai akibat penghalihan 
tanggung jawab yang sebagai berikut.  
a. Pada saat tanggung jawab pembayaran dialihkan, 
peserta telah dinggap menerima hak atas manfaat 
pensiun yang dibayar sekaligus, sehingga pengelola 
DanaPensiun Wajib memotong PPh Pasal 21 
dengan ketentuan.  
(1) Apabila penghasilan bruto sebesar Rp 8. 
640.000,00 atau kurang, dikecualikan dari 
pemotongan  PPh Pasal 21. (seharusnya 
dikeluarkan peraturan baru sehubungan 
dengan perubahan PTKP Tahun 2009 
sehingga menjadi Rp 18.000.000, demikian 
pula butir a,2 dan butir a,3). 
(2) Penghasilan bruto sampai dengan Rp 
25.000.000,00 di potong PPh Pasal 21 sebesar 
5 % dari penghasilan bruto bersifat final 
(penyesuaian struktur tarif). 
(3) Penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 di 
potong PPh Pasal 21 sebesar 10 % dari 
penghasilan bruto bersifat final (penyesuaian 
struktur tarif) 
b. Akibat perpindahan tanggung jawab pembayaran, 
maka program pensiuan berubah menjadi program 
asuransi. Ole karena itu, saat peserta menerima 
hak manfaat pensiun, perusahaan asuransi jiwa 
tidak lagi melakukan pemotongan PPh Pasal 21. 
c. Apabila sebelum memperoleh manfaat pensiun 
peserta atau pemberi kerja masih membayar iuran 
pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa, maka 
atas iuran pensiun tersebut diperlukan sebagai 
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pemberi kerja odak melakukan pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 atas pengalihan uang pesangon. 
5. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang 
pesangon dilakukan oleh pengelola dana pesangon 
tenaga kerja pada saat pembayaran uang pesangon 
kepada pegawai. 
6. Dalam hal terjadi pengalihan uang manfaat pensiun 
kepada perusahaan asuransi jiwa, pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh Dana Pensiun 
lembaga keuangan pada saat pembelian anuitas seumur 
hidup. 
Pemotongan PPh Pasal 21 atas Dana Pensiun yang 
Dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa dengan 
Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup 
Masalah pemotongan PPh Pasal 21 atas Dana 
Pensiun yang dialihkan kepada perusahaan ifuransi jiwa 
yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang 
dipilih oleh peserta  atau pihak yang berhak atas manfaat 
pensiun sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
Nomor SE 35/PJ.43/1999 Tanggal 24 Agustus 1999. 
Pengaturan tersebut sebagai berikut. 
1. Pasal 30 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disebutkan 
bahwa tanggung jawab pembayaran pensiun dapat 
dialihkan dari pengelola Dana Pensiun kepada 
perusahaan asuransi jiwa dengan cara memberikan 
asuransi seumur hidup. 
2. Pembayaran pensiunan dapat dilakukan secara berkala 
maupun sekaligus. 
3. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 
bahwa yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan 
yang diterima atau diperoleh secara teratur antara lain 
berupa uang pensiun. Demikian pula atas uang tebusan 
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pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 
koperasi. 
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak 
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 
penggunaan harta 
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala  
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai 
dengan jumlah tertentu ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing 
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 
14. Premi asuransi 
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 
anggotanya yang terdiri dari Pajak yang menjalankan 
usaha atau pekerjaan bebas 
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan 
yang belum dikenai pajak. 
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. 
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan. 
19. Surplus Bank Indonesia. 
Memperhatikan rincian penghasilan di atas, istilah 
penghasilan pada Pasal 4 ayat (1) menampilkan pendekatan 
abstrak (konsepsional) dan operasional. Secara konsepsional 
caar alinea umum telah dimuat, tetapi batasan secara 
operasional ditampilkan dalam contoh. Pengertian 
operasional juga diperlukan untuk melaksanakan pengertian 
abstrak dari penghasilan dalam pemungutan pajak, agar 
tampak jelas wujud tambahan kemampuan ekonomis dalam 
mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Konsep 
penghasilan yang iprehensif sebagaimana yang dikenal, 
Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan : kegiatan 
aktif (active income) maupun bersumberkan penghasilan yang 
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pasif. Dengan contoh bentuk penghasilan yang dimuat 
dalam Pasal 4 ayat (1) dimaksudkan untuk ajelas pengertian 
penghasilan dalam pengertian luas tentu tidaklah terbatas 
pada contoh yang ada. 
Sedangkan Penghasilan yang Tidak Termasuk 
sebagai Objek Pajak menurut Pasal 4 ayat (3) terdapat 
penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang 
dikenakan yaitu: 
1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima 
oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang 
dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang 
diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima 
oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan 
oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima 
sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur 
dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. 
2. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam 
garis keturunan lurus satu derajat badan keagamaan; 
badan pendidikan; badan sosial; termasuk yayasan, 
koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha 
mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan/atau 
berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 
Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-
pihak yang bersangkutan. 
1. Warisan; 
2. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan 
sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti 
penyertaan modal. 
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan 
pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam 
bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak 
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l (satu) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan 
diterapkan atas. 
1. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 
150.000,00 (seratus lima ribu rupiah); atau  
2. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang 
sebenarnya dalam hal jumlah rr kumulatif dalam 1 
(satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 
(satu ratus dua puluh ribu rupiah). 
Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu 
bulan kalender telah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah], 
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 
ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Pajak Penghasilan atas 
jumlah Penghasilan Kena Pajak  yang disetahunkan. 
 
Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pemotong 
Sebagai kewajiban bagi pemotong PPh Pasal 21 
meliputi berikut ini. 
1. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, 
meneyetorkan, dan mela Penghasilan Pasal 21 yang 
terutang atas uang pesangon, uang manfaat pensii hari 
tua, atau jaminan hari tua. 
2. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan 
Pajak Penghasilan diminta 1 tidak pada saat 
dilakukannya pemotongan pajak kepada pegawai 
berhak menerima uang pesangon, uang manfaat 
pensiun, Tunjangan Hari Tua. 
3. Kewajiban menghitung,memotong, menyetorkan dan 
melaporakan dimaksud pada butir 1 dan kewajiban 
memberikan bukti pemotongan, tetap dilakukan 
terhadap pegawai yang dikenai tarif pajak Penghasilan 
Pasal 21 sebesar 0 % (nol persen) 
4. Bila pembayaran uang pesangon dialihkan oleh 
pemberi kerja kepada pengelola dana pesangon tenaga 
kerja dengan pembayaran secara bertahap atau berkala 
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bersangkutan pensiun sesuai dengan yang 
tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 
sebelum pensiun. 
c. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah 
penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi 
dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 
21 Penghasilan Kena Pajak tersebut. 
d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang 
bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi 
PPh Pasal 21 pada huruf c dengan PPh Pasal 21 
yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai 
yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang 
tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 
sebelum pensiun. 
e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun uang bulanan 
adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut pada 
huruf d dibagi dengan banyaknya bulan 
sebagaimana dimaksud huruf "a". 
5. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan 
untuk tahun kedua dan selanju dihitung sebagai 
berikut. 
a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan 
yang diperoleh dengan mengurangi penghasilan 
bruto dengan biaya pensiun.  
b. Selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara 
seperti tersebut pada butir 4 huruf a, c, & d. 
Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah 
Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, dan Uang 
Saku Harian 
Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai 
tidak tetap atau tenaga kerja lepas, upah harian, upah 
mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku 
harian, sepami penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, 
tarif lapisan pertama sebagaimana diciaii dalam Pasal 17 ayat 
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atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan 
Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara 
final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma 
penghitungan khusus (deemed pro fit) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak 
Penghasilan. 
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang 
pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, 
asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, 
dan asuransi beasiswa. 
5. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh 
perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, 
koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha 
milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha 
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, 
dengan syarat: 
a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan 
b) Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD 
yang menerima dividen, kepemilikan saham pada 
badan yang memberikan dividen paling rendah 
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal 
yang disetor. 
6. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, 
baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 
7. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana 
pensiun (perhatikan huruf "g") dalam bidang-bidang 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. 
8. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas 
saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan 
kongsi termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak 
Investasi Kolektif. 
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9. Dihapus. 
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan 
modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan 
usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau 
kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan 
usaha tersebut. 
a) Merupakan perusahaan mikro kecil, menengah, 
atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-
sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 
b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di 
Indonesia. Perusahaan Modal Ventura adalah 
suatu perusahaan yang kegiatan usahanya 
membiaya: badan usaha (sebagai pasangan usaha) 
dalam bentuk penyertaan modal untuk suara 
jangka waktu tertentu. 
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang 
ketentuannya diatur lebih lanjm dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau 
lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang 
pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang 
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam 
bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 
dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka 
waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya 
sisa lebih tersebut, yanc ketentuannya diatur lebih 
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial kepataa Wajib Pajak 
tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 
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sehari melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu 
rupiah), dan jumlah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima 
puluh ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat 
dikurangkan dari penghasilan bruto. 
Penghasilan Pensiun 
Cara menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 
21 untuk penerima pensiun adalah sebagai berikut. 
1. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto 
penerima pensiun, penghasilan bruto berupa uang 
pensiun dikurangi dengan biaya pensiun yaitu biaya 
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang 
pensiun yang besarnya 5 % (lima persen) dari 
penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-
tingginya Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu 
rupiah) setahun atau Rp 200.000,00 (dua ratus ribu 
rupiah) sebulan. 
2. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, 
penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan 
Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya. 
3. Tarif yang diterapkan adalah Tarif Pasal 17 Undang-
Undang PPh. 
4. Penghitungan PPh Pasal 21 alas uang pensiun bulanan 
yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada 
tahun pertama pensiun dihitung sebagai berikut. 
a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan 
yang diperoleh dengan cara mengurangi 
penghasilan dengan biaya pensiun, kemudian 
dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang 
bersangkutan menerima pensiun sampai dengan 
bulan Desember. 
b. Penghasilan neto yang disetahunkan tersebut 
ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun 
yang bersangkutan dan diterima atau diperoleh 
dari pemberi kerja sebelum pegawai yang 
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selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan 
PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya. 
b. Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan 
tertulis dari pemerintah daerah setempat 
(serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya 
tidak menerima atau memperoleh penghasilan, 
diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 
1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu 
rupiah) setahun atau seratus sepuluh ribu rupiah 
sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarga yang 
menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 
tiga orang, masing-masing sebesar 1.320.000,00 
(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 
c. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan 
pada awal tahun takwim/kalender. Ada pun 
besarnya bagi pegawai yang baru datang dan 
menetap di Indonesia dalam bagian tahun 
takwim/kalender besarnya PTKP tersebut 
dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari 
bagian tahun takwim/kalender yang bersangkutan.  
5. Tarif yang diterapkan adalah tarif Pasal 17 Undang-
Undang PPh.  
 
Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas 
Penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga 
kerja lepas yang tidak dibayar secara atau jumlah 
kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 
1.320.000,00 juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), berlaku 
ketentuan sebagai berikut. Tidak dilakukan pemotongan 
PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata 
penghasilan sehari belum melebihi Rp 150.000,00 (seratus 
lima puluh ribu rupiah). Dilakukan pemotongan PPh Pasal 
21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan 
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dengan/atau berdasarkam Peraturan Menteri 
Keuangan. 
 
G.  PENGURANGAN PENGHASILAN (BIAYA) 
Pada akuntansi komersial berbasis Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) menggunakan istilah "beban", 
tetapi dalam undang-undang Pajak Penghasilan 
menggunakan istilah "biaya”. Beban-beban yang dapat 
dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Dalam 
Negeri dan bentuk usaha tetap dapat dibagi dalam 2 (dua) 
golongan, yaitu: 
1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak 
lebih dari 1 (satu) tahun. yang mempunyai masa 
manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya 
pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya 
administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, 
dan sebagainya. 
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari 1 (satu) tahun. Penyang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukannya 
pengolahan limbah, dan sebagainya. 
Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan 
oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi.  
1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya 
(dedyctubek expenses).  
Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya 
adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan 
langsung usahan atau kegiatan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan 
objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan 
dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat 
dari pengeluaran tersebut.  
2. Pengeluaran tersebut yang tidak dapat dibebankan 
sebagai biaya (non-deductible expenses).  
PENGANTAR PERPAJAKAN 
  110 
Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai 
biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih 
dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan 
objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam 
batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan 
pedagang yang baik. Olhe karena itu,  pengeluaran yang 
melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan 
istimewa, maka  pengeluaran tersebut tidak boleh 
dikurangkan dari penghasilan bruto.  
 
H. BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK 
ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN 
DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPH 
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf "g", bahwa bantuan atau sumbangan termasuk zakat 
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 
dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan, yang 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2009 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. 
Pengaturan dimaksud meliputi: 
1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 
pemeluik agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan 
sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat tidak 
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikat 
atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 
bersangkutan. 
2. Bantuan atau sumbangan adalah pemberian dalam 
bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau 
badan. 
3. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 
pemeluk agama yang diakui di Indonesia adalah 
sumbangan keagamaan yang diterima oleh: 
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Pegawai Tetap 
Cara menentukan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk 
pegawai tetap adalah sebagai berikut:  
1. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai 
tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan: 
a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelih penghasilan yang besarnya 
5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-
tingginya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) 
setahun atau Rp 500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah) sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan 
dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai 
pegawai negeri tetap tanpa memandang mempun 
jabatan atau tidak. 
b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh 
pegawai kepada Dana Pensi yang pendiriannya 
telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan 
penyelenggara tabungan hari tua atau jaminan hari 
tua yang dipersamakan dengan dana Pensiun yang 
pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 
2. Pengurangan biaya jabatan dan iuran tersebut tidak 
berlaku bagi penghasilan yang diterimanya berupa upah 
harian, yang tebusan pensiun, honorarium secara kes 
sebagaimana tersebut pada penghasilan yang dipotong 
PPh Pasal 21 butir 3, butir 5.  
3. Pengurangan biaya jabatan dan iuran di atas juga tidak 
berlaku terhadap Wajib Pajak luar negeri yang terutang 
PPh Pasal 26. 
4. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, 
penghasilan netonya dengan Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP) yang sebenarnya. 
a. Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang 
dikurangkan adalah hanya untuk  dirinya sendiri, 
dan dalam hal tidak kawin pengurangn PTKP 
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atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik. 
Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 
1, yaitu: 
a. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, 
sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak 
Kena Pajak (PTKP) 
b. Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto 
dikurangi PTKP  
c. Bagi bukan pegawai, sebesar penghasilan bruto 
dikurangi PTKP yang dihitung secara bulanan. 
Saat PPh Pasal 21 Terutang. Pemotongan Pajak 
Penghasilan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai 
pemotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada Pasal 
21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut 
terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau 
pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang 
bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terdahulu. 
 
I. TATA CARA MENGHITUNG PPH PASAL 21 
Cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada 
prinsipnya sama dengan cara penghitungan Pajak 
Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung 
Pajak Penghasilan Pasal 21: bagi penerima-penerima 
penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang 
dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak 
dalam negeri selain pengurangan berupa I juga diberikan 
pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya 
jabatan, biaya pen dan iuran pensiun. Selain itu, tarif yang 
diterapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai Pasal 21 
Undang-Undang Pajak Penghasilan atau tarif yang 
ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau aturan 
pelaksanaan lainnya. Aturan dan cara penghitungannya 
dapat diuraikan secara rinci berikut ini.  
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a. Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan 
oleh pemerintah 
b. Penerima sumbangan yang berhak. 
4. Pengertian zakat adalah zakat yang diterima oleh: 
a. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang 
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 
b. Penerima zakat yang berhak. 
5. Hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau 
penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan 
dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan 
antara pihak-pihak baik langsung maupun tidak 
langsung. 
 
I. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK SESUAI 
UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 
2008 BERLAKU MULAI TAHUN PAJAK 2009 
 
Dengan diundangkannya undang-undang Pajak 
Penghasilan 2008, maka Penghasilan Tidak Kena Pajak per 
tahun diberikan paling sedikit sebesar 8:  
a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat 
puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang 
Pribadi 
b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu 
rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 
c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat 
puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang 
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu 
rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga 
sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan 
                                                            
8Mardiasmo,  Perpajakan Edisi Revisi 2009, hal .143  penerbit 
Andi 2009, Yogyakarta  
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lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap 
keluarga. 
Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena 
Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi egeri, penghasilan 
netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena 
Pajak. Di samping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang 
sudah kawin diberikan tambahan .an Tidak Kena Pajak. 
Bagi wajib Pajak yang istrinya menerima atau 
memperoleh penghasilan yang digabung enghasilannya, 
maka Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan 
Tidak untuk seorang istri sebesar Rp 15.840.000,00 (lima 
belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). 
Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga 
sedarah dan semenda dalam garis lurus yang menjadi 
tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak 
1. anak angkat, diberikan tambahan Penghasilan Tidak 
Kena Pajak untuk paling 3 (tiga) orang. Yang dimaksud 
dengan "anggota keluarga yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai 
penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh 
Wajib Pajak.  
Sebagai contoh: 
Wajib Pajak A mempunyai seorang istri dengan 
tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila istrinya 
memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang 
sudah dipotong Pajak penghasilan Pasal 21 dan 
pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan 
usaha suami anggota keluarga lainnya, besarnya 
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada 
Pajak A adalah sebesarRp 21.120.000,00 
{15.840.000,00+Rp 1.320.000,00 + (3 x Rp 
1.320.000,00)}, sedangkan untuk istrinya, pada saat 
pemotongan Pajak Penghasilan 21 oleh pemberi kerja 
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melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua 
puluh ribu rupiah) 
d. Bukan pegawai (perhatikan Subjek Pajak) selain 
tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat 
berkesinambungan. 
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 
(seratus lima puluh ribu) sehari, yang berlaku bagi 
pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah 
mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang 
penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) 
bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu 
juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 
3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan 
bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf "c", Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor 31/Pj ./2009 yang menerima 
imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan 
(perhatikan subbab “Subjek Pajak PPh Pasal 21” 
penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 
pada butir 3). 
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima 
penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana 
dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. 
Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 
adalah jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto 
yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang 
dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yaitu seluruh 
jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 
suatu periode atau pada saat dibayarkan. 
Bila jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada 
dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau 
klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto dimaksud 
yaitu sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui 
rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong beban-beban 
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c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan 
berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed 
profit). 
3. Iuran penerimaan yang dibayarkan kepada Dana 
Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan 
hari tua kepada kerja yang dibayarkan oleh pemberi 
kerja.  
4. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari 
badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau 
disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan 
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 
Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang 
berhak dair lembaga keagamaan yang dibentuk atau 
disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada 
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.  
5. Beasiswa sebagaiman dimaksud dalam Pasla 4 ayat (3) 
huruf “I’ Undang-Undang Penghasilan.  
 
H. DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS 
PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU 
PPH PASAL 26 
Dalam menghitung pajak tentang perlu menetapkan 
terdahulu besarnya dasar pengenaan pajak. Sebagai dasar 
pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 diatur sebagai 
berikut.  
1. Penghasilan Kena Pajak yang diperlukan bagi: 
a. Pegawai tetap 
b. Penerima pensiun berkala 
c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar 
secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan 
yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah 
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diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 
15.840.000,00. penghasilan istri harus digabung dengan 
penghasilan suami, besarnya Penghasilan Kena Pajak 
yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar 
Rp 36.960.000,00 (Rp 21.120.000,00 + Rp 
15.840.000,00). 
Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 
ditentukan menurut keadaan tarif Pajak pada awal tahun 
pajak atau pada awal bagian tahun pajak.  
Sebagai contoh: 
Pada tanggal 1 Januari 2009 Wajib Pajak B berstatus 
kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila 
anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2009, 
besarnya Penghasilan tidak Kena Pajak yang diberikan 
kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2009 tetap 
dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) 
anak.  
Perubahan besarnya PTKP, kepada Menteri 
Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya 
Penghasilan Tidak Kena Pajak setelah berkonsultasi dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan 
mempertimbangkan perkembangan ekonomi moneter serta 
perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. 
 
J. TARIF PAJAK 
Besarnya Tarif Pajak Penghasilan berdasarkan 
ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak 
Penghasilan, besarnya tarif Rajak Penghasilan yang 
diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 
Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia 
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melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai 
berikut.9 
1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri: 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) 
5%   
(lima persen) 
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta rupiah) 
15%  
(lima belas persen) 
 
di atas   Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
25% 
(dua puluh lima parsen) 
 
di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) 
30%  
(tiga puluh persen) 
 
Tarif tertinggi tersebut dapat diturunkan menjadi paling 
rendah 25% (dua (dua puluh lima persen) yang 
pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah. 
Perubahan akan diberlakukan secara nasional, dimulai 
per 1 Januari dan diumumkan selambat- lambatnya 1 
(satu) bulan sebelum tarif baru berlaku efektif. Hal 
tersebut dikemi oleh pemerintah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dil dalam 
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (RAPBN). 
2. Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk 
usaha tetap ditetapkan dengan 28 % (dua puluh 
delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25 % (dua 
puluh lima mei mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. 
Untuk lebih mudahnya diberikan contoh perhitungan 
pajak terutang untuk:  
 
                                                            
9 Lihat. Ibit. Hal. 144 
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penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan 
lainnya dengan ma dan dalam bentuk apa pun yang 
diberikan oleh: 
1. Bukan Wajib Pajak. 
2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang 
bersifat final; atau  
3. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan 
berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). 
Untuk menjadi perhatian dalam penghitungan PPh 
Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa 
penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan 
lainnya lasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan 
atau nilai wajar atas pemberian nikmatan yang diberikan. 
Bila penghasilan berupa natura dan/atau kenikmatan 
dimaksud erima atau diperoleh dalam mata uang asing, 
penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau h Pasal 26 didasarkan 
pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan ng berlaku pada saat pembayaran penghasilan 
tersebut atau pada saat dibebankannya. 
Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 
Penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian 
penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut. 
1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari 
perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi 
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi beasiswa. 
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan 
dalam bentuk apapun yang diberikan wajib pajak atau 
pemerintah, kecuali penghasilan dimaksud diberikan 
oleh:  
a. Bukan Wajib Pajak. 
b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan 
yang bersifat final; atau  
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Ptenghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima 
pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau 
penghasilan sejenisnya 
 
G. OBJEK PAJAK PPh PASAL 21 
Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 
Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 
21 sebagai berikut. 
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai 
tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur 
maupun tidak teratur.  
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima 
pensiun secara tertatur berupa uang pensiun atau 
penghasilan sejenisnya. 
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan 
kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun 
yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, 
uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan 
hari tua, dan pembayaran lain sejenis.  
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, 
berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah 
borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.  
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa 
honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 
dilakukan. 
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa 
uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, 
hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa 
pun. 
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau 
PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud itas termasuk pula 
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a. Wajib Pajak Orang Pribadi 
Penghitungan pajak terutang Wajib Pajak Orang 
Pribadi dengan Jumlah Kena Pajak   
 Rp 600.000.000,00 
Pajak Penghasilan terutang: 
5% x Rp 50.000.000,00 Rp   2.500.000,00 
15%  x Rp 200.000.000,00  Rp  30.000.000.00 
25%  x Rp 250.000.000,00  Rp  62.500.000,00
  
30% x Rp 100.000.000,00 Total Rp  30.000.000,00 
Total  Rp125.000.000,00  
 
Untuk keperluan penerapan tarif  Pajak 
Penghasilan, jumlah Penghasilan Pajak dibulatkan 
ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Sebagai 
contoh, diketahui Penghasilan Kena Pajak sebesar 
Rp 5.050.900,00, maka untuk keperluan tarif Pajak 
Penghasilan, Penghasilan Kena Pajak tersebut 
dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00. 
3. Wajib Pajak Badan  
Penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib 
Pajak Badan Dalam Negeri dan usaha tetap dengan 
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 1.250.000.000,00.  
Pajak Penghasilan yang terutang:  28% x Rp 
1.250.000.000,00 = Rp 350.000.000,00. Contoh 
dimaksud akan menggunakan tarif pajak 25 % apabila 
tahun pajaknya tahun 2010 dan seterusnya sehingga 
pajak terutang menjadi 25% x Rp 1.250.000.000,00   =  
Rp 312.500.000,00. 
 
 
K.  PENGURANGAN TARIF PAJAK 
Khusus Wajib Pajak Badan diberikan fasilitas pajak 
berupa pengurangan tarif pajak sebagaimana diamanatkan 
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pada Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
Pengaturan ditujukan kepada Wajib Pajak Badan dalam 
negeri dengan peredaran bruto dengan Rp 
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat 
fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh 
persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (1) 
huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena 
Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 
Sebagai contoh: 
1. PT Amal karya tahun pajak 2011 memperoleh 
penghasilan dengan peredaran bruto sebesar Rp 
4.700.000.000,00 dan Penghasilan Kena Pajaknya Rp 
600.000.000,00. Karena peredaran bruto masih di 
bawah atau kurang dari Rp 4.800.000.000,00. Pajak 
Penghasilan Terutang = 50% x 25% (Rp 
600.000.000,00) = Rp 75.000.000,00. 
2. Peredaran usaha PT. jaya tahun pajak 2011 sebesar Rp 
40.000.000.000,00 dan diperoleh Penghasilan Kena 
Pajak Rp 4.500.000.000,00. Tata cara penghitungan 
PPh Terutang sebagai berikut: 
a. Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran 
bruto yang memperoleh fasilitas: 4.800.000.000,- x 
Rp 4.500.000.000,00  
              40.000.000.000,- 
= Rp 540.000.000,00 
b. Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran 
bruto yang tidak mendapat fasilitas:           
 (Rp 40.000.000.000,00 - Rp 540.000.000,00)  
 = Rp 39.460.000.000,00 
PPh Terutang: 
a. 50 % x 25 % (Rp 540.000.000,00) = Rp   67.500.000,00 
b. 25% x (Rp 39.460.000.000,00) = Rp 9.865.000.000,00 
Total PPh Terutang     Rp 9.932.500.000,00 
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F. KREDIT PAJAK BAGI PENERIMA 
PENGHASILAN DAN PELAPORAN DALAM 
SPT 
Bagi penerima penghasilan perlu memperhatikan 
kredit pajak terutama dalam rangka pengisian dan 
penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi. Hal yang perlu 
diperhatikan adalah sebagai berikut: 
1. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit 
pajak bagi penerima pengtaaai yang dikenakan 
pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, 
kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final. 
2. Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selisih 
penerapan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih 
tinggi bagi pegawai tetap atau penerima pensiun berkala 
sebelum Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah 
diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 Terutang untuk 
bulan-bulan selanjutnya pada tahun kalender 
berikutnya tidak termasuk pajak sebagaimana dimaksud 
pada butir 1. 
3. Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 
21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri 
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, maka 
PPh yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan 
dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib 
Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang 
bersangkutan. 
4. Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
butir 3 menyampaikan Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih 
penyampaiannya harus dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) berakhirnya tahun pajak yang 
bersangkutan. 
5. Bila surat pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan 
yang menyatakan bersifat teratur maupun tidak teratur. 
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Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat 
bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan 
usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk 
memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
Hak dan kewajiban penerima penghasilan. Sebagai 
hak dan kewajiban yang berstatus sebagai penerima 
penghasilan adalah sebagai berikut. 
1. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, 
untuk mendapatkan penguranga PTKP, penerima 
penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan 
kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah 
tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim 
atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam 
negeri. 
2. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula dalam hal 
ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut 
keadaan pada permulaan tahun takwim. 
3. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit 
pajak bagi penerima penghas yang dikenakan 
pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, 
kecuali Pasal 21 yang bersifat final. 
4. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang 
menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan 
dari badan perwakilan negara asing dan organisasi 
internasional yang dikecualikan sebagai pemotong PPh 
Pasal 21, diwajibkan untuk menghitung dan membayar 
sendiri jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dalam 
tahun berjalan di atas penghasilan tersebut dilaporkan 
dalam Surat Pemberitahuan.  
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L. PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA 
PAJAK 
Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya 
pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak atau sering 
disingkat PKP. Tetap berlandaskan atau bersumber laporan 
keuangan perusahaan (daftar perhitungan laba rugi/profit 
and loss statement) setelah dilakukan koreksi nskal positif 
dan/atau negatif dapat diperoleh penghasilan neto setelah 
koreksi. Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam 
mendapatkan Penghasilan Kena Pajak harus terlebih dahulu 
Renghasilan Neto setelah Koreksi dikurangi dengan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 
Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa.10 
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena  
Pajak 
Tarif yang digunakan dapat mengikuti antara lain sebagai 
berikut. 
1. Tarif umum 
Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditunjukkan 
dalam Pasal 17 (lapisan tarif  Undang-Undang Pajak 
Penghasilan. 
2. Tarif khusus 
Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah biasanya ditujukan pada 
penghasilan tertentu sebagai contoh bunga deposito 
yang diikuti pula dengan pengenaannya yang bersifat 
final. Dasar pengenaannya juga disebut sebagai contoh 
penghasilan bruto. Tentu dalam hal ini tidak perlu 
mempertimbanj unsur PTKP 
3. Tarif sesuai undang-undang 
Tarif ini sebelumnya untuk menjelaskan bahwa selain 
tarif sesuai Pasal 17 Undang-Undang PPh terdapat pula 
                                                            
10Waluyo, Perpajakan  Indonesia edisi 10,  hal. 123, salemba  
Jakarta, 2011. 
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yang disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang PPh 
ditetapkan dengan tarif 15% dan dengan tarif 2% 
demikian halnya juga tarif Pasal 26 Undang-Undang 
PPh ditetapkan dengan tarif 20 %. 
Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar 
penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak 
Penghasilan yang terutang. Dalam undang-undang dikenal 
dua golongan Wajib pajak yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri 
dan Wajib Pajak Luar Negeri. 
Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri pada dasarnya 
terdapat dua cara untuk menerima besarnya Penghasilan 
Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan 
penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan. 
Di samping itu terdapat cara penghitungan dengan 
menggunakan Norma Penghitungan Khusus, yang 
diperuntukkan bagi wajib pajak tertentu yang diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. bagi Wajib 
Pajak Luar Negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena 
Pajak dibedakan antara: 
1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 
Indonesia. 
Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan melalui  bentuk usaha tetap di 
Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena 
Pajaknya dasarnya sama dengan cara penghitungan 
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam 
Negeri. Oleh karena bentuk usaha tetap berkewajiban 
untuk menyelenggarakan  pembukuan, maka 
Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara 
penghitungan biasa. 
Contoh: 
Peredaran bruto   Rp 10.000.000.000,00 
Biaya untuk mendapatkan, menagih,  
PENGANTAR PERPAJAKAN 
  147
h.  Pengawas atau pengelola proyek 
i.  Pembawa pesanan atau yang menemukan 
langganan atau yang menjadi perantara 
j.  Petugas penjaja barang dagangan. 
k.  Petugas dinas luar asuransi 
l.  distributor perusahaan multilevel marketing atau direct 
selling dan kegiatan sejenis lainnya. 
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh 
penghasilan sehubungan dengan keikut-sertaannya 
dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi: 
a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain 
perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu 
pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya. 
b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau 
kunjungan kerja 
c. Peserta atau Anggota dalam suatu kepanitiaan 
sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. 
d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang 
e. Peserta kegiatan lainnya. 
Pengecualian sebagai Penerima Penghasilan 
Tidak termasuk pengertian penerima penghasilan 
yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau pihak yang 
dikecualikan sebagai penerima penghasilan yaitu sebagai 
berikut. 
1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau 
pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang 
diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan 
bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat 
bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak 
menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar 
jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang 
bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf "c" 
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Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas 
selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) 
lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 
H terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.  
 
E. SUBJEK PAJAK PPh PASAL 21 
Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 
Penerima penghasilan yang dipotong Pajak 
Penghasilan Pasal 21 yaitu orang pribadi merupakan: 
1. Pegawai,. 
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat 
pensiun, tunjangan hari jaminan hari tua, termasuk ahli 
warisnya. 
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh 
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa antara 
lain: 
a.  Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang 
terdiri atas pengacara, arsitek, dokter, pengarang, 
peneliti, dan aktuaris.  
b.  Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, 
bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, 
sutradara, kru film, foto model, 
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, 
pemahat, pelukis, dan seniman lainnya: 
c.  Olahragawan  
d.  Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, 
penyuluh, dan moderator. 
e.  Pemegang dan peneliti dan penerjamah.  
f.  Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, 
komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, 
elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta 
pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan 
g.  Agen iklan 
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dan memelihara penghasilan Rp  8.000.000.000,00(-) 
Rp   2.000.000.000,00 
Penghasilan bunga  Rp        50.000.000,00 
Penjualan langsung barang oleh kantor  
pusat yang sejenis dengan barang d jual 
 Rp   2.000.000.000,00 
 
Biaya untuk mendapatkan, menagih,  
dan memelihara penghasilan  Rp   1.500.000.000,00 
 Rp      500.000.000,00 
 Dividen yang diterima atau diperoleh 
 kantor pusat yang mempunyai hubungan  
 efektif dengan bentuk usaha tetapRp  1.000.000.000,00 
Rp   3.550.000.000,00 
Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3)  
  Rp   2.500.000.000,00 
Penghasilan Kena Pajak Rp   1.050.000.000,00 
 
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya. 
Orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak 
subjektifnya sebagai subjek pajak Dalam Negeri adalah 
3 (tiga) bulan, dan dalam jangka waktu tersebut 
memperoleh penghasilan sehesar Rp 30.000.000,00 
maka penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya adalah 
sebagai berikut:11 
Penghasilan selama 3 (tiga) bulan Rp 150.000.000,00 
Penghasilan setahun sebesar: 
360/(3 x 30) x Rp 150.000.000,00  Rp 600.000.000,00  
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)                 
 Rp   15.840.000,00 
Penghasilan Kena Pajak Rp 584.160.000,00 
 
                                                            
11 Lihat .Ibit. hal 125 
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Penghasilan Berupa Deviden. Dalam menghitung 
penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf g Undang-Undang pajak Penghasilan 
(dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk 
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis 
dan pembagian sisa hasil usaha koperasi). Dividen 
merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham 
atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil 
usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk 
dalam pengertian dividen adalah: 
1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak 
langsung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 
2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi 
jumlah modal yang disetor. 
3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa 
penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari 
kapitalisasi agio saham 
4. Pembagian laba dalam bentuk saham 
5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa 
penyetoran 
6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang 
diterima atau diperoleh pemegang saham karena 
pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang 
bersangkutan 
7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari 
modal yang disetorkan, bila dalam tahun-tahun yang 
lampau diperoleh keuntungan, kecuali bila pembayaran 
kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar 
(statuter) yang dilakukan secara sah. 
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tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan 
pegawai. 
6. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan Dana 
Pensiun oleh peserta program pensiun yang masih 
berstatus sebagai pegawai, dari Dana Pensiun yang 
pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan.  
 
D. TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI 
WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMILIKI NPWP 
Terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur tera dalam menghitung 
besarnya PPh Pasal 21 Terutang. Aturan dimaksud meliputi 
berikut ini:  
1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 
yang tidak memiliki N Pokok Wajib Pajak, dikenakan 
pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 
(dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan 
terhadap Wajib Pajak yang ma Nomor Pokok Wajib 
Pajak. 
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana 
dimaksud pada butir 2 sebesar 120% (seratus dua 
puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang 
seharusnya dip dalam hal yang bersangkutan memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak. 
3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada 
butir 1 hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 
yang bersifat tidak final. 
4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala 
sebagai penerima penghasilah yang telah dipotong PPh 
Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana 
dimaksud pada butir 1 mendaftarkan diri untuk 
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 
kalender yang bersangkutan paling lama sebelum 
pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak 
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2. Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran 
yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh 
peserta kegiatan.  
Dengan dasar itulah tarif Pasal 17 (1) huruf “a” Undang-
Undang Pajak Penghasilan inilah berdasarkan jumlah 
kumulatif dari: 
1. Penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang 
bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh 
peserta kegiatan bruto dikurangi PTKP, yang diterima 
atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi 
ketentuan (penerima penghasilan bukan pegawai dapat 
memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang 
yang bersangkutan telah memiliki NPWP dan hanya 
memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan 
pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta 
tidak memperoleh penghasilan lainnya), yang dihitung 
setiap bulan. 
2. Penghitungan 50% (lima puluh persen) dari jumlah 
penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga 
ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, 
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan 
aktuaris) 
3. Jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran 
imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat 
berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan 
bukan pegawai (perhatikan butir 1). 
4. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau 
imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau 
diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan 
pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada 
perusahaan yang sama. 
5. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, 
tantiem, gratifikasi, bonus atau jumlah lain yang bersifat 
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M. PENGATURAN PENANAMAN MODAL DI 
BIDANG USAHA TERTENTU SESUAI 
UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 
Sebagai salah satu prinsip yang perlu kiranya 
dipegang teguh di dalam undang-undang perpajakan adalah 
diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama 
terhadap Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam 
bidang perpajakan yang hakikatnya dengan berpegang pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap adanya 
kemua dalam bidang perpajakan dan memang benar 
diperlukan harus mengacu pada kaidah dan perlu dijaga agar 
di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan 
tujuan diberikannya kemudahan tersebut. 
Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah 
untuk mendorong kegiatan ini langsung di Indonesia baik 
melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal 
dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di 
daerah-daerah tertentu yang mer prioritas tinggi dalam skala 
nasional. 
Ketentuan ini dapat digunakan untuk menampung 
kemungkinan perjanjian dengana negara-negara lain dalam 
bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya. Wajib 
Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang 
usaha tertentu di daerah-daerah tertentu yang mendapat 
prioritas tinggi dalam skala nasional, dapat diberikan fasilitas 
perpajakan dalam bentuk: 
1. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga 
puluh persenj dari penanaman yang dilakukan 
2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat 
3. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih 
dari 10 (sepuluh) tahun: 
4. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10%  (sepuluh 
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persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian  
perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. 
Fasilitas Perpajakan untuk Kapet. Untuk Wajib 
Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas 
kegiatan usaha di Kantor Pengembangan Ekonomi Terpadu 
(KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah  Tahun 2000 
tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET yang telah diubah 
dengan Per Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, atas 
kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas 
perpajakan seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 148 
Tahun 2000. 
Peraturan pemerintah Nomor 147 Nomor 2000 
mengatur diberikannya perlakuan di bidang Pajak 
Penghasilan Pajak Kepada pengusaha Yang melakukan 
kegiatan usaha di dalam KAPET, yaitu :  
1. Pengurangan pengasilan neto 30 % (tiga Puluh Persen) 
dari jumlah penanaman jumlah modal yang dilakuakan.  
2. Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan amortisasai 
yang dipercepat (pengelempokkannnya perhatikan 
peraturan Pemrintah Undang-Undang Nomor 148 
tahun 2000). 
3. Kompensasi kerugian fiskal, mulai tahun pajak 
berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun. 
4. Pengenaan pajak penghasilan atas deviden yang 
dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10 
% (Sepuluh Persen) atau tarif yang lebih rendah 
menurut persetujuan penghindaran pajak berganda 
yang berlaku.  
Metode Penyusutan 
Aset tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang 
Kemampuannya untuk memberikan bersamaan dengan 
berlakunya waktu. Jumlah yang dapat disusutkan, 
dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa 
manfaat aset dengan berbagai metode yang sistematis 
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yang membayar honorarium, hadih, atau 
penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib 
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan 
dengan suatu kegiatan.  
 
C. TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  BAGI 
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NPWP  
Tarif pajak yang digunakan tarif pemotongan atas 
penghasilan yang terutang pajak penghasilan Pasal 21 yaitu 
tarif pajak sebagaiman diatur dalam Pasal 17 ayat (1) 
Undang-Undang Pajak Penghasilan, kecuali ditetapkan lain 
dengan peraturan pemerintah. Besarnya tarif Pajak 
Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak 
yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat 
menunjukkan NPWP. Kepemilikian Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) dapat dibuktikan dengan cara menunjukkan 
kartu NPWP.  
Contoh:  
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000,00. 
Pajak yang harus dipotong Wajib Pajak   yang memiliki 
NPWP.  
5 % x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 
15 % x Rp 25.000.000,00 Rp 3.750.000,00 
Jumlah  Rp 6.250.000,00 
PPh yang harus dipotong bila Wajib Pajak tidak 
memiliki NPWP.  
5 % x 120 % x Rp 50.000.000,00  Rp 3.000.000,00 
15 % x 120 % x Rp 25.000.000,00 Rp 4.500.000,00 
Jumlah  Rp 7.500.000,00 
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Pajak 
Penghasilan diterapkan atas:  
1. Jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran 
imbalan kepada bukan pegawai yang tidak 
berkesinambungan.  
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b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, 
termasuk bendahara atau pemegang 1 pada 
Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga 
pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, 
yang membayarkan gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, (pembayaran lain dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun sehubungan dengan 
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 
c. Dana Pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial 
tenaga kerja, dan badan-badanl yang membayar 
uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan 
hari tua. 
d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas serta badan yang membayar:  
(1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai 
imbalan sehubungan dengan jasa atau  
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 
dengan status Subjek Pajak dalam     
(2) Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang 
melakukan pekerjaan bebas dan bertindak   
untuk dan atas nama sendiri, bukan untuk dan 
atas nama persekutuan 
(3) Honorarium atau pembayaran lain sebagai 
imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa 
yang dilakukan oleh orang pribadi dengan 
status Subjek Pajak Luar Negeri 
(4) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta 
pendidikan, pelatihan magang. 
e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan 
pemerintah, organisasi yang bersifat Nasional dan 
internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta 
lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, 
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diterapkan secara konsisten, taat asas, tanpa memandang 
tingkat profitabilitas dan pertimbangan perpajakan agar 
dapat menyediakan daya banding hasil afiliasi perusahaan 
dari periode ke periode, penyusutan dapat dilakukan dengan 
berbagai metode yang dikelompokkan menurut akuntansi 
komersial, adalah sebagai berikut : 
1. Berdasarkan kriteria waktu, yaitu: 
a. Metode garis lurus 
b. Metode pembebanan angka menurun 
(1) Metode jumlah angka tahun 
(2) Metode saldo menurun/saldo menurun 
ganda. 
2. Berdasarkan kriteria penggunaan, yaitu: 
a. Metode jam jasa 
b. Metode jumlah unit produksi. 
3. Berdasarkan kriteria lainnya, yaitu : 
a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok 
b. Metode anuitas. 
Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-
undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 
Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah:  
1. Metode garis lurus (straight line method), atau metode 
saldo menurun (declining balance method) untuk Aset 
Tetap Berwujud bukan bangunan; metode garis lurus 
untuk Aset Tetap Berwujud berupa bangunan. 
2. Metode penyusutan Aset Tetap Berwujud diisyaratkan 
taat asas (konsisten). 
 
Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan  
Penentuan kelompok dan tarif penyusutan Harta 
Berwujud didasarkan pada Pasal 11 Undang-Pajak 
Penghasilan sebagai berikut. 
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Kelompok Harta
Berwujud 
 
Masa 
Manfaat 
 
 
Tarif 
Penyusutan 
berdasarkan 
Metode Garis 
Lurus 
Tarif 
Penyusutan 
Menurun 
Metode Saldo 
berdasarkan 
1. Bukan 
bangunan 
Kelompok 4 
Kelompok 3 
Kelompok 2 
Kelompok 1 
2. Bangunan  
Permanen 
Tidak 
permanen 
 
10   tahun 
20  tahun 
4    tahun 
8    tahun 
 
16  tahun 
20 tahun 
 
10% 
25% 
12,50% 
6,25 % 
 
5% 
5% 
 
10% 
25% 
12,5% 
10% 
 
- 
- 
 
Untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dan memberikan 
keseragaman dalam pengelompokan harta tetap berwujud, 
keluarlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
S2/KMK.04/1995 Tanggal 7 Februari 1995 yang mengatur 
tentang pengelompokan jenis-jenis Harta Berwujud yang 
telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 520/KMK.04/2000 Tanggal 14 Desember 2000 
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
138/KMK.03/2002 Tanggal 8 April 2002 yang berlaku 
sejak tanggal ditetapkan sebagai berikut:12 
Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 1 
No.Urut Jenis Usaha Jenis Harta 
1 
 
 
 
 
 
Semua Jenis 
Usaha 
 
 
 
 
a. Mebel dan peralatan dari kayu atau 
rotan termasuk meja, bangku, kursi, 
lemari, dan sejenisnya yang bukan 
bagian dari bangunan.  
b. Mesin kantor seperti mesin ketik, 
mesin hitung, duplicator, mesin 
                                                            
12Lihat. Ibit. Hal 173 
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19. Imbalan kepada bukan pegawai yaitu penghasilan 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang 
atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan 
dengan pekeriaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, 
antara lain berupa honorarium, komisi, fee, d 
penghasilan sejenis lainnya.  
20. Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat 
berkesinambungan yaitu imbalan kepa bukan pegawai 
yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam 
satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, 
jasa, atau kegiatan. 
21. Imbalan kepada peserta kegiatan yaitu penghasilan 
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang 
atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara 
lain bentuk uang saku, uang representasi, uang rapat, 
honorarium, hadiah atau penghargaan, penghasilan 
sejenis lainnya. 
22. Masa pajak terkhir yaitu masa Desember atau masa 
pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja. 
 
B.  PEMOTONG PAJAK 
1. Pengertian Pemotong Pajak 
Pemotongan pajak atas penghasilan 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, 
Wajib Pajak dilakukan oleh: 
a. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan 
badan, baik rnerupakan pusat maupun cabang, 
perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, 
honorarium, tunjangan, dan  pembayaran lain 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 
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menerima atau memperoleh imbalan sehubungan 
dengan keikut-sertaannya dalam kegiatan tersebut. 
12. Penerima pensiun yaitu orang pribadi atau ahli warisnya 
yang menerima atau memperoleh imbalan untuk 
pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang 
pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan 
hari tua atau jaminan hari tua. 
13. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur yaitu 
penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, 
segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama 
apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan 
ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, 
termasuk uang lembur. 
14. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur 
yaitu penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan 
yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu 
tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, 
tunjangan hari raya (THR), jasa produksi, tantiem, 
gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama 
apa pun. 
15. Upah harian yaitu upah atau imbalan yang diterima atau 
diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara 
harian. 
16. Upah mingguan yaitu upah atau imbalan yang diterima 
atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan 
secara mingguan. 
17. Upah satuan yaitu upah atau imbalan yang diterima 
atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan 
berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang 
dihasilkan. 
18. Upah borongan yaitu upah atau imbalan yang diterima 
atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan 
berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.  
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2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanian, 
perkebunana, 
kehutanan, 
perikanan 
Industri 
makanan dan 
minuman 
Perhubungan, 
Per-gudangan 
& komunikasi 
Industri semi 
konduktor 
fotokopi, mesin 
akunting/pembukuan, komputer, 
printer, scanner dan sejenisnya.  
c. Perlengkapan lainnya seperti 
amplifier, tape/cassette, video 
recorder, televisi, dan sejenisnya,  
d. Sepeda motor, sepeda, dan becak 
e. Alat  perlengkapan khusus (tools) 
bagi industri/jasa yang 
bersangkutan.  
f. Alat daur untuk memasak, makanan, 
dan minuman.  
 
Alat  yang digerakkan bukan dengan 
mesin  
 
Mesin ringan yang dapat dipindah-
pindahkan seperti huller, pemecah kulit, 
penyosoh, pengering, pullet dan 
sejenisnya.  
Mobil taksi, bus dan truk yang 
digunakan sebagai angkutan umum.  
Fals memory tester, write machine, 
biporar test system, elimination (PE8-1) 
pose checker.  
 
Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 2 
No. 
Urut 
Jenis Usaha Jenis Harta 
1 
 
 
 
 
 
 
 
Semua Jenis Usaha 
 
 
 
 
 
 
 
a. Mebel dan peralatan dari 
logam  termasuk meja, 
bangku, kursi, lemari, dan 
sejenisnya yang bukan bagian 
dari bangunan. Alat pengatur 
udara seperti AC, kipas angin, 
dan sejenisnya.  
b. Mobil, bus, truk, speed boat, 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
Pertanian, 
perkebunana, 
kehutanan, 
perikanan 
 
 
 
 
 
 
 
Industri makanan 
dan minuman 
Perhubungan,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industri mesin  
 
 
Perkayuan 
 
dan sejenisnya 
c. Container dan sejenisnya.  
a. Mesin pertanian / perkebunan 
seperti traktor dan mesin 
bajak, penggaruk, penanaman, 
penyebar benih, dan 
sejenisnya.  
b. Mesin yang mengolah atau 
menghasilkan atau 
memproduksi bahan atau 
barang pertanian, kehutanan, 
perkebunan, dan perikanan.  
 
a. Mesin yang mengolah produk 
asal binatang, unggas dan 
perikanan misalnya pabrik 
susu, pengalengan ikan.  
b. Mesin yang mengolah produk 
nabati, misalnya mesin minyak 
kelapa, margarine, 
penggilingan kopi, kembang 
gula, mesin pengolah biji-
bijian seperti penggilingan 
beras, gandum, tapioca.  
c. Mesin yang menghasilkan / 
memproduksi minuman dan 
bahan-bahan minuman segala 
jenis 
d. Mesin yang menghasilkan dan 
memproduksi bahan-bahan 
makanan dan makanan segala 
jenis.  
Mesin yang menghasilkan / 
memproduksi mesin ringan 
misalnya mesin jahit, pompa air.  
Mesin dan peratalan penebangan 
kayu 
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7. Pegawai yaitu seorang yang bekerja pada pemberi kerja, 
baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak 
tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau 
kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun secara 
lisan dan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam 
jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh 
imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode, tertentu. 
8. Pegawai tetap yaitu pegawai yang menerima atau 
memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara 
teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota 
dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut 
mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta 
pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu 
jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang 
bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan 
tersebut. 
9. Pegawai tidak tetap menjadi tenaga kerja lepas yaitu 
pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila 
pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan 
jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang 
dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang 
diminta oleh pemberi kerja. 
10. Penerima penghasilan bukan pegawai yaitu orang 
pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak 
tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan 
dengan nama dan dalarn bentuk apa pun dari 
pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai 
imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang 
dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari 
pemberi penghasilan. 
11. Peserta kegiatan yaitu orang pribadi yang terlibat dalam 
suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, 
sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, 
pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan 
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gaji, upah, honorarium, tunjangan pembayaran lain 
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 
dengan jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh 
orang pribadi subjek pajak negeri, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak 
Penghasilan. 
3. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yaitu 
Wajib Pajak Orang atau Wajib Pajak Badan, termasuk 
bentuk usaha tetap, yang mempunyai ke untuk 
melakukan pemotongan pajak atas penghasilan 
sehubungan dengan pel jasa, dan kegiatan orang 
pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 
Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
4. Badan yaitu badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 angka 3 Undang-l Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagi 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun. 
5. Penyelenggara kegiatan yaitu Wajib Pajak Orang 
Pribadi atau Wajib Pajak badan sebagai penyelenggara 
kegiatan teertentu yang melakukan pembayaran 
iinbalan deng: dan dalam bentuk apa pun kepada orang 
pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan 
tersebut. 
6. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 
yaitu.orang pribadi dengaa sebagai subjek pajak dalam 
negeri yang menerima atau memperoleh dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun. Sepanjang tidak 
dikecualikan dalam peraturan periode tertentu, 
penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang 
ditetapkan pemberi kerja, temasuk orang pribadi yang 
melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan 
usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 
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6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
9 
 
 
 
 
Konstruksi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhubungan, 
pergudangan dan 
komunikasi 
Telekomunikasi 
Industri Semi 
Konduktor  
 
 
 Peralatan yang dipergunakannya 
seperti truk berat, dump, truk, 
crnae bulldozer, dan sejenisnya.  
a. Truk kerja untuk 
pengangkutan dan bongkar 
muat, truk peron, truk 
ngangkan, dan sejenisnya.  
b. Kapal penumpang, kapal 
barang, kapl khusus yang 
dibuat untuk pengangkutan 
barang tertentu (missal 
gandum,  batu-batuan, biji 
tambang, dan sebagainya) 
termasuk kakpal pendingin dan 
kapal tangki, kapal penangkap 
ikan dan sejenisnya yang 
mempunyai berat sampai 
dengan 100 DWT.  
c. Perahu layar pakai atau tanpa 
motor yang memuat berat 
sampai dengan 250 DWT.  
d. Kapal balon  
 
a. Perangkat pesawat telepon 
b. Pesawat telegraf,  
 
 
Auto frame leader, automatic logic 
baking over, ball shear tester, bipolar test 
haz (antomatic), cleaning machine, 
coating cutting oven, cutting press, 
dombar cut dicer, die bamder, die shear 
test, dyna in system oven, dynamic test 
handler elir (PGE-01), full automatic 
handler, full mark, hand maker, 
individual mark-remover machine, laser 
maker (Fum test system, maker (makr), 
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memory test. molding, mounter, MPS 
automatic, MPS: o/s tester manual, pass 
oven, pose checkout machine, SMD 
stacker, taping machine, press, 
trimming/forming machine, wire bander, 
wire pull tester.  
Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 3 
No. 
Urut 
Jenis Usaha Jenis Harta 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertambangan 
selain minyak dan 
gas 
Pemintalan, 
pertenunan, dan 
pencelupan 
 
 
 
 
 
Kimia perkayuan  
 
 
 
 
 
Industri Kimia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesin yang dipakai dalam bidang 
pertambangan, termasuk mesin-mesin 
yang mengolah produk pelikan 
a. Mesin yg mengolah/menghasilkan 
produk-produk tekstil, misalnya 
kain katun, sutra serat-serat buatan, 
wol & bulu hewan lainnya, lena 
rami, permadani, kain2 bulu, tule. 
b. Mesin untuk preparation, bleaching, 
dyeing, printing, finishing, tex.tu.ring, 
packaging, dan sejenisnya. 
a. Mesin yg mengolah/menghasilkan 
produk kayu, barang-barang dari 
jerami, rumput, dan bahan anyaman 
lainnya. 
b. Mesin dan peralatan penggergajian 
kayu. 
a. Mesin & peralatan yang 
mengolah/menghasilkan produk 
industri kimia dan industri misalnya 
bahan kimia organis, persenyawaan 
organis dan anorganis dari logam 
mulia, elemen radioaktif, isotop, 
bahan kimia organis, aresinoida 
wangi-wangian, obat kecantikan dan 
obat rias, sabun, deterjen, dan 
bahan organis pembersih lainnya, 
zat albumina, perekat, bahan 
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4 
PAJAK PENGHASILAN 
(PPh) PASAL 21 
 
 
 
 
A. KETENTUAN UMUM 
Untuk memberikan kemudahan dalam membahas 
Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 
sebagai pedoman teknisnya perlu dipahami beberapa 
ketentuan - Ketentuan dimaksud meliputi berikut ini:1 
1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 
dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang 
Pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya 
disebutl Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa 
gaji, upah, honorarium, pembayaran lain dengan narna 
dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan 
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 
dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak) negeri, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-
Undang Pajak Penghasilan. 
2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 
dan kegiatan yang dilakukan  oleh Wajib Pajak Orang 
Pribadi subjek pajak luar negeri, yang selanjutnya 
disebut Pasal 26, yaitu pajak atas penghasilan berupa 
                                                            
1 Herry Purwono , dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak, 
2010, hal. 115, Airlangga, Jakarta  
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Tarif Amortisasi Kelompok Harta 
Tidak Berwujud 
Masa 
Manfaat Garis Lurus Saldo Menurun
Kelompok 1 4 tahun 25 % 50  % 
Kelompok 2 8 tahun 12,50% 25 % 
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% 
Kelompok 4 20 tahun 5 % 10  % 
 
Penetapan masa manfaat dan tarif amortisasi di 
atas dimaksudkan untuk memberikan keseragaman 
dalam melakukan amortisasi, Metode yang digunakan 
sesuai dengan yang dipilih berdasarkan masa manfaat 
yang sebenarnya. Kemungkinan dapat terjae manfaat 
aset tetap tidak bewujud tidak tercantum pada 
kelompok masa manfaat, Wajib Pajak menggunakan 
masa manfaat terdekat, Sebagai contoh, Aset Tetap 
Tidak berwujud masa manfaat sebenarnya 6 (enam) 
tahun, dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 
(empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Ababila masa 
manfaat sebenarnya 5 (lima) tahun, maka menggunakan 
kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun. 
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5 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industri Mesin  
 
 
Perhubungan dan 
komunikasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peledak, produk peroteknik, korek 
api, alloy perforis, barang fotografis, 
dan sinematografi. 
b. Mesin yg mengolah/menghasilkan 
produk industri lain-nya. Misalnya 
dammar tiruan, bahan plastik, ester 
dan eter dari selulosa, karet, karet 
sintesis, karet tiruan, kulit samak, 
jangat, dan kulit mentah. 
Mesin yg menghasilkan/memproduksi 
mesin menengah dan berat, misalnya 
mesin mobil, mesin kapal. 
a. Kapal penumpang, kapal barang, 
kapal khusus dibuat u/ 
pengangkutan barang-barang 
tertentu (misalnya gandum, batu-
batuan, tambang, & sejenisnya), 
termasuk pendingin dan kapal 
tangki, kapal penangkap ikan dan 
sejenisnya yg mempunyai berar atas 
100 DWT sampai dengan 1.000 
DWT. b. Kapal dibuat khusus u/ 
mengheia mendorong kapal, kapal 
suar, kapal per kebakaran, kapal 
keruk, keran terapung sejenisnya, 
yang mempunyai berat di alas DWT 
sampai dengan 1.000 DWT. 
b. Kapal dibuat khusus untuk 
mengheia mendorong kapal, kapal 
suar, kapal per kebakaran, kapal 
keruk, keran terapung sejenisnya, 
yang mempunyai berat di alas 
DWT sampai dengan 1.000 DWT. 
c. Dok terapung. 
d. Perahu layar pakai atau tanpa 
motor mempunyai berat di atas 
250 DWT. 
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7 
 
 
Telekomunikasi  
e. Pesawat terbang dan helikopter-hej 
segala jenis. 
a. Perangkat radio navigasi, radar dan 
kendali jarak jauh.  
 
Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 4 
No.  
Urut 
Jenis Usaha Jenis Harta 
1 
2 
 
Konstruksi 
Perhubungan dan 
Telekomunikasi 
 
Mesin berat untuk konstruksi 
a. Lokomotif uap dan tender atas rel. 
b. Lokomotif listrik atas rel, 
dijalankan baterai alau dengan 
tenaga listrik dan luar. 
c. Lokomotif atas rel lainnya. 
d. Kareta, gerbong penumpang dan 
termasuk kontainer khusus dibuat 
dan dilengkapi untuk ditarik 
dengan satu alat beberapa alat 
pengangkutan.  
e. Kapal penumpang, kapal barang, 
kapal khusus untuk pengangkutan 
barang tertentu (misalnya gandum, 
batu-batuan, biji tambang, dan 
sebagainya) termasuk kapal 
pendingin, dan kapal tangki, kapal 
penangkap ikan dan sebagainya, 
yang  mempunyai berat di atas 
1.000 DWT. 
f. Kapal dibuat khusus untuk 
menghela atau mendorong kapal, 
kapal suar, kapal pemadam 
kebakaran, kapal keruk, keran-
keran terapung, dan sebagainya 
yang mempunyai berat di atas 
1.000 DWT.  
g. Dok-dok terapung.  
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b.  Dalam bagian yang menurun setiap tahun dengan 
cara menerapkan tarif amortis nilai sisa buku. 
Khusus untuk amortisasi Harta Tidak Berwujud yang 
menggunakan metodt menurun, pada akhir masa 
manfaat nilai sisa buku Harta Tidak Berwujud atau h 
tersebut diamortisasi sekaligus. 
Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi 
atas pengeluaran harta tidak berwujud dimaksudkan 
untuk memberikan keragaman bagi Wajib Pajak dalam 
melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat melakukan 
amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya 
berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap 
Harta Tidak Berwujud. Tarif amortisasi diterapkan 
didasarkan pada kelompok masa manfaat sebagaimana 
yang diatur ketentuan ini. Untuk Harta Tidak Berwujud 
yang masa manfaatnya tidak tercantum kelompok masa 
rnanfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan 
masa manfaat terdekat. Sebagai contoh, Harta Tidak 
Berwujud dengan masa manfaat yang sebenar (enam) 
tahundapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 
(empat) tahun atau 8 (Delapan tahun. Dalam hal masa 
manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka Harta 
Tidak Berw tersebut diamortisasi dengan menggunakan 
kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun. 
3. Pengelompokkan Aset Tetap Tidak Berwujud dan 
Tarif Amortisasi  
Dalam menghitung amortisasi Aset Tetap 
Tidak Berwujud terlebih dahulu harus dikelompol 
sesuai dengan masa manfaatnya. Untuk lebih jelasnya 
pengelornpokan masa manfaat tarif penyusutan terlihat 
sebagai berikut. 
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Amortisasi menurut Akuntansi Pajak berdasar 
pada Pasal 11A Undang-Undang Pajak penghasilan. 
Pasal 11A menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan 
terhadap pengeluaran untuk roleh Harta Tidak 
Berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya 
perpanjangan bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan 
muhibah (goodwill) yang mempunyai lanfaat lebih dari 1 
(satu) tahun yang digunakan untuk mendapatkan, 
menagih, dan faara penghasilan. Istilah yang digunakan 
dalam akuntansi pajak adalah Harta Tidak berwujud, 
tetapi mempunyai makna yang sama dengan Aset Tetap 
Tidak Berwujud. 
2. Metode Amortisasi dan Cara Pemungutannya 
Metode yang digunakan dalam amortisasi Aset 
tidak Berwujud menurut akuntansi pajak, yaitu: 
a. Metode garis lurus, atau 
b. Metode saldo menurun. 
Istilah yang digunakan dalan undang-undang 
pajak dengan menggunakan kalimat Aan dalam bagian-
bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang 
menurun masa manfaat. Cara penghitungannya dengan 
jalan menerapkan tarif amortisasi atas pemasaran 
tersebut atau atas nilai sisa buku. Penggunaan metode 
amortisasi persyaratan itaat asas (konsisten).  
Pengaturan amortisasi dalam undang-undang 
Pajak Penghasilan bahwa Harga perolehan idak 
berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk 
perpanjangan hak-hak atas tanah hak guna usaha, hak 
guna bangunan dan hak pakai) dan muhibah (goodwill) 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, 
diamortisasi dengan metode 
a.  Dalam bagian yang sama setiap tahun selama masa 
manfaat; atau 
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Khusus bangunan tidak permanen dimaksudkan 
adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari 
bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat 
dipindah-pindahkan yang masa manfaatnya tidak lebih dari 
10 (sepuluh) tahun, misalnya bangunan berupa barak atau 
asrama dari kayu. 
Untuk jenis-jenis Harta Berwujud bukan bangunan 
yang tidak tercantum dalam Kelompok I sampai dengan 
Kelompok 4 dimasukkan dalam Kelompok 3. Akan tetapi, 
bila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa berdasarkan 
masa manfaat yang sesungguhnya Harta Berwujud bukan 
bangunan tidak dapat dimasukkan ke dalam Kelompok 3, 
sehingga Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk 
penetapan kelompok Harta Berwujud bukan bangunan 
tersebut sesuai dengan manfaat yang sesungguhnya kepada 
Direktur Jenderal Pajak. 
Atas permohonan Wajib Pajak di atas, Direktur 
Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan harus 
memberikan keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak 
diterimanya permohonan beserta dokumen pendukung 
secara lengkap. Melebihi jangka waktu yang ditetapkan 
ternyata Direktur Jenderal Pajak belum memberikan 
keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap 
diterima. 
Perhitungan Penyusutan  
PT Maju Makmur memiliki Aset Tetap Berwujud 
yang diperolehnya pada tahun 2011 sebagai berikut:13 
No.
Jenis 
Harta 
Tahun 
Perolehan
Masa 
Manfaat
Harga Perolehan Kelompok 
1 Mesin I 2011 8 tahun Rp 200.000.000,00 2 
2 Mesin II 2011 8 tahun Rp 150.000.000,00 2 
3 Truck 2011 8 tahun Rp   70.000.000,00 2 
 
                                                            
13Lihat. Ibit. Hal 179 
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Aset tetap tersebut disusutkan dengan 
menggunakan metode garis lurus (Dasar Penyusutan = 
Harga Perolehan), maka penghitungan penyusutan tahun 
2011. 
1. Mesin I = 12,5% x Rp 200.000.000,00    
  Rp  31.250.000,00 
2. Mesin II = 12,5% x Rp 150.000.000,00    
  Rp  18.750.000,00 
3. Truk = 12,5% x Rp 70.000.000,00        
 Rp    8.750.000,00   
4.  Jumlah penyusutan tahun 2011         
 Rp  58.750.000,00 
 
Pengelompokan harta untuk keperluan penyusutan 
sebenarnya telah diatur dengi Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 961/KMK.04/1983 tentang Jenis-jenis Harta yang 
Termasuk dalam Kelompok Harta Bewujud Bukan 
Bangunan untuk Keperluan Penyusutan selanjutnya diubah 
terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
450/KMK.04/1983 dinyatakan tidak berlaku karena telah 
dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan yang baru yaitu 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000.  
Akan tetapi, terhadap pengeluaran Harta Berwujud bukan 
bangunan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Keuangan Nomor 961/KMK.04/1983 yang telah diubah 
terakhir dengan Keputusan Keuangan Nomor 
450/KMK.04/1999 tetap berlaku sampai habis masa 
manfaatnya. 
Terhadap harta yang tidak tercantum dalam 
kelompok 1 (satu) sampai dengan kelompok 4 (empat) atas 
kewenangan Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan 
kelompok harta untuk jenis-jenis harta lainnya. 
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N. AMORTISASI 
1. Pengertian 
Undang-undang Pajak Penghasilan mengguna-
kan istilah harta tidak Berwujud tetapi mempunyai 
pengertian yang sama dengan aset dalam SAK. Seperti 
yang dilakukan pada Aset Tetap Berwujud, nilai Aset 
Tetap Tidak Berwujud harus juga dilakukan 
penyusutan yang disebut dengan amortis penentuan 
nilai perolehan serta masa dalam klasifikasi aset yang 
lain.  
Nilai aset tidak berwujud pada akhirnya akan 
habis pada saat tertentu, sehingga harga aset tidak 
berwujud harus diamortisasi secara sistematis selama 
taksiran masa. Dan tidak boleh dibebankan sekaligus 
pada periode perolehan. Periode amortisasi  boleh 
melebihi 20 (dua puluh) tahun dengan dasar pemikiran 
atau pertimbangan periode tersebut sudah banyak 
perkembangan dan periode selebihnya tidak lagi 
mempunyai manfaat keekonomian. Namun, 
perusahaan diharuskan mengevaluasi periode aset tidak 
berwujud secara teratur untuk memutuskan apakah 
peristiwa dan selanjutnya menuntut secara teratur 
untuk memutuskan apakah peristiwa dan kondisi nya 
menuntut perubahan taksiran masa manfaat yang telah 
ditentukan. Apabila berubah, jumlah harga perolehan 
yang  belum diamortisasi harus dibebankan pada 
manfaat yang baru asal tidak melebihi 20 (dua puluh) 
tahun dari tanggal perolehan. yang digunakan dalam 
amortisasi Aset Tetap Tidak Berwujud menurut 
akuntansi pada umumnya menggunakan metode garis 
lurus yaitu dihitung dengan jalan ikan persentase 
amortisasi dengan harga perolehan Aset Tetap Tidak 
Berwujud, bila ada metode lain yang lebih sesuai 
dengan kondisi perusahaan.  

